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ABSTRAK

Penggunaan upaya hukum pidana dalam menanggulangi
kejahatan termasuk sebagail. salah satu upaya untuk mengatasi
masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan
hukum.Demikian pula dalam menanggulangi kejahatan dibidang

Perpajakan, kebijakan hukum disini dimungkinkan  untuk

merumuskan peraturan hukum positif secara lebih baik dan
untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-
undang, tetapi Jjuga kepada pengadilan vyang menerapkan

- undang-undang dan Jjuga para penyelenggara atau pelaksana

putusan pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang penulis
kemukan antara lain :(1)Bagaimanakah kebijakan penerapan
hukum pidana selama ini dalam upaya menanggulangi berbagai
bentuk kejahatan di bidang perpajakan;(2) Bagaimanakah
kebijakan formulasi hukum pidana dalam perundang-undangan
yang akan datang dalam upaya menanggulangi kejahatan di
bidang perpajakan.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, yang meliputi kegiatan
inventarisasi hukum positif,menemukan asas-asas hukum.Untuk
memperoleh data penulis menggunakan sumber data sekunder
yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
yang diperoleh dengan studi- pustaka. Untuk proses
selanjutnya, vyaitu dalam proses analisa data, penulis
menggunakan analisa kualitatif.

Sangat luwesnya penerapan Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999
Jo UU No.z20 Tahun 2001, mengenai delik korupsi. Berpengaruh
terhadapo kebijakan aparat pelaksana hukum dalam menerapkan
delik pajak dengan mendasarkan pada setiap kasus ,apabila
negara bertar-benar telah mengeluarkan keuvangan
nya/kompensasi pajak, misalnya restitusi pajak, maka dapat
diterapkan delik korupsi.

Diakuinya korporasi sebagai wajib pajak , sangat perlu
diberikan pemidanaan bagi korporasi yang melakukan
pelanggaran dibidang perpajakan, diantaranva pidana tambahan
maupun tindakan administrasi, juga pemberian jenis sanksi
plidana dalam perpajakan merupakan bentuk penyimpangan dari
ketentuan KUHP, sehingga diperlukan pedoman pemidanaan.Dalam
kualifikasi delik parpajakan seyogyanyva dibedakan delik
kejahatan dan pelanggaran Karena pembedaan kualifikasi delik
ini akan berpengaruh, antara lain terhadap pemidanaan
percobaan dan pembantuan, daluwarsa hapusnya penuntutan,
daluwarsa gugurnya hak menjalankan hukuman.




ABSTRACT

The use of criminal law means to overcome crimes is reckoned as a means
to overcome social problems belongs to the law enforcement policy. In such a
manner in overcoming tax crimes, here the law policy is made possible to
formulate positive law rule better and to give guide not only for the act maker, but
also for law-court who perform the act and also for the law verdict executor or
performer.

Based on that fact, the problems that the writer brought . g. : (1) How the
criminal law enforcement policy so far in overcoming the various forms of crimes
in tax; (2) How the criminal law formulation policy in the future act in
overcoming the crimes in tax.

In this writing, the writer is using the normative juridical research
methode, which consists of activities inventarize positive law and-to find law
principles. In collecting the data the writer 1s using secondary data source which
consists of primary law subjects and secondary law subjects collected by literature
study. For the further process, that is in the data analysis process, the writer is
using qualitative analysis.

The so flexible enforcement of chapter 2 Act No. 31 year 1999 Jo Act No.

20 year 2001, about the corruption delict gives an affect to the law executor policy

in conducting the tax delict by basing on each case, if the state has really spent its
finances/ tax compensation, for example tax restitution, therefore corruption delict
can be conducted.

By the acknowledgment of corporation as a tax payer, 1t 1S $0 necessary to
give criminal case to the corporation who does an offence in the field of tax, for
example an extra penalty or administrative action, and also to give a criminal
penalty in tax is a form of penal code deviation, so it needs a penalty guide. In the
qualification of tax delict it is better to differ crime and offence delict. Because the
classification of delict qualification will affect. for example to the trial and
assistance penalty, the statute-barred of prosecution’s abolishment, and the
statute-barred of the fall out of the right to perform punishment.
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BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Keberhasilian pembangunan yang dilakukan oleh segenap
bangsa Indonesia tidak lepas dari partisipasi semua fihak.
Pelaksanaan pembangunhan nhasional sebagal provek besar tentu
memerlukan bukan saja partisipasi aktif seluruh bangsa,
tetapi Jjuga pembeayaan vang tidak kecil.Beban beava vang
ditimbulkan untuk menjaga kelangsungan pembangunan tidak
hanya dibebankan kepada negara. Dalam hal ini peran negara
dalam mengalokasi sumber-sumber pendapatan, seperti dari
pengelahan minyak bumi, hasil tambang,eksport barangtbarang
non migas yvang kesemuanya dapat cepat habis, sementara selama
ini negara sangat mengandalkan bantuan atau hibkah dari luar
negeri, seperti dari IMF, Bank Dunia, CGI, dan sebagainya
demi kelancaran program pembangunan nasional.

Bila dicermati Tap MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN
sudah nampak dan cukup akomodatif dalam upaya memberikan

arahan dan memuat Keonsepsi penyelenggaraan negara vyang

menyeluruh untuk mempangun tatanan kehidupan hermasvarakat,

. ——
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berbangsa dan bernegara, terutama menghadapi masa-masa sulit
seperti sekarang ini. Pada point 7 Huruf B Bab IV vyang
berisikan tentang arah kebijakan ekonomi bidang perpajakan
dinyatakan bahwa “Mengembangkan kebijakan fiskal dengan
memperhatikan prinsip (1) transparansi, (2) disiplin, (3)
keadilan, (4) efisiensi, (5) efektifitas, untuk menambah
penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari
luar negeri.” Melihat arah kebijakan perpajakan vyang
tertuang dalam GBHN secara keseluruhan sudah tercakup visi
dan misi vang bersandar pada situasi ekonomi nasional dan
global dengan menekankan kemandirian dalam pembangunan.
Berdasar arah kebijakan yang demikian partisipasi aktif
dari setiap warga negara untuk andil dalam pembangunan
sangat dibutuhkan. Sebab selama ini sumber—sumber pendapatan
negara sebagai penyvokong pembangunan baik berupa migas
maupun non migas lama kelamaan akan habis. Mengandalkan
bantuan atau hibah dari luar negeri akan menyebabkan beban
ketergantungan perekonomian yang berdampak negara luar
dengan kekuatan ekonomi vang kuat akan mendekte kehidupan
kenegaraan, baik dalam strata vertikal maupun heorisontal.
Menyvadari hal demikian salah satu sektor yang dominan
sebagai sumber pendapatan negara adalah sektor pajak.Bahkan
pemerintah mengusulkan dan merencanakan sekitar 70 persen

beava RAPBN tahun 2001/2002 dipenuhi oleh sektor pajak.




Sektor pajak vyang bersumber dari rakyat sangat strategis
baik untuk sumber pengumpulan dana juga untuk mengatur irama
kegiatan perekonomian.® Undang-Undang 1945 Pasal 23 ayat (2)
menegaskan bahwa segala lpajak untuk keperluan negara
berdasarkan undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 23 avyat
{2Ydisebutkan :

Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan

darimana didabatnya belanja buat hidup, harus

ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengaﬂ perantaraan

dewan perwakilannya. Rakyat meﬁentukan nasibnva

sendiri, karené itu juga cara hidupnva.
Karena bersumber dari rakyat sangat dibutuhkan kesadaran dan
kedewasaan rakyat dalam membavar pajak. Disamping menvadari
akan haknya untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tidak
kalah penting adalah memenuhi kewajibannya sebagai warga
ﬁegara vang baik yaitu membavar pajak, dan ini merupakan
salah satu bentuk kewajliban kenegaraan.

Indonesia telah 3 (tiga) kali melakukan reformasi
perpajakan yaitu pertama tahun 1983, kedua pada tahun 1594
dan ketiga tahun 2000. Pada hakekatnya tujqan diadakan

reformasi adalah wuntuk menjalankan fungsi budgeter dan

! pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter den fungsl regulasi. Fungsi budgeter berkatan
dengan fingsi pajak sebagai alat untuk mengumpukan dana dad masyarakat yang kermdian digunakan
untuk membeaya administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegatan pembangunan, Pungsi regnlasi terutama
berkaitan dengan peranan pajak dalam mengatur irama kegiatan ekonomi, alokasi sumber redistribugi




regulasi. Keberhasilan kebijakan fiskal vang diambil
pemerintah tidak hanya diliﬁat dari perangkat perundang-
undangannya tetapi harus diimbangl dengan pelayvanan umum
yvang baik sebagai bentuk pengembalian pajak wyang telah
dibayarkan oleh masyarakat dengan didukung kesadaran dan
kemampuan dari masyarakat dalam membayar pajak. Kedua hal
inilah vyang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya
sektor perpajakan.Demikian pula kebijakan vyang diambil
pemerintah baik dalam Undang-Undang No.6 tahun 1983, Undang-
Undang No.9 tahun 1994 maupun Undang-Undang No.16 tahun 2000
mengenai Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan terlihat
adanya upaya paksa dari pemerintah (=negara}untuk memperoleh
pajak dari rakyat.Salah satu cara upaya paksa dari negara
vaitu dengan membkerikan sanksi bagi para wajib pajak yang
tidak dapat memenuhi Kkewajibannya. Perlunya ditetapkan
ketentuan tentang sanksi ini disebabkan karena tidak dapat

diharapkan dari seorang wajib pajak pun  vang akan

' melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Hal ini

disebabkan karena membayar pajak tidak seperti membeli
barang, uang dibayar barang diterima, tetapi membayar pajak
rasanya lain, tidak ada yang diterima orang sebagai imbalan.

Banyak vang beranggapan membayar pajak dianggap mengurangl

pendapatan dan konsumsi, Miyasto dalam makeleh Pelahan Diklat Pendapatan Daerah Type C Angkean 1
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 21 Pebruari 1998, hal. 4.




kekayaan.? Dalam hukum publik {termasuk hukum pajak)
ketentuan memberikan sanksi merupakan alat vang utama untuk
memaksa seseorang mematuhi ketentuan undang-undang vang ada
dan fungsi sanksi dalam hukum berguna untuk memberikan
kewibawaan terhadap undang-undang tersebut.?

Diaturnya ketentuan sanksi baik sanksi administrasi
maupun sanksi pidana dalam peraturan perpajakan di Indonesia
memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap norma perpajakan
dapat dijatuhi sanksi. Sanksi administrasi dapat berupa :

-  bunga

- denda, dan

- kenaikan;
Ssanksi pidana dapat beruga :

- kurungan dan-denda,

- penjara dan denda,
Adanya 2 {dua) ketentuan sanksi baik wvang bersifat
administrasi maupun pidana sedikit banyak akan berpengaruh
dalam menetapkan sanksi pidana, besar kemungkinan sanksi
pidana tidak akan tersentuh dalam menyelesaikan pelanggaran
perpajakan. Misalnya : pextama seorang wajlb. pajak yang
tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau karena

kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan - atau

2 Bity Roehaety, Reformasi Pajak dan Kaitannya dengan Kepahhan Perpajakan, delam Majalah Fukum
Sekolah Tinggi Thnu Fukum Bandung, Tahun I Womor 5 Rdisi Deserber 1995, Hal 63,
3 Rochmat Soemiro, Pajak ditinjau Darl Segi Hukum, PT Bresco, Bandung, 1988, Hal. 58,




dengan sengala tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, telah
melakukan tindak pidana, karena telah memenuhi ketentuan
Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000.
Akan tetapi pelanggaran demikian berdasarkan ketentuan Pasal
7 terhadap wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif
berupa denda. Kedua perbuatan menyampaikan Surat
Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap,
atau melampirkan keterangan vang - isinya tidak benar.
Perbuatan demikian sesungguhnya telah melakukan tindak
pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Kitabk Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP}. Xetiga, seseorang yang tidak
menyetorkan pajak vand telah dipotong atau dipungut,
sesungguhnya telah melakukan tindak pidana penggelapan
bahkan telah melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam Undang-Undang No.9 Th.199%4 Pasal 13 ayat (5):
“Apabila Jangka waktu 10 (sepuluh)tahun sebagaimana
dimaksud pada avat (l)telah lewat, Surat ERetetapan
Pajak EKurang Bayvar tetap dapat diterbitkan ditambah
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat
puluh delapan persen) dari Jjumlah pajak yang tidak atau
kurang bayar, dalam hal wajib pajak setelah jangka
waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan

tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempercleh  kekuatan  hukum

tetap.”4
Dari uraian pasal tersebut dapat dilihat bahwa suatu

perbuatan dapat dikategorikan melakukan tindak pidana

* Undeng-Undang Perpajakan 19951997 (UUNo.9, 10, 11, 12 Th, 1995 ; UU Ne, 17, 19 Th. 1997 tentang
Perubahan atas TU Mo, 6,7, 8 12 Th. 1983 tentang K etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan




dibidang perpajakan, namun ketentuan administrasi maupun

sanksi administrasi pertanggungjawabannya tidak akan hapus,

walaupun perbuatan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum

yvang tetap dari pengadilan.Hal tersebut dapat dilihat dari

uraian Pasal 13:

(1) Dalam jangka waktu gsepuluh tahun segsudah saat
terutangnya pajak, .atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat
menerbitkan Surat EKetetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal
sebagai berikut '

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
surat Teguran.

c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak
rertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan
selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan
tarif 0 % (nol persen).

d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B
dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat
diketahui besarnva pajak yang terhutang.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk
selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat
terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian

Tahun pajak atau Tahun pajak sampai dengan diterbitkannya

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bavar.

(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bk, huruf ¢, dan

huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar

a. 50 %(lima puluh persen} dari pajak penghasilan yang
tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;

Penyelesaizn Sengketa Pajak, Penaghan Pajak dengan Surat Paksa ), Citra Umbara, Bandung, 1997, Hal.
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b. 100 ®(seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang
tidak atau kurang dipotong, yang tidak atau kurang
dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipungut
atau dipotong tetapi tidak atau kurang disetorkan;

c. 100 %(seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yvang tidak atau kurang dibayar.®

Mengingat digunakannya hukum pidana dalam undang-undang
perpajakan, merupakan salah satu bukti bahwa hukum pajak
{hukum administrasi) sendiri tidak dapat menjaga norma-norma
perpajakan dan disinilah letak keciri khasan hukum pajak,
disamping masih adanya hukum adwminsitrasi, peran hukum
pidana tetap melekat pada hukum pajak tersebut.

Salah satu contoh bentuk pelanggaran atau Kkejahatan
pajak yang sempat menjadi perbincangan dimasyarakat adalah
kasus Restitusi Pajak di Surabaya, dengan putusan bebas di
tingkat Pengadilan Negeri. Berdasarkan kasus ini pula pada
waktu proses pembahasan Undang-Undang Neomor 9 tahun 1934.
Ada usulan dari Fraksi Persatuan Pembangunan, vyaitu Drs.
Jusuf Svakir vyang melihat bahwa kasus-Kasus yang terjadi
dalam Restitusi Pajak maupun kompensasi pajak yang nilai
kerugian negara mencapal triliyunan rupiah dengan
memanipulasi SPT (Surat Pemberitahuan) maupun penyalahgunaan
tanpa hak NPWP {Nomor Pokok Waljib Pajak) milik orang lain.
Upaya preventif vang dilakukan dengan memberi ancaman pidana

terhadap percobaan memanipulasio $PP maupun menvalahgunakan

NPWP dengan tujuan untuk meminta restitusi maupun kompensasil




pajak vang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Namun Undang-
undang yang lama (UU MNo. © taﬁun 1%83) masih membedakan
delik pelanggaran dan kejahatan, sehingga percobaan
memanipulasi SPT maupun menyalahgunakan NPWP tidak dihukum.
Maka solusi vamng diambil untuk melindungi kepentingan
pemasukan negara dari restitusi maupun kompensasi pajak vang
tidak sesual dengan undang-undang, ditetapkan dan
disetujuinya formulasi delik tanpa membedakan kejahatan dan
pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1954 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1883 tentang
Ketentuan Umum dan Tata-Cara Perpajakan.s

Kebijakan Legislatif diatas merupakan salah satu contoh
adanya tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dari
upava Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum.pidana,
oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakap legislatif
merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat
upaya penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan

ceksekusi.? Dan telah kita ketahui bersama bahwa undang-

? Thid, Hal 12.

$ Tusuf Syakir deri Frakd Persatuan Pembargunan,........ Seperti kasus di Surabaya yang mengajukean
restinisi masatah terbesar PPN kalau Pajak penghasitan tidak terfatu menoniol, disini saya kira titik beratnya
adalah PP, restitusi PPIY dan konon kebarmya restitusi ini bukan angkanya, angkanya tidek kedl milyaran
bisa triliyunan, juga restiusi PPN Bmterhadap barang yang dieksport, mereka mengacaukan restitusi
dengan menyalahgunaken NPWP atau NPPKP yang juga memanipulasi isian-isian SPT............ maka
percobasn yang demikian dituntut sekian keli sepuluh milyar dipertimbangkan dendanya dimbungkan
dergan begarnya restitusi yang dia minta............., disampeiken pada prosges pembahagan Undang-Undang
Nomor  tahun 1994 pada wakin mempermasalahken Pasal 42 Undang-Undang Womor 6 tahun 1983
tentang K etentuan Umum dean tata-Cera Perpajakan pada bulan Juli 1994, digeduing DPR RI Jakarta.

7 Barda Nawawi Arief, Masaleh Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Program
Magister Imu Hikum Undip Semarang, 2000, Hal. 78-79.




undanglah vang menjadi sumber hukum utama untuk dapat
melihat perkembangan hukum pidana, yang hendak kita
dahulukan kodifikasinya dengan kemudian disusul dengan
perkembangan hukum pidana diluar KUHP. Bahwa gselalu undang-
undanglah vang hendak dilihat sebagai suatu perkembangan

ataupun suatu ‘renovasi ataupun suatu reformasi hukum. 8

D. PERMASALAHAN
Sebagaimana tcolah diuraikan diatas, Upavya

penanggulangan Kejahatan dengan hukum ~*dnonn vang
fungsional’ - .xi ‘operasionallicasinya melalui beberapa tahap
formulasi {kebijakan Legislatify, aplikasi {kebijakan
Yudikatif}, Eksekusi (Kebijakan Eksekutif/administratif}.
Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya penanggulangan
kejahatan dibidang perpajakan bukan hanya tugas aparat
penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat
hukum (aparat legislatif). Berdasarkan hal tersebut diatas
permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagail
berikut

1. Bagaimanakah kebijakan penerapan hukum pidana selama

ini dalam upaya menanggulangi berbagai bentuk kejahatan

dibidang perpajakan?

& Oemar Seno Adji, Herziening Ganti Rugi-Susp, Perkembangan Delik, Frlangga, Takarta, 1984, Hal. 264.
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2. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam
perundang-undangan yvang akan datang dalam upava

menanggulangi kejahatan dibidang perpajakan 2

E. TUJUAN PERELITIAN
Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian dan
pokok-pokok pemasalahan tersebut diatas maka secara
keseluruhan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan penerapan hukum pidana
sélama ini terhadap bentuk-kentuk kejahatan dibidang
perpajakan.

2. Untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana
dimasa mendatang dalam upava nmenanggulangi kejahatan

dibidang perpajakan.

F. MANFAAT PERELITIAN
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menmberikan
manfaat antara lain
1. Menambah informasi yvang lebih lengkap dan faktual bagi
.usaha penyempurnaan penanggulangan kejahatan dibidang
perpa‘jakan dan diharapkan akan terhindar dari adanya
krisis kelebihan kriminalisasi ( the c¢risis of over

criminalization)

1




dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana (the
crisis of overreach of the criminal law).’

2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat
memberikan petuniuk dalam upava penegakan. hukum
dibidang perpajakan terutama keterpaduan sistem antar
instansi terkait baik dalam segi administrasi maupun

dalam sistem peradilan pidana.

G. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan perekonomian vyang sangat dinamis vyang
dimotori oleh perubahan-perubahan tehnologi yang sedemikian
cepat telah meningkatkan ketidakpastian masa vyang akan
datang. Tidak 3jarang para eckonom maupun pengusaha dalam
mengambil kebijakan perekonomian maupun dalam memberikan
input pada pengambil kebijakan sering terlihat kurang
konsisten dengan kondisi internal yang dihadapi pada masa
ini. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya hutang-
hutang luar negeri Indonesia untuk menutup devisit APBN,
tanpa kecuali adanya intervensi negara-negara kreditur baik
mengenai pelaksanaan HAM, supremasi hukum, maupun politik,
yvang mengkaitkan ' dengan hutang-hutang luar negeri
tersebut.Dalam kaitan ini maka pajak sebagai sumber

penerimaan negara vyang mandiri dan relatif mempunyai

® Barda Mawawi Arief, Bunga Rampal K ebijakan Hikum Pidena, Ciira Aditya Baki, Bandung, 1996,
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stabilitas tinggi akan merupakan tumpuan utama sebagai salah
satu sumber penerimaan negara.

Ada sebuah ungkapan dari Ratu Sophia (pengagum budaya
Prancis)}, bahwa “Pajak Merupakan Darah Rakyat”!® Ungkapan
ini menggambarkan betapa pentingnya pajak tersebut, dimana
pajak tersebut sendiri adalah bagian dari hidup rakyat.
Untuk itu segala sesuatunya harus melibatkan rakyat.Didalam
Undang-tndang Dasar 1945, Pasal 23 ayvat (2)yang bunyinya
sebagai berikut :

“Semua pajak-pajak untuk kegunaan kas negara

berdasarkan undang-undang.”

Dalam penijelasannya digebutkan :
“Betapa cavanya rakyat sebagal bangsa akan nidup dan

darimana didapatnya belanja . buat hidup, harug
ditetapkan o©leh rakvyvat sendiri, dengan pe haraan
e I perwakilauiiva. Rakvat menentukan nasibnya

sendiri, karena itu juga cara hidupnya.”
Oleh karena itu setiap pengenaan maupun pemungutan pajak

harus memenuhi asas-asas sebagai berikut :**
i. Legal;

2. Kepastian Hukum;

3. Non Distorsi dan efisien;

4. Sederhanay;

5. Adil.

.

Hal3s

10 51i Pudystmoko, Asas Peradian yang Sederhana, Cepat, dan Mursh dalam Penyelesaian Sengketa Pajek
pada Baden Penyelesajon Sengketa Pajak (BPSP) di Indonesia, Artikel limish Masalah-Masalah Hukum,
Rdisl VI, 1997, Pekultas Hukum Undip Semarang,

1 \iyasto, Pengartar Timu Hukum Pajak, Pemda Tk. I Tawa Tengah Dilat.
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Adl. Legal

Bahwa setiap pungutan pajak harus berdasarkan Undang-
Undang. 0Oleh karena itu aturan-aturan perpajakan vang
terdapat pada Peraturan Pemerintah;, Keputusan Menteri
keuangan, maupun Surat Edaran Dirjen Pajak harus dapat
dicari referensinya pada Undang-Undang. Dalam sistem
perpa‘jakan dilndonesia asas ini dinyatakan secara eksplisit
dalam Undang-Undang dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (é) uuD
1945 dinyatakan bahwa semua pajak-pajak untuk kegunaan kas
negara berdasarkan undang-undang.

Ad2. Kepastian Hukum

Bahwa ketentuan-ketentuan perpalakan tidak boleh
menimbulkan keragu-raguan, harus Jelas dan mempunyai‘satu
pengertian sehingga tidak bisa ditafsirkan ganda. Ketentuan-
ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan
menimbulkan celéh—celah {loopholes) vang dapat dimanfaatkan
cleh penyelundup pajak. Beberapa unsur yvang perlu
diperhatikan dalam kaitannya dengan kepastian hukum tersebut
adalah mengenai materi objek pajak, subjek ﬁajak, tempat,
waktu, pendefinisian, penyempitan/perluasan, ruang lingkup,
penggunaan bahasa hukum, dan penggunaan istilah~istilah

baku.
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Ad3. Non Distorsi dan efisien
Yaitu pajak harus tidak menimbulkaﬁ distorsi dalam
masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak
seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, mis. Alokasi
sumber-sumber daya dan inflasi. Efisien dapat diartikan
pajak yang dipungut dari masyarakat kemudian digunakan untuk
membeayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan
pembangunan. Oleh karena itu suatu Jjenis pungutan pajak
harus efisien, 3jangan sampai beaya-beaya pungutnya Justru
lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajaknya.
Ad4. Sederhana
Hal ini berarti aturan-aturan pajak harus sederhana
sehingga mudah dimengerti baik o¢leh fiscus maupun wajib
pajak. Aturan-aturan paljak yang kompleks digamping akan
sangat menyulitkan bagi pelaksana-pelaksana perpajakan. Juga
dapat ditafsirkan ganda sehingga dapat menimbulkan
loopholes.
Ad5.  Adil
Bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golengan
masyarakat harus mencerminkan keadilan. Ada 2 (dua) kriteria
vang lazim digunakan untuk melihat apakah alockasi beban
pajak telah mencermiﬁkan aspek keadilan. Kriteria pertama
adalah kemampuan membayar dari wajib pajak {(Ability to pay).

Rerdasarkan kriteria ini maka alokasi beban pajak dikatakan
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adil apabila seseorang yang mempunyai kemampuan vang lebih
tinggi dikenakan proporsi beban pajak vyang lebih tinggi.
Kriteria kedua adalah prinsip benefit (benefit principle),
yaitu benefit vang diperoleh wajibk pajak dari Jasa-jasa
publik wvang dikerikan cleh pemerintah. Berdasarkan kriteria
ini, maka pajak dikatakan adil apabila seseorang vyang
memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang
dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak
yang = lebih besar Pajak Bumi dan Bangunan, misalnvya
menggunakan kriteria benefit ini untuk mengukur aspek
keadilan dalam perpajakan.

Telah dikatakan bahwa hukum pajak adalah sebagian dari

hukum publik.?®

dan ini adalah bagian dari tata tertibk hukum
vang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya,
pendek kata vang memia b cara-cara ~atuk mengatur
pemerintahan. Yang termasuk dalam hukum publik ini ialah
shukum tata negaray hukum pidana, dan hukum
administrasi.Dalam literatur maupun karya ilmiah lain sering
disebut dengan Hukum Pidana Fiskal.?®’

Tax Reform yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1983

dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan

perpajakan, salah satunya Undang-Undang Nomor 6 Th. 1983

12 Santosa Brotodharjo, Pengantar Ty Hukum Pajak, Refike Aditama, Bandung, 1998, Hel. 10.
13 sumantor, Aspek-Aspek Pidana dibidang Ekonomi, Ghalia Indonesia, Takarta, 1990, Hal. 187.
Y santosa Brotodhardjo, Op. Cit, Hal 3.
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tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan tahun
1994 dengan Undang-Undang Nomor S Tahun 1994 dengan
ketentuan administrasi lebih dominan dibandingkan dengan
ketentuan pidana.

Para ahli dibidang perpajakan menyatakan bahwa pajak
itu dapat dipaksakan dalam pemenuhannyva. Seperti
didefinisikan dalam definisi Prancis,termuat dalam buku
Leroy Beaulieu yang berjudul Traite de la Science des
Finances, 1906 berbunyi :

“L7impot et la contribpution, solkt directe soit
dissimulee, que La Puissance Publigue exige des
habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du
Gouvernment.”
“Pajak adalah bantuan, bkaik secara langsung maupun
tidak vyang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari
penduduk ataun dari barang, untuk menutup belanja
pemerintah. "

Definisi Deutsche Reichs Abgaben Oordnunyg ({RAO-1919),

berbunyi :

“Steuern s5ind einmalige oder laufende Geldleistungen
die nichteine Ggenleistung fur eine besondere Leistung
darstellen, und von einem offenlichrechtlichen
Gemeinwesen Zur Erzielung  von Einkunften allen
auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft an
den das Gesetz die Leitungsplicht knupft.”

Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara
periodic ({dengan tidak ada kontraprestasinya), vyang
dipungut oleh badan yang bersifat umum (=negara) untuk
memperoleh pendapatan dimana terjadi suatu Tatbestand
{=sasaran pemajakan), vang karena undang-undang telah
menimbulkan hutang pajak.”

14 ganiosa Brotodhardjo, Op. Cit, Hal. 3.

17




Definisi Prof.Dr.Rochmat Soemitre, SH dalam bukunya dasar-

Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai

berikut

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung
dapat ditunjukkan dan vyang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum” dengan penijelasan sebagai berikut
:Dapat dipaksakan artinva bila hutang pajak tidak

dibavar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan

kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan Jjuga
penvanderaan; terhadap pembayar pajak, tidak dapat
ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya
dengan retribusi.®

Salah satu ketentuan vang terlihat dalam bidang ini
dalam hal menetapkan sanksi, ancaman terhadap suatu norma
ada vang diancam dengan sanksi administrasi salja, ada yang
diancam dengan sanksi pidaha saja, ada yang diancam dengan
sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi
administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang pajak

ialah :18

'3 Thid, Hal. 3.
16 \Mardiasmo, Perpajakan, And Ofset, Yogyakarta, 1987, Hal. 21.
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Sanksi administrasi : merupakan pembayaran kerugian kepada
negara, khususnya yang merupakan denda,
‘bunga, dan kenaikan.

Sanksi Pidana : merupakan suatu alat terakhir atau
benteng hukum vyang digunakan fiscus
agar norma hukum pajak dipatubi.

Sebagal bagian dari hukum administrasi, undang—-undang pajak

lebih banvak mengandung sanksi administrasi, daripada sanksi

pidana. Mengenai hukum pajak termasuk ataﬁ merupakan bkagian
dari hukum administrasgi, dapat dijelaskan tervlebih dahulu
tentang hukum administrasi atau hukum administrasi neqéra17

Menurut Pravudi Atmosudirdje meny.ocutkan hukum administrasi

sebagai hukum mengenai pemerintéhan dalam kedudukan dan

fungsinya sebagai admnistrater negaral® JHA Logemann dengan
kénsepn&a tentang jabatan (ambt) mendeskripsikan hukum

administrasi ialah meliputi peraturan-peraturan'khusus, yang

disamping hukum perdata khusus vyang berlaku umum, mengatur

cara-cara organisasi negara ikut serta dalam lalu lintas

masyarakat!® sSelanjutnya dikatakan bahwa pemerintah suatu

negara modern mempunyai 5 (lima) fungsi pokek;, salah satu

17 Santosa Brotodhardjo, Op. Cit, Hal. 9.

18 pravudi Admosudirdjo, Hukum Administras Negera, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hel 12.

9 phiipus. M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Infroduction to the Tadonesian
Administrative Law), Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1994, Hal 23.
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diantaranya adalah fungsi administrasi negara®® yang

meliputi tugas dan kegiatan-kegiatan :

1. Melaksanakan dan menvelenggarakan kehendak-kehendak
(strategy policy) serta keputusan-keputusan pemerintah
secara nyata.

2. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalnya)
sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan Yang
ditetapkan oieh pemerintah.

Dilihat dari sisi ini, hukum pajak yang termasuk hukum

administrasi itu bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan

ketentuan-ketentuan undang-undang pajak. Administrasi negara
dari sudut ilmu hukum menurut Prayudi Atmosudirdjo mempunyail

3 (tiga) arti, vaitu :**

a. Sebagai aparatur negara yvang dikepalai dan
digerakkan pemerintah.

b. Sebagai fungsi atau aktifitas atau administrasi
dalam arti dinamis atau fungsional;Dalam hal ini
Administrasi negara merupakan kegiatan-kegiatan
aparatur negara. ‘Apabila administrasi bertindak
sebagai fungsi hukum. Maka ia merupakan
penyelenggara negara undang-undang atau pelaksana

ketentuan undang-undang secara Konkrit, kausal,

dan kebanyakan individual;

2 prayudi Atmosudirdjo, Op. Cit, Hal 13.
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c. 8ebagai proses taté kerja penyelenggara atau
sebagal tata usaha. Sebagai fungsi atau aktifitas
ini berarti pengeleclaan, perhitungan dan penarikan
serta penyusunan ikhtisar data informasi tentang
pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan.

Sebagai hukum administrasi yang demikian itu, undang-undang
pajak dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak, termasuk
penerapan sanksi administrasi, berupa kenaikan jumlah pajak
yvang harus dibavar, bunga, denda administrasi. Hal ini
sesual” dengan pendapat Santosa Brotodihardjo yang
menyebutkan bahwa hukuman administrasi diberikan oléh fiskus
sendiri??

Ssanksi pidana merupakan wewenang pengadilan pidana dan
dijatuhkan oleh hakim pidana, bhila hakim mendapatkan
keyakinan bahwa si pelaku benar-benar terbukti telah
melakukan tindak pidana,  sedang sanksi administrasi,
termasuk wewenang administrasi pajak, dan dijatuhkan oleh
Kepala Inspeksi Pajak, sebagai pejabat pelaksana Direktorat
Jenderal Pajak, bila syarat-syarat yang ditentukan oleh
undang-undang dipenuhi. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh
wajib pajak dibidang perpajakan dapat merupakan tindak
pidana dan sekaligus ‘juga merupakan perbuatan dibidang

administrasi, seperti tidak memasukkan surat pemberitahuan,

21 Thig, Hal, 48-49,
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atau memasukkan surat pemberitahuan vang diwajibkan oleh
undang-undang pajak vang data-datanva tidak benar atau
palsu. Untuk masing-masing perbuatan itu dapat dijatuhkan
gsanksi 2%

a. Sanksi pidana untuk tindak pidananya;dan

b. Sanksi administrasi untuk perbuatan tidak mengindahkan

ketentuan administrasi.

Ada 1 (satu) perbuataﬁ dapat dijatuhkan sanksi pidana dan
sanksi administrasi, vyang masing-masing wewenang ada pada
instansi vang berlainan, vang satu dengan vang lain tidak
ada hubungannya secara langsung.

Salah =satw rcontoh perhuatan pelangyaran diperpajakan
vaitu adanva kewajiban wajib pajak untuk memasukkan surat
pemberitahuan. Dalam surat pemberitahuan itu oleh wajib
pajak vang bersangkutan diberitahukan Jjumlah vyang akan
digunakan sebagai dasar untuk pengenaan pajak. Terkadang
jumlah yang harus diberitahukan tidak sesual dengan keadaan
sebenarnva, ada vang disebabkan karena ketidak jujuran wajib
pajak, yang dengan sengaja menyembunyikan beberapa bagian
dari pendapatannya. Tetapi Jjuga dapat disebabkan karena
salah penfsiran, umpama dalam menafsir harga Jjual barang-

barang vang terdapat dalam persediaan, sebab penilaian

22 gartosa Brotodhardjo, Op. Cit, Hal. 113,
B pohimat Rohmat Soemitro, Masalah Peradian Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, Bresco,

Bandung, 1970, Hal. 57.
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persedian barang dagangan ini akan mempengaruhi besar
kecilnya keuntungan vyang diperoleh seseorang“.Bisa terjadi
dalam keadaan ini wajib pajak sudah memasukkan SPT dan sudah
menghitung sendiri pajaknya  yang terhutang, tetapi pajak
(penghasilan) itu tidak dibayar atau kurang dibayar maka
sekiranya cukup dengan surat tagihan, Jika Jjumlah utang
paljak tidak diubah, ditambah dengan bunga 2 %
sebulan.?*penilaian terhadap perbuatan tersebut diatas dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran pidana sehingga dapat
dikenai sanksi pidana maupun pelanggaran administrasi
sehingga dikenai sanksi administrasi.

Menjatuhkan denda administrasi bersamaan dengan
pengenaan pajak vang kurang dibayar tidak tergantung pada
pengenaan sanksi pidana, sehingga dalam hal ini mungkin
terjadi kumulasi sanksi pidana dan sanksi administrasi.
Bahkan sebaliknya bila penghukuman pidana sudah menjadi
pasti (in kracht van gewijsde), 1ini memberikan pengaruh
kepada wewenang Direktur Jenderal Pajak yang sangat positif
yaitu bahwa pemungutan pajak yang kurang dibayar (dengan
ketetapan tagihan susulan} tidak lagi terbatas pada suatu

jangka waktu. Walaupun tenggang waktu vyang ditentukan

M goemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 3, Fresco, Bandung, 1989, Hal. 36.
25 1 ohmat Soemitro, Ases dan Dasar Perpajakan 2, Eresco, Bandung, 1991, Hal. 35,
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undang-undang sudah lewat, masih Juga dapat dikeluarkan
Ketetapan tagihan susulan.?®

Pelanggaran-pelanggaran yvang terjadi dibidang
perpajakan dengan berbagai macam modus operandinya termasuk
salah satu bentuk kejahatan dibidang perekonomian. Hal ini
terlihat dari bentuk perhatian dunia terhadap tindak pidana
ekonomi sudah dimulai pada tahun 1970-1990. Pada kurun waktu
tersebut pusat dunia internasional ditujukan pada masalah-
masalah vyang berhubungan erat dengan masalah pembangunan
(Development) dan masalah kualitas lingkungan hidup (gquality
of life).?? Dinegara-negara berkembang masalah pembangunan
sudah merupakan agenda kebijakan dalém program-program
nasionalnya termasuk negara Indonesia, dah tidak menutup
kemungkinan program-program pembangunan nasioﬁal akan
terhambat ataupun terganggu karena meningkatnya kejahatan
ekonomi {economic Crime) seperti penggelapan, penipuan,
penyelundupuan, penghindaran. pajak, penvalahgunaan bantuan
(milik umum dan negara), korupsi marajalela, penyuapan, dan
penyalahgunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh korporasi
nasicanal dan transnasional. Dan diakui merupakan suatu
kenyataan bahwa ada hubungan vyang sangat erat dan saling

ketergantungan antara tatanan sosial dan tatanan ekonomi

26 Rotimat Soemitro, Ases dan Dasar Perpajakan 1, Refika Aditama, Bendung, 1998, Hal. 181,
77 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alwnni, Bandung, 1992, hal.
148
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secara nasicnal maupun internasional dikemukakan dalamnm
Konggres PRB. ke-7 di Milan pada bulan September 1985 bahwa
sebagal salah satu masalah sosial politik, kejazhatan sebagai
produk secsial disebabkan oleh beraneka ragam faktor dan
diantaranya faktor ekoncomilah yang memegang peranan utama?®
DiIndonesia sendiri pada dasarnya sampai saat ini masih
rawan akan terjadinva berbagai macam kejahatan dibidang
ekonomi khusus dibkidang perpajakan banyak dilakukan oleh
orang pribadi maupun korporasi, baik dengan mamanipulasi
pajak, restitusi pajak, penggelapan pajak vang kesemuanya
tujuan utamanya untuk menghindari pajak. Pelbagai macam
tindak pidana dibidang perpajakan telah mengalami perubahan
dan perkembangan | yaﬁg. sangat pesat seiring dengan
perkembangan dibidagg ilmu pengetahuan, tehneologi, dan
elektronika. Dan dampak dari kejahatan dibidang ini akan
sangat menganggu kelangsungan perekonomian bangsa Kkarena
akan mengancam sedgi pemasuakan atau penerimaan negara.
Apabila diamati berbagai macam peraturan perundang-
undangan dibidang perpajakan sangat cepat mengalami
perubahan. Hal ini sangatlah wajar mengingat peraturan
tersebut diadakan untuk mendukung berlangsungnyan

perekonomian dimasyarakat baik secara nasional maupun

% Thid Hal. 150.




multinasiconal.?® Adanya perubahan sosial ekonomi yang serta
merta diikuti perubahan peraturan pidana perpajakan
menunjukkan bahwa kejahatan dibidang perpajakan memiliki
pengaruh dan dampak negatif bagi masyarakat, amka waJjar
apabilé perhatian ditujukan terhadap penanggulangnannya.
Salah satu upaya penanggulangan ke3jahatan dibidng perpajakan
yang masih sering dipermasalahkan adalah dengan menggunakan
sarana hukum pidana. Hal ini didasari oleh suatu anggapan
bahwa pengenaan pidana terhadap pelaku ini kurang tepat,
mengingat adanva pengeenaan pidana tersebut dalam
perkembangannnya tidak dapat menghilangkan adananya berbagai
macam tindak pidana ditu sendiri.Dengan adanva keberatan
tersebut, maka diusulkan terhadap pelaku tindak pidana
dibidang pajak itu diprioritaskan dikenakan sanksi denda
maupun tindakan administratif. Pengenaan sanksi denda maupun
tindakan administratif ini didasari o¢leh suatu pemahaman
bahwa akibat vyang ditimbulkan‘ dari adanya tindak pidana
dibidang perpajakan édalah adanya kerugian keuangan negara,
sehingga prioritas vang diutamakan adalah bagaimana kerugian
keuangan negara tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.
Suatu perbuatan seperti yang'telah dijelaskan diatas JE

Sahetapy berpendapat :

® Andi Hamzab, Hikum Pidana Ekonom, Penerbit Airlangga, Takarta Pusat, 1983, Hal. 25,
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Kalau kita berpendirian bahwa fungsi atau tujuan pidana
dalam hukum pidana fiskal casu Puo UUP 2000 berbedz d;ripada
tujuan atau fungsi pidana dalam hukum pidéna umum, maka
seyogyanva jika sudah dikenakan sanksi administrasi,
selayaknya hanya dijatuhkan atau pidana kurungan atau pidana

denda saja.3°

Penerapan sanksi pidana tidak oleh Direktorat Jendral
Pajak sendiri, sebagaimana sanksi administrasi. Tetapi ia
tunduk pada ketentuan-ketentuan pidaﬁa yvang lebih luas,
salah satunya ialah ketentuan dalam pasal 103 KUHP.Dengan
adanya pasal 103 KUHP tersebut, maka wuntuk ketentuan-
ketentuan perundang-undangan pidana diluar KUHP mempunyai
fungsi sebagai pasal Jembatan, dimana untuk perundang-
undangan pidana diluar KUHP yang belum mengatur tentang hal
tertentu, maka untuk memberlakukan pasal-pasal dalamn buku I
Bab I sampai dengan Ban VIII ini hisa dilakukan dengan
landasan pasal 103 ERUHP. Dengan demigian setiap aturan
pidana diluar KUHP vyang tidak atau belum mengatur hal-hal
Tertentu, maka harus kembali kepada ketentuan  umum
kodifikasi tersebut.

Apabila dilihat dari zudut kebijakan hukum pidana atau

politik hukum pidana didalam mengatasi kejahatan dibidang

30 1R Sahetapy, Masaleh sanksi pidana dalam Undang-Undang Pajak 1983, Tin Pengkajian Hukum
Fkonomi Pembangunan BPEIN Departemen K ehakiman bekerja sama dengan MAS Ingtitute (Seminar),
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perpajakan, maka hal ini merupakan bagian politik penegakan
hukum. Sifat pidana sebagai wiltimum remidium {(obat yang
terakhir) menghendaki apabila tidak perlu sekali hendaknya
Jangan menggunakan pidana sebagal sarana. Maka peraturan
pidana vang mengancém pidana terhadap sesuatu perbuatan
hendaknya  dicabut, apabila tidak ada manfaatnya.®!
Pernyataan dari Sudarto bila dikaitkan dengan undang-undang
perpajakan, maka upaya atau sarana lain yang dapat digunakan
sebelum menggunakan hukum pidana adalah sarana hukum
administrasi atau sanksi’ admiﬁitrasi dengan pendekatan
berbagai mécam kebijakan, seperti halnya kebijakan dalam
perkembangan perekonomian saat ini.

Bila diperhatikan perkembangan kondisi riil éaat ini
minimal ada 3 {tiga) indikator penting yang harus dicermati,
vaitu : (1) turbulansi perekonomian atau perdagangan vang
begitu cepat dengan frekuensi vyang tigggi,apalagi dalam
menyambut era pasar bebas seperti AFTA (Asean Free Trade
Area) , suatu pertanda akan ada persaingan usaha antara
usaha nasional dengan usaha multinasional, dan diharapkan
pemerintah dengan segala kebijakannya dapat mendukung usaha
nasional dalam berkompetisi.(2) adanya perubahan paradigma
dalam melaksanakan pembangunan nasional peran serta

masyarakat akan lebih diutamakan dan oleh karenanya

Hotel Borobudr Intercontinental, Takarta 17-18 Juli 1984
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pemerintah hanya akan mengambil posisi sebagai fasilitator
sehingga dapat dihasilkan suatu hasil vyang market based
competitiveness; (3) Adanya GSocial Behavior Shift, sebagai

contoh perilaku sosial masyarakat dalam melaksanakan

- kewajiban perpajakan, dimana voluntary compliance vang

diharapkan belum tercapai sehingga pemerintah harus mampu
menciptakan kebijakan yang dapat mendukung situasi kondusif
bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.3?
Pertimbangan terhadap ketiga hal diatas dapat dijadikan arah
kebijakan dalam perpajakan dalam proses pembaharuan hukum
pajak s=ecara keseluruhan, namun begitu pembangunan ataupun
pemabaharuan hukum <yang direncanakan tidak +terbatas pada
perencanaan perundang-undangan (Law-Drafting-maicing) ,
melainkan pula dalam bidang penegakan hukum { Law-
enforcement), bidang ©peradilan, bidang pemasyarakatan,
pendidikan hukum khususnya pada mereka yang kurang mampu,
dan penyuluhan hukum, mempunyai cangkupan vang lebkih luas
daripada hukum dalam peraturan‘perundang—undangan belaka dan
akhirnya ia berpuncak pada kepatuhan kita pada negara hukum

yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila®’

31 qyydarto, Hukwmn den Hukum Pidans, Alumni, Bandung, 1986, Hal, 25.
32 Catgtan Pajak, Cheizi Wasucha, Jumal Kipas, Volum 2, Nomor 14 Nopember 1999, Hal. Iv.
3 Oemar Seno Adjl, Hukum Pidana Pengembangan, Briangga, Jakarta, 1985, Hal. 5.
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Pengértian kebijakan atau politik hukum pidana menurut
Prof. Sudarte adalah :%*

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik
sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

b. Kekijakan .dari negara melalui badan—-badan vang
berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan vyang
dikehendaki vyang diperkirakan bisa digunakan- untuk
mengekspresikan apa vang terkandung dalam masyarakat
dan untuk mencapai apa yvang dicita-citakan.

Kebijakan vang diambil negara ini merupakan salah satu alat
untuk mempengaruhi masyvarakat dalam berhubungan
bernegara%Upaya kriminalisasi vang merupakan bagian dari
politik hukum®®sebagai bagian dari pelitik kriminal yakni
usaha vang rasiconil dari masyarakat untuk menanggulangi
kejahatan“Kebijakan atau upava penanggulangan kejahatan
pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya
perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai
kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dan tujuan utama dari
politik kriminal adalah perlindungan masvarakat untuk
mencapai kesejahteraan.GP Hoefnagels menyatakan bahwa upaya

penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:?®

¥ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, Hal. 27

35 R oeglan Sateh, Beberspa Asas Hukum Pidana delam Perspeltif, Aksara Beru, Jakarta, 1981, Hal 11,
3 goedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal, 20.

37 \Mudadi dan Barda Nawawi Asizf, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alummi, Bandung, Hal 2.

38 parda Wawawi Arief, Op.Cit, 1996, Hal, 48-49.
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a.Penérapan hukum pidana . (Criminal Law
Aplication):;
b. Pencegahan tanpé pidana (prevention without
punishment) ;
¢. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai
kejahatan dan pemidanaan Jlewat media massa
(influencing views of society on crime and
punishment /mass media).
Dengan demikian upava penanggulangan kejahatan secara garis
besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum
pidana) dan lewat jalur non-penal. Dalam pembagian GP
Hoefnagels di atas upaya Yang disebut dalam butir b dan ¢
dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal. Baik
pendekatan penal maupun non-penal merupakan suatu konsepsi
kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral, Yang
mengandung konsekwensi bahwa segala usaha yang rasional

untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan

vang terpadu. Konsepsi pemikiran dan kebijakan yang integral

ini pulalah yang melandasi pembahasan masalah Crime and
development vyang menjadi tema sentral dari konggres PBB ke
empat tahun 1970 mengenai Prevention of Crime and The
Treatment of Offenders. 0Oleh karena itu wajar pulalah
apabila didalam salah satu laporénnya mengenai masalah

Social Defence policies in relation to development, antara
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lain dinyatakan “setiap dichotomy anatara kebijakan negara
untuk perlindungan masyarakat dan perencanaannya untuk
pembangunan nasioanal merupakan sesuatu yang tidak sesuai
menurut definisinya.>?

Penggunaan hukum pidana dalam mempengaruhi hubungan-
hubungan kemasyarakatan terlihat dengan dilaksaﬁakannya
undang-undang. Pemerintah dapat memaksakan terlaksananya
kebijakan-kebijakan vyang diterapkan. Keterlibatan hukum
pidana dapat bersifat komplementer terhadap bidang hukum
lain misalinvya hukum administrasi. Dalam hal semacam ini,
kedudukan hukum pidana bersifat menunjang penegakan. norma
vang berada dibidang hukum lain, misalnya dalam pengaturan
masalah perpajakan. Bahkan dalam hal-hak tertentu peranannya
diharapkan lebih fungsional, daripada bersifat subsidiair,
mengingat situasi perekonomiaan yang kurang menguntungkan. °
Sehingga dalam undang-undang perpajakan sendiri ada suatu
perbuatan vang melanggar dibidang perpajakan hanya dapat
dijatuhi sanksi administrasi, ada yang dijatuhi sanksi
administrasi dan sanksi pidana, dan ada pelanggaran yang

dikenai sanksi pidana saja.Dilihat dari sudut politik

3° Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang , 1996, Hal 32,
“° Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru

Besar dalam Mata Pelajaran Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 24
Pebruari 1990, Hal. 7.
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kriminal, kebijakar hukum pidana dalam perpajakan sedikit

banyak lebih bersifat preventif.

Perundang-undangan perpajakan dengan jelas menyebutkan

perbuatan pidana dibidang perpajakan dengan istilah “Tindak

Pidana Perpajakan”

Tindak pidana itu meliputi

L4

a. Tindak Pidana Surat Pemberitahuan (SPT);

b. Tindak Pidana NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak):

c. Tindak Pidana Pembukuan;

d. Tindak Pidana tidak Menyetorkan Pajak vang
telah dipotong atau dipungut:;

e. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia.

Tindak Pidana dibidang Perpajakan atau dalam peristilah lain

disebut tindak Pidana Fiskal yakni :%?

=3

e.

f.

perbuatan yang dilakukan oleh orang atau oleh badan

melalui orang;

. yang memenuhi perumusan undang-undang;
. vang oleh undang-undang diancam dengan pidana;

. yang melawan atau bertentangan dengan hukum;

yang merugikan masyarakat/orang;

yang dilakukan dibidang perpajakan.

Memang dalam berbagai perundang-undangannya selama ini

mempunyai kesan seolah-olah dalam menanggulangi kejahatan

* Bambang Waluyo, Tindak Pidana Perpajakan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, Hal. 95.
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hukum pidana dijadikan satu~satunya sarana mengingat efek
prevensil generalnya, demikian pula dalam bidang perpajakan
sejak dilakukannya Tax Reform I maupun II Jjarang sekali
terjadi pelanggaran dibidang perpajakan. Ada 2 {dua)
kemungkinan yang menyebabkan demikian

1. kemampuan hukum pidana dengan menerapkan sanksi

yang tinggi:;
2. kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membayar

pajak.

H. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan

Metode vyvang digunakan dalam penelitian 1ini adalah
penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan ini penelitian
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data
sekunder khususnya untuk menjawab permasalahan dengan
mengkaitkan konsepsi-konsepsi yang ada baik dalam hukum
posistif maupun teori-teori hukum yang relevan. Penelitian
hukum normatif lebih cocok dipergunakan dalam penelitian
hukum pada umumnya, hal ini disebabkan karena ciri khas yang
melekat dalam ilmu hukum yang sifatnya normatif!® Pendekatan

yuridis normatif dalam penelitian ini meliputi antara lain:

*2 Rohmat Sumitro, Op. Cit, Hal. 58.
% Philipus.M Hadjon, Pengkajian Iimu Hukum, Makalah disajikan pada Penataran Penefitian Hukum
Normatif, Universitas Airlangga Surabaya, Tanggal 11-12 Juni 1997, Hal. 1.
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{l) penelitian inventarisasi hukum positif yang berkaitan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan:(2) penelitian
tentang azas—azas hukum; (3) penelitian terhadap taraf
sinkronisasi vertikal dan horizontal® Dengan pendekatan
yuridis normatif ini untuk mengetahui sejauh mana kebijakan
hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan dibidang
pajak ( Undang-undang No.6 tahun 1983, terakhir diperbaharui
dengan Undang-unang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dalam menanggulangil
pelanggaran dibidang perpajakan vang disesuaikan dengan arah
kebijakan fiskal saat ini vyaitu pajak sebagai salah satu

sumber penerimaan negara

2. Lokasi Penelitian

Untuk melengkapi data-data vyang dipercoleh dari studi
pustaka, maka penulis mengambil data sekunder di Direktorat
Jendral Perpajakan Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman di
Jakarta, DPR Jakarta, Kejaksaan Agung Jakarta, dan instansi

terkait.

“ Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatau Tinjanan Singkat, Rajawali
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3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data vyang dipergunakan dalam penelitian adalah
data primer dan datg sekunder. Data primer merupakan data
yvang diperoleh secara langsung dilapangan, sedangkan data
sekunder dikumpulkan dari sumber kedua vang berupa
peraturan—-peraturan atau dokumen lainnya yang semuanyva dapat
mendukung kelengkapan data primer. Mengingat penelitian ini
adalah penelitian yuridis-normatif, maka yang menjadi sumber
datanya adalah data sekunder. Data sekunder dikidang hukum
dalam penelitian ini meliputi

a. bahan hukum primer;

Bahan-bahan hukum primer ini m911nnti : Norma-norma
Fancasiia, UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan perundangan
dibidang perpajakan ({ UU No. 6 tahun 1983 diperbaharui
dengan UU No.9 tahun 19954 terakhir dengan UU No. 1& tahun
2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; UU No.
7 tahun 1983 diperbaharui dengan UU No.7 tahun 1991
diperbaharui dengan UU No.10 tahun 1994 terakhir dengan UU
No.17 tahun 2000; UU No.8 tahun 1983 diperbaharui dengan UU
11 tahun 1994 terakhir dengan UU KNo.18 tahun 2000 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

Atas Barang Mewah; UU No. 19 tahun 1997 diperbaharui dengan

Press, Jakarta, 1985, Hal 13.
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UU No. 18 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa), dan keputusan Pengadilan.
b. bahan hukum sekunder;

Bahan hukum sekunder ini berupa bahan-bkahan yang sangat
erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat
membantu menganalisa bahan hukum primer; antara lain;
Rancangan pembahasan undang-undang, hasil penelitian, karya
ilmiah para sarjana, dan sebagainva vang ada Kketerkaitan
dengan tindak pidana dibkidang perpajakan sebagaimana

dimaksud dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder baik vyang menyangkut bahan hukum primer,
gekunder, dan tersier dipercleh dari hkahan pustaka, dengan
memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi. Data
tersebut disusun gsecara Ssistematis sehingga diperocleh
gambaran yang relatif lengkap dan klasifikasi secara
kualitatif.‘sl dengan membuat Kategori-kategori  tertentu
sesual dengan permasalahan yang diajukan. Untuk memperoleh

data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi

5

kepustakaan‘ﬂ yvaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari

puku-buku sebagai acuan pendukung tecri-teori, tulisan-

45 1 exy.J, Mioleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosda Karya, Bandung, 2000, Hal. 2.
46 R onny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hikum dan Jurimetr, Ghelia Indonesia, Jakerta, 1994,
Hat 11,




tulisan ilmiah baik vang sudah dijurnalkan atau dalam bentuk
stensilan, karya ilmiah lain, maupun bérbagai peraturan-

peraturan perundangan yang relevan dengan materi penelitian.

5. Tehnik Analisis Data

getelah data terkumpul dengan lengkap, maka tahap
berikutnya adalah tahap analisis data. Tahap analisis ini,
data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga berhasil
menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab
perscalan—persoalan atau masalah vang diajukan oleh
peneliti. |

Mengingat data vyang diperoleh daiam penelitian ini
bersifat - kualitatif {(beraneka ragam dan tidak dapat
diklasifikasikan), maka dipergunakan analisis kualitatif.
Analisis data kualitatif merupakan suatu tata cara
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu
apa vang dinyatakan responden'secara tertulis atau lesan dan
Jjuga perilaku nyata, yahg diteliti dan dipelajari sebagail
sesuatu yang utuh®’

proses analisis kualitatif dalam penelitian ini secara
urut dapat dijelaskan yaitu terhadap data yang sudah
terkumpul diseleksi, setelah itu data disusun dan disajikan,

kemudian diadakan pembahasan, selanjutnya ditarik

4 Sosjono Soekarto, Pengantar Peneftian Hukum, UI Press, J akarta, Cefakan T

38




kesimpulan. Bila dalam tahap pengumpulan data terdapat data
vang tidak diperlukan, maka data direduksi atau dikurangi.
Pada tahap penyusunan/penyajian serta pembahasan data,
apabila data dianggap kurang lengkap, maka dilakukan
pengumpulan data lagi. Hal ini dilakukan terus sampadi
penarikan kesimpulan final.

Pada dasarnya analisis tersebut di atas merupakan
pengempangan  Kompoenen  bentuk  analisis interaktif vang
diterapkan dalam suatu penelitian kualitatif, vaitu terbagi
dalam tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian

data, pembahasan data dan penarikan kesimpulan.®

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi atas 4
{empat) bab , dimana pada Bab Kedua vang merupakan Tinjauan
Pustaka akan diuraikan mendenai :Kebijakan Hukum Pidana,
Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , serta Tindak Pidana
dibidang Perpajakan. Sebagail bagian inti dari tesis ini,
maka dalam Bab Ketiga merupakan hasil penelitian dan
pembahasan mengenai : Kebijakan Penerapan Hukum Pidana
salama iﬁi dalam .menanggulangi Tindak Pidana dibidang
Perpajakan dan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam

Perundang-undangan yang akan datang dalam upaya

48 Sopapish Paisal, Formet-Format Penelitian Sosiel, Rejewali Press, Jokarta, 1995, Hal. 270
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menanggulangi kejahatan dibidang perpajakan. Sedangkan

bagian terakhir dari tesis 1ini adalah Bab Keempat

merupakan Bab Penutup berisi Kesimpulan dan Saran.
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BAR II

TIHJAUAN PUSTAKA

A. KEBRBIJAKAN HUKUM PIDANA (Pemal Policy};
a. Pengertian daﬁ Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana;

Istilah kebijakan diambil dari  beberapa istilah
“policy” ({Inggris) atau “politiek”(Belanda). Bertolak dari
ke dua istilah asing itu maka istilah Kebijakan Hukum Pidana
dapat pula disebut dengan istilah Politik Hukum Pidana.
Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini
sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain ‘penal
policy”, “criminal Law policy” atau “strafrechtspolitiek”.‘9
Menurut Mare¢ Ancel, “penal policy” merupakan salah satu
komponen “modern criminal science” disaméing'“criminology”
dan “Criminal Law”. Dijelaskan bahwa “penal policy” adalah
suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai
tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum posistif
dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak
hanya kepada .pembuat undang-undang, tetapi Juga kepada
pengadilan yang menerapkan undang-undang dan Jjuga kepada
para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.®°

Dari apa yvang telah diuraikan diatas dapat dikatakan

bahwa kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang
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perlu mendapat perhatian selain kriminologi. Hal ini
disebabkan karena untuk dapat menerapkan aturan-aturan
pidana secara tepat para petugas hukum tidak cukup hanya
mempelajari ilmu hukum pidana, vyang hanya melihat segi
aturan-aturan hukumnya saja dari suatu kejahatan, akan
tetapi Juga harus memahami gejala;géjala dari kehidupan
manusia yvang terletak dibelakang abstraksi-abstraksi
yuridis, dan hal terakhir ini dapat diberikan oleh
kriminologi ."*

Untuk lebih mengetahui secara mendalam pengertian
kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari
politik hukum maupun dari‘politik kriminal. Menurut Sudarto,
“politik Hukum” adalah

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan vang baik
sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.®?

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yéng
berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan vang
dikehendaki vang diperkirakan bisa digunakan untuk
mengekspresikan apa vyang terkandung dalam masyarakat

dan untuk mencapai apa yvang dicita-citakan.®

b Banda Nawawi Arief, Busga Rampal... ..., Op. Cit, Hal 27.

Baxda Nawawi Arief, Kebijaken Htﬂ-um Pﬁma (Pena! Policy), FH Undp, Semarang, Hal 1

3! Sudarto, Hukum Pidana I, Cétkedua, Semarang, yayasan Sudarto, FH UNDIP, 1990, Hal. 15,
52 ., Sudarto, Hkum dan Hiikum Pidens, Op.CE. Hal. 155,

*3 sudarto, Hirkum Pidana dan Perkembangen Masyarakat, Op.Cit, Hd, 20
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Berdasarkan pengertian ini | Sudarto selanjutnya
menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti
mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan
pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan
dan dayaguna® Dalam kesempatan lain keliau menyatakan bahwa
melaksanakan “politik  hukum pidana”  berarti, “usaha
mewuijudkan peraturan perundang-undangan pidana vang seusia
dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-
masa yang akan datang®®

Apabila dibandingkan definisi Sudarto mengenai Politik
Hukum Pidana dengan definisi Marc Ancel mengenai “Penal
Policy” sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Jjelas ada
bentuk kesaméannya, karena peraturan hukum poéitif dalam
definisi Marc Ancel pada hakekatnya sama dengan peraturan
perundang-undangan hukum pidana dalam definisi Sudarto, maka
“Penal Policy” menurut Marc Ancel sama dengan kebijakan atau
politik hukum pidana seperti yangd dimaksud oleh Sudarto.

Menurut A&. Mulder “Strafrechtspolitiek” ialah garis

kebijakan untuk menentukan:®®

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku

perlu diubkah atau diperbaharui;

54 sudarto, Hukum dan Fukum Pidana, Op.Cit, Hal 161
5% Sudarto, Hulim Pidena dan Perkerntengan Masyereket, Op.Cit, 3143, Hul. 53 dan Hal. 109,
¢ Rarda Wawawi Arisf, Burga Rampal....... ,Op. Cit. 1996, Hal. 28,
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b. Apa vyang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinva
tindak pidana:
¢. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan
pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
Dari definisi tersebut dapat dikatakan usaha dan kebijakan
untuk membuaf peraturan hukum pidana vang baik pada
hakekagnya tidak dapat ailepaskan dari tujuan penanggulangan
kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana 3juga
merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan
lain, dilihat -dari sudut politik kriminal, maka peolitik
hukum pidana identik dengan pengertian kebkijakan
penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Dengan
demikian dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana
dapat mencakup ru;ng lingkup kebijakan dibidang hukum pidana
material, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukunm
pelaksanaan pidana. Tulisan ini lebih menitik beratkan pada

kebijakan di bidang hukum pidana material.®’

b. Hubungan Antara Kebijakan Hukum Pidana dengan Kebijakan
Kriminal dan Kebijakan Sosial;
Menurut Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai

kebijakan kriminal, yaitu :5°

37 Tbid, Hal, 29-30.
38 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alomni, Bandung, 1986, 113-114
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a.dalam arti sempit ialah keseluruhan azas dan metode
vang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran
hukum yang berupa pidana;
b.dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari
aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja
dari pengadilan dan polisi;
c. dalam arti paling luas ({vang bkeliau ambil dari Jorgen
Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan vyang dilakukan
melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang
bertujuan untuk menegakkan norma-ncrma sentral dari
masyarakat.
Sedangkan Marc Ancel mendefinisikan “criminal policy”
sebagai “the rational organization of the control of crime
by society” 5°dan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa
“eriminal Policy is the rational organization of the social
reaction to crime”®sudarte sendiri dalam suatu kesempatan
mendefinisikan secara singkat politik kriminal merupakan
usaha yang rasional darli masyarakat dalam maenanggulangi
kejahatan®

Berdasarkan uraian diatas, Barda Nawawi Arief
menjelaskan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan

kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau

3% Marc Ancel, Sodal Defence. A Modern approach to criminal problems. Routledge & Peul Kegan,
Londono, 1965, Hal. 209,
€0 peter Hoefhagels, The Other Side of Criminology Kluwer Deventer, Holland, 1973, Hal.57.
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langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini
berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana
untuk menanggulangi kejahatan harus benar—-benar telah
memperhitungkan senua faktor yvang dapat mendukung
berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam
kenyataannya. Jadi diperlukan pendekatan vang fungsional dan
inipun merupakan pendekatan vang melekat pada setiap
kebijakan yvang rasional.®?

Kebijakan atau upaya penanggulangén kejahatan pada
hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan
masyvarakat {social defence) dan upaya mecapai kesejahteraan
masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal
ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat {Social wWelfare), kebahagian warga masyarakat
{(happiness of the citizens), kehidupan cultural vang sehat
dan menyvegarkan {a wholesome and cultura; living), untuk
mencapai keseimbangan (eguality}. Dengan demikian politik
kriminal vang merupakan bagian dari perencanaan perliindungan
masyarakat, merupakan baglan pula dari keseiuruhan kebijakan
sosial.® sehubunaan dengan konsep pemikiran yany demikian,

maka Sudarto pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana

¢! Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Op. Cit, Hal 158.
%2 Barda Wawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidena (Penal Policy), Op. Cit,Hal 16,
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hendak dilibatkan aalam usaha mengatasi segi negatif dari
perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam
hubungan keseluruhan peolitik kriminal atau “social defence
planning”. Dikemukakan pula selanjutnya bahwa “social
defence planning” inipun harus merupakan bagian .integral
dari rencana pembangunan nasional.%!

Untuk memperjelas keterkaitan hubungan ini dalam skema
dibawah Jjuga menunjukkan bahwa poiitik kriminal (“crimiral
Policy)” adalah usaha vyang rasional untuk menanggulangi
kejahatan. Politik kriminal merupakan bagian dari politik
penegakan hukum dalam arti luas (law erforcement policy).
Semuanya merupakah bagian dari politik sosial “(social
policy)”, vyakni usaha dari masyarakat atau negara untuk
meningkatkan kesejahteraan warganya.®

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan
diintegrasikan dengan keselﬁruhan kebijakan sosial dan
perencanaan pembangunan (nasional) terungkap dalam
pernyataan Sudarteo, beliau pernah mengemukakan bahwa apabila
hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-
seqgi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi
(antara lain penanggulangan KkeJahatan) maka hendaknya

dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau

63 Barda Wawawi Adef, Kebijakan Legislatif Daem Penanggulangan K ¢jahatan dengan Pidana Penjara,
Badan Penerbit Universitas Dioponegoro, Semarang, 1996, Hal 32,
6 Sudarto, Hukum dsn Fiikum Pidana, Op. Cit, Hel 104.
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“social defence planning” dan inipun harus merupakan bagian
integral dari rencana pembangunan nasional.®®

Dengan demikian dilihat dari_sudut politik kriminal masalah
strategis yang harus segera ditanggulangi édalah menangani
masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara
langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan atau
menumbuh suburkan kejahatan, Oleh karena itu suatu kebijakan
kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan
seluruh kegiatan preventif yang non-penal ke dalam suatu
system kegiatan negara yang teratur dan terpadu.®’

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik
kriminal pada hakekatnya juga merupgkan bagian integral dari
politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai
kesejahteraan sosial). Secara skemgtié hubungan itu dapat

digambarkan sebagai berikut

Social Welfare Policy
Social Policy Tujuan
Social Defence Policy
Penal
Criminal  Policy
Non-Penal

6 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, Hal.1.
% Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit. Hal. 104.
¢ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, Hal.159.
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B( KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN.
a. Dimensi dan Perkembangan Kejahatan

Menurut tata bahasa, istilah kejahatan vyang dalam
bahasa Inggris disebut dengan “Crime”, berarti perbuatan
atau tindakan vyvang 3jahat, dan karena itu setiap perbuatan
jahat terkandung didalamnya unsur merugikan dan unsur
menjengkelkan.®sedang menurut Saparinah sSadli, kejahatan
atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari
perilaku menyimpang yand selalu ada dan melekat pada tiap
bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi
dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan salah satu
ancaman nyata terhadap norma-norma scsial  yang mendasari
kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan
ketegangan individual maupun ketegangan—-ketegangan sosial,
dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi
berlangsungnya ketertiban sosial.® D.Simandjutak dan Chidir
ali menyatakan kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial
yvang dapat menimbqlkan kegoncangan dalam masyarakat karena
merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat
menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, bkisa dikatakan

pula kejahatan itu. merupakan bagian perbuatan yvang

%8 Soedjono, D., Dokirin-Dokirin Kriminokgi, Bandung, 1983, Hel. 3,
% Saperinah Sadti, 1976, Persepsi Sosial Mengenal Perilaku Menyimpang, Jakarts Bulan Bintang, Hal. 25.
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bertentangan dengan kesusilaan.’® Dengan demikian kejahatan
disamping merupakan masalah kemanusiaan ia juga merupakan
masalah sosial’, atau bisa dikatakan bahwa kejahatan dapat
berdampék pada ketegangan individual maupun ketegangan-
ketegangan social dan merupakan ancaman riil atau potensial
bagi berlangsungnya ketertiban sosial??

Kejahatan disamping sebagai suatu permasalahan sosial
bisa dikatakan sebagal perilaku penyimpangan ;Maupun
kemanusiaan merupakan suatu fenomena yang akan selalu
mendapat perhatian -masyarakat dan dunia secara terus
menerus. Sebagai masalah sosial yvang paling tua (the oldest
social problems), demikian salah satu isi pidato pengukuhan
Guru Resar JE Sahetapy’®, Kejahatan akan selalu berkembang
demikian pula upaya-upaya penanggulangannya sulit untuk
memushahkan sama sekali dari peradaban manusia.M.
Reksodiputro dalam hal ini menyatakan : 7
».....bahwa ‘kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam
setiap masyarakat yvang bercirikan heteroginitas dan

perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dimusnahkan

habis.”

™ Simandjuizk dan Chidir Ali, Cakrawdla Baru Kriminolog, Tarsito, Bandung, 1980, Hal 11

71 1 jhat Mare Ancel, 1965 dalam bukunya Social Defence A Modem Approach to Criminal Problems.
London * Rout Ledge & Kegan Paul, Pg. 99 yang menyebutnya “ a human and social problems®,

72 Saparinah Sadli, 1976. Op. Cit. Hal. 25-26.

73 1R Sahetapy, Pidato Pengukuhan Guru Besar berjudul Pisau Analisa Kriminolog), Ammico, Bandung,
1983, Hal 8.
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Kejahatan sebagai masalah sosial nampaknya tidak hanva
merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu {(Nasional),
tetapi menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masvarakat
di dunia, atau sebagai suatu fenomena yang universal ( a
universal phenomenon). Konggres PBB ke-7 menyebut “as a
major problems of national and international dimensions”.?
Dikatakan sebagai masalah internasional, dengan demikian
tidak hanya karena jumlahnya vang telah meningkat, tetapi
juga karena kualitasnya dipandang lebih serius dibandingkan
masa-masa vang lalu. Hal ini terlihat dalam salah satu
pertimbangan Deklarasi Konggres PRB [Ke-4 tentang The
Prevention of Crime and Treatment of oOffenders dengan
dinyatakan :7°
“Believing that the problem of crime in many countries in
its new dimensions is far more serious that at any other
time in the long history of these Congresses.”

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan
dikebanyakan negara ditegaskan lagi dalam Konggres PBB ke-5

dengan dinyatakan :''

™ Merdjono Reksodipuiro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Kriminologi UL, Jakarts,
1994, Hal2-3. -

5 Muiadi, Kerja sama Internasional Dalam Pencegahan Kejahatan dan Peradilen Pidana, Penataran Hukum
Pidana dan Kriminologi, 1993, Hal, 1. '

76 Rowth T Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders, New York : pg 7.

" Mudadi, Peradilan Pidana Indonesia dan Relevansitya degan Instrumen-Instrumen Internesional,
Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1993, Hal. 2.
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“The criminal statistics of a great many countries showed a
quantitative increase and gqualitative worsening of crime.”
Kewaspadaan dﬁnia terhadap 'perkémbangan kejahatan dengan
segala akibatnya itu terlihat dalam pembicaraan di Konggres
PBB ke-5 tentang beberapa perubahan dari bentuk dan dimensi
kelahatan yang perlu diwaspadai ialah mengenai :7® |
“Kejahatan dibidang bisnis vyang pada umumnya dilakukan
secara organisir oleh mereha vang memiliki kedudukan social
vang tinggi, dan korupsi”;

Di Indonesia sendiri menurut Koesparnomo Irsan bahwa
meningkatnya laju pembangunan pada dewasa ini selain telah
berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternvyata
telah pula berakibat sampingan yang negatif, yaitu tumbuhnya
masalah-maslah social baru yang pada akhirnya dapat menjurus
kepada bentuk-bentuk gangguan kamtibmas dan Kkriminalitas.
Masyarakat vang semakin maju dan sejahtera sebagai hasil
dari pembangunan disertai dengan Kkemudahan-kemudahan vyang
semakin. luas sebagai akibat dari pefkembangan ilmu
pengetahuan dan tehnologi yang semakin meningkat,
permasalahan-permasalahan dibidang kamtibmaspun mempunyai

peluang untuk berkembang semakin kompleks‘pula.79

78 Pifth UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders, New York :;pg 2-4.

® Koesparmono Isan, Kejahatan Dimensi Baru dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia, Semiar
tentang Magalah-Magalah Mendasar Dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia, Jakerta, 1993, Hal.
1.
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Kriminalitas yvang merupakan pelanggaran terhadap
aturan-aturan pidana diluar KUHP pada umumnya berkaitan
dengan praktek kehidupan ekonomi dan bisnis. Seperti
pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Ekonomi, tentang nerk,
tentang hak cipta, tentang industri dan éegala produknya,
tentang paten ,tentang wajib daftar perusahaan, tentang
perbankan, tentang pengelolaan lingkungan hidup, tentang
ketenagakerjaan, tentang perpajakan, dan lain sebagainya.
Beberapa perubahan dari bentuk dan dimensi kejahatan ialah
mengenai :%°
a. Crime as business yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan

mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam
bidang usaha (kisnis) atau industri, wvang pada umumnya
dilakukan secara terorganisasi .dan dilakukan oleh
mereka vyang mempunyai kedudukan terpandang didalam
masyarakat; termasuk dalam kejahatan ini antara lain
yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan,
perlindungan konsumen, dan dalam - bidang perbankan,
disamping kejahatan-kejahatan lainnva vyang kiasa
.dikenal dengan organized crime; white collar Crime dan

korupsi;

80 Barda Wawawi Arief, Bunga Rampai... ..., Op.Cit, Hal. 12-13
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b. Tindak pidana vyang berhubungan dengan hasil-hasil
pekerjaan seni dan kekayaan budaya, objek-objek budavya

atau warisan budaya;

b. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana
Penggunaan upaya hukum dalam menanggulangi kejahatan,
termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk
mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang: kebijakan
penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk
mencapal kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maké
kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang
kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah
yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum
pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada
kemutlakan dalam kebijakan, kerana pada hakekatnya dalam
masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan
penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif®'Tni
berarti dilihat dari sudut politik kriminal, pokeok
persoalannya tidak terletak pada masalah pro atau kontra
terhadap penggunaan sanksi pidana tetapi vang penting ialah

garis~garis Kkebijakan atau pendekatan bagaimanakah vang

81 Sudarto, Hakum dan Hukum Pidana, Op. Cit, Hal 161.
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seyogyanya ditempuh dalam nmenggunakan sanksi pidana itu.®
Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tindak
kriminal merupakan gejala sosial pateolegik, vang perlu
ditanggulangi secara serius dan rasional sepertl  geJala-
gejala ‘sosial budaya lainnva. 'Meningkatnya kriminalitas
dapat menggonggn kebijakan perencanaan resejahteraan
masyarakat yang ingin dicapai atau dengan istilah ekelogi
dapat dikatakan meningkatnya kriminalitas dapat mencemarkan
lingkungan hidup yang sehat dan bermakna yang justru menjadi
tujuan pembangunan nasional. ~0Oleh karena itu kebiijakan
perehcanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial harus
pula dibarengi dengan kebijakan perencanaan perlindungan
sosial, malahan sebenarnya didalam menetapkan kebijakan
sosial yaitu usaha-usaha yang rasional untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, didalamnya harus sudah tercakup
juga kebijakan mengenai perencanaan perlindungan masyarakat
(Social Defence Planning)®

Bertolak dari konsep pemikiran dan kebijakan vang
integral itu, maka ada 2 (dua) hal yvang perlu diperhatikan

dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan

hukum {sanksi) pidana, yaitu :%*

82 parda Nawawi Arief, Kebijekan Legisletif......... , Op. Cit, Hd. 29.
&3 hid, Hal. 31. Tbid, Hal. 33,
8 Thid, Hal. 33, baca pula Bahan Ceramah Dilet Apereiur Penegak Fitkum, Depkumdarg, diPusdikla

Cirere, Jakarta, 28 Januari 2000 oleh Barda Wawawi Arief
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a) Perlu ada pendekatan integral antara kebijaksanaan
penal dan non-penal;
b) Perlu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam

penggunaan sanksi pidana.

Ada) Perlu ada pendekatan integral antara kebijaksanaan
penal dan non-penal;

Seperti talah dijelaskan dalam skema GP. Hoefnagels®

Criminal Policy

Influencing view of Crim.Law application Prevention
society on Crime and (practical Criminology) Withant
Punishment (Mass
media )

L}

1L
Tt

adm.of.crim.justice tsoc.policy

in narrow sense: Lcommunity plan
-crim.legislation ning mental

-crim.jurisprudence health

It

~crim.process in rnat . mental

wide sense health soc.
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-sentencing work child

rforensic psychiatry welfare
and psychology

-forensic social work =administrati

ccrime, sentence execu ve&gcivil law

tion and policy statistic

bari skema diatas menurut GP. Hoefnagels upava
penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan
a) Penerapan hukum pidana (criminal law application):
b) Pencegahan tanpa pidana {prevention without
punishment), dan
c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan
dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of
society on crime and punishment/mass media}.
Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis
besar dapat dibagi dua, vyaitu lewat Jalur penal {hukum
pidana) dan lewat Jalur “non—penal” {(diluar hukum pidana).
Dalam pembagian GP Hoefnagels diatas, upaya-upayva Yyang
disebut dalam butir (b) dan (c¢) dapat dimasukkan dalam
kelompok upava “non-penal”. Secara kasar dapatlah dibedakan,
bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat Jjalur “penal”
lebih menitik beratkan pada gifat Repressive

(penindasan/pemberantasanfpenumpasan) sesudah kejahatan

85 R arda Nawawi Arief, (Bunga Rampa....) Op.Cit, Hel, 48.
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terjadi, éedangkan jalur non#penal lebih menitik berétkan

pada sifat -~ = ' “preventive”

(pencegahah/penangkalanfpengendalian) sebelum keSahatan .

terjadi. Uikatakan sebagai perbedaan secara kasar;:karena
tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat éébégai
tindakan preventif dalam arti luas.®® Mengingaté upava
penanggulangan kejahatan lewat fjalur “an—penalé:;lebih
bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejéﬁatan,
maka sasaran utamanya adalah menangani faktor;faktor
kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor
kendusif itu antara lain berpuisat.pada masalah~masaiéﬂ-atau
kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak
langsung dapat menimbulkan atau menumbuh sqburkan
kejahatan.Menurut Soedjono' ada 2(dua) system pendekatan
dalam penanggulangan kejahatan, yaitu:®
1. Cara moralistik, dilaksanakan dengan
menyebarluaskan ajaran—ajaran agama dan moral,
perundang-undangan vang baik dan saréna—sarana
lain vyang dapat ,mengekang nafsu untuk berbuat
kejahatan;
2. Cara Abolionistik, berusaha memberantas,
menanggulangi kejlahatan dengan memberantas sebab-

sebabnya, umpamanya kita ketahui bahwa faktor

8 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidena, Op. Cit, Hal 118,
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tekanan ekonomi (kemelaratan} merupakan salah satu
factor penyebab kejahatan maka usaha untuk
mencapali kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan
vang disesabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara
abolisionistik. |

Konsepsi kebijakan penanggulangah kejahatan  vyang
integral mengandung konsekwensi bahwa segala usaha yang
rasional untuk menangguiangi kejahatan harus merupakan satu
kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk
menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana,
harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain vyang bersifat
non—-penal tersebut. Kegagalan dalam menggarap posisi
strategis ditu justru akan berakibat fatal bagi usaha
penanggulangan Kkeljlahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan
kriminal harus dapat mengintegfasikan dan mengharmonisasikan
seluruh kegiatan preventif vyang non-penal ke dalam suatu
system kegiatan negara yand teratur dan terpadu.

Telah dikemukakan diatas bahwa tindakan-tindakan non-
penal mempunyai kedudukan strategis, karena l1a menggarap
masalah-masalah atau kondisi-kondisi yangv menyebabkan
timbulnyva kejahatan. Pada waktu EKonggres PEBR Ke enam tahun
1980 mengenai “Prevention of Crime and The Treatment of

offenders”, salah satu resolusi vyang berhubungan dengan

%7 oedjono, Penanggulangan K ejahatan, Alumni, Bandung, 1983, Hel22,
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masalah Crime trends and crime prevention Strategies, ada
beberapa pertimbangan menarik,antara lain:®%

© Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk
pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang:;
(the <crime problem impedes progress towards the
attainment of an acceptable guality of 1ife for all
people) ;

o Behwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan
pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi vang
menimbulkan kejahatan; (cfime prevention strategies
should be .baséd upon the elimination of causes and
conditions giving rise to crime);

o Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara
ialah ketimpangan sosial , diskriminasi rasial dan
nasional, standart hidup vang rendah, pengangguran dan
kebuta hurufan (kebodokran) diantara golongan besar
penduduk; (the main causes of crime in many countries
are social inequality, racial and naticnal
discrimination, low standart of 1living, unemployment

and illiteracy among broad sections of the population).

88 Sixth United Nations Congress, Op. Cit, Hal. 5.
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Adb) Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam
penggunakan hukum (sansksi) pidana
Menurut Barda Nawawi Arief ada 2 (dua) masalah sentral
dalam Kebijakan XKriminal dengan menggunakan sarana penal
(hukum pidana) ialah masalah penentuan :%°
(1) Perbuatan apa vyang seharusnya dijadikan tindak
ridana, dan
(2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan
kepada si pelanggar.
Terhadap ke dua masalah tersebut diatas tidak dapat terlepas
dari konsepsi integral antara kebijékan kriminal dengan
kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini
berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari
kebijakan social politik yang telah ditetapkan. Dengan
demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan
dalam menangani ke dua masalah sentral diatas harus pula
dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan

(policy oriented approach)

% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai......., Op. Cit, Hal, 32.

* Ibid, Hal. 32.
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Masih diperlukannya pendekatan dengan hukum pidana dalam

menanggulangi masalah kejahatan Roeslan Saleh mengemukakan

.91

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada

persoalan tujuan-tujuan yang. hendak dicapal, tetapi
terletak pada perséalan seberapa 3jauh untuk mencapal
tujuan itu boleh menggunakan paksaan; perscalan bukan
terletak pada hasil vyang akan dicapai, tetapli dalam
pertimbangan antara ni;ai dari hasil itu dan nilai

dari batas-batas kebebasan pribadi masing-maging;

. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan vang tidak

mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan
disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas
pelanggaran—pelanggaran norma Yang telah dilakukannya

itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja:

. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata

ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk
mempengaruhi orang Yand tidak jahat vyaitu warga

masyarakat vyang mentaati norma-norma masyarakat.

sebagai salah satu bentuk kebijakan, Kemampuan hukum pidana

dalam

penanggulangan kejahatan banyak keterbatasannya,

seperti diungkapkan oleh banyak sarjana:

91 Roeslan Saleh, Mencari Azas-Azas Umun yang sesua untuk Hukum Pidana Nasional, Rumpuan bazhan
upgrading hulam Pidana, jlid 2, 1971, hal. 15-16, Lihat pula Barda Newawi Arief, Kebijaka Legiglatif
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a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakekatnya
apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk
memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh
terhadap masalah kejahatan;

b. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk

melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari “general
deterrence” karena mekanisme pencegahan (deterrence)
itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui
hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat.
Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin
mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya
undang-undang atéu pidana yvang dijatuhkan. Sarana-sarna
kontrol social lainnya, seperti kekuasaan orang tua,
kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan

vang sama kuatnya dengan ketakutan oramng pada pidana:;

. Donald.R.Taft dan Ralph.¥.England menvatakan bhahwa

keyakinén agama, Kkebiasaan, dukungan dan pencelaan
kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan
pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana

vang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia

daripada sanksi pidana;

dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Penjara, Badan Penerbit Universitas Dipenegoro Semarang,
1996, Hal 20,
92 Barda Wawawi Arief, Beberapa Aspek Kebljakan ......... , Op. Cit, Hd 41,
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Berbagai ungkapan diatas menunjukkan keterbatasan kemampuan
hukum pidana dari sudut hakekat terjadinya kejahatan dan
dari sudut hakekat berfungsinva/bekerjanya. hukum (sanksi)
pidana itu sendiri. Dilihat dari berbagai segi factor
penyebak terjadinya kejahatan, sangat kompleks dan dilqar
jangkauan hukum pidana. cudarto menyatakan bahwa penggunaan
hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala (FKurieren
am Symptom’ ) dan bukan suatu penvelesaian dengan

83 Jadi keterbatasan kemampuan

menghilangkan sebab-sebabnya.
hukum pidan selama ini Jjuga disebabkan oleh sifat/ hakekat
dan fungsi dari hﬁkum pidana itu sendiri. ganksi {(hukum )
pidana selama ini bukanlah obat (remidium) untuk mengatasi
sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk
mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan Kkata lain
sanksi {(hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan
kausatif” tetapi hanya sekedar “pengobatan simptomatik”94
Bertolak dari pendekatan kebijakan itu terlebih
keterbatasan hukum pidana itu sendiri, sudarto berpendapat
bahwa dalam menghadapil masalah sentral yang pertama di atas,
vang disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-

hal yang pada intinya sebagai berikut Pl

93 Sudarto, Hitkum Pidana dan Perkembengan Masyarakat, Op. Cit, Hal 35.
94 ponda Nawawi Adef, Beberapa Aspek Kebijakan ..o , Op. Cit, Hal 45,
95 gydarto, Huknm dan Hukum Pidana, Op. Cit, Hd. 44-48.
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a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan

pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil
dan makmur vang merata material spiritual berdasarkan
Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan hukum
pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan

mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan

itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman
masvarakat.
. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau

ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan
perbuatan vyang tidak dikehendaki vyaitu perbuatan yang
mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual)

atas warga masyarakat.

. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan

prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle).

. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan

kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan

penegak hukum yaitu jangan sampal ada kelampauan beban

tugas (overvelasting).

Demikian pula menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan

xriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada
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faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan
bermacam-macam faktor, termasuk ;96

a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam
" hubunannya dengan hasil-hasil yang iﬁgin dicapai;

b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang dipercleh
dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin
dicari;

c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu
dalam kaitannya dengan priorotas-prioritas lainnya
dalam pengalokasian\sumber—sumber tenaga manusia;

d.éengaruh social dari kriminalisasi dan dekriminalisasi
vang berkenaan dengan atau dipandang’ dari pengaruh-
pengaruhnya yang sekunder.

Jadi pendekatan yang rasional dengan berbagai pendekatan
kebijakaﬁ yang ada memand merupakan pendekatan Yyang
seharusnya melekat pada setiap langka kebijakan. Hal ini
merupakan konsekwensi logis, karena seperti dikatakan oleh
sudarto dalam melaksanakan politik {kebijakan) orand
mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian
banyak alternatif yang dihadapi.®’ Ini berarti suatu politik
kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus
merupakan suatu usaha ataunlangkah-langkah yang dibuat

dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan

9 parda Wawawi Aref, K ebijaken Legistatif. . ..... Op. Cit, Hdl 35,
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menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi
kejahatan harus benar-benar talah memperhitungkan semua
faktor vyang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya
hukum pidana itu dalam kenyataan.

segli lain vang perlu dikemukakan dari pendekatan
kekitakan ialah berkaitan dengan nilai-nilai vyang ingin
dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut
Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada
umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial vang
mengandung nilai—niléi‘ tertentu vyang perlu dilindungi.
Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni
ialah :%®

a) Pemeliharaan tertib masyarakat;

k) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian
atau bahaya-bahaya vyang tak dapat dibenarkan, vyang
dilakukan oleh orang lain;

¢) Memasyarakatkan kembali {resosialisasi) para pelanggar
hukum;

d) Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-
pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial,
martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Ditegaskan selanjutnva bahwa sanksi pidana harus

disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan

97 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit, Hal 161,
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mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya
dibenarkan apabila ada kebutuhan yvang bergﬁna bagi
masyarakat; pidanal yang tidak diperlukan, tidak dapat
dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-
batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan Kepentingan-
kepentingan ini dan nilai-nilai ~vang mewujudkannya.
Berdasarkan pandangan demikian, maka menurut Bassiouni
disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi Juga
suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada
nilai®Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa menurut
Rassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan
pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented
approach) vyang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan
juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-judgment
approach). Perlu diingat masih ada sarjana-sarjaan hukum
yvang mengira bahwa hukum pidana hanya bertalian dengan
masalah bagaimana memberantas kelahatan saja, bagaimana
menjatuhkan pidana dalam konteks teori pidana - yang
dianutnya, bagaimana agar ketentuan-ketentuan hukum pidana
mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam
masyarakat, bagaimana agar hukum pidana itu dapat adil dan
sebagainva. Tidak pernah terpikir hahwa hukum pidana

merupakan salah satu alat yang amat ampuh dalam pelaksanaan

% Barda Nawawi Asief, Kebijakan Legslatif. ... Op.Cit, Hal. 40.
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politik suatu pemerintahan, suatu rezim*®

sehingga tidak
dapat dipungkiri pendekatan kebijakan akan menetukan arah
keberhasilan penegakan hukum dalam suatu rezim pemerintah

pada waktu tersebut.

¢. TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
a. DPefinisi Pajak
Batasan atau definisi pajak berbagal macam, dalam

rangka penulisan tesis ini tidak akan diselidiki manakah

diantaranya itu vyang paling tepat daripada lainnya.Akan

iebih bermanfaat bila peninjauan maupun kupasan dari
berbagai definisi tersebut bertitik tolak dari batasan pajak
yang‘dikemukakan oleh Prof.Dr.P.J.A Adriani (pernah menjabat
guru besar dalam hukum pajak pada Universitag Amsterdam,
kemudian pemimpin Interpational Bereau - of Fiscal

Documentation di  Amsterdam) vang menjelaskan sebagail

berikut: 0t

“pajak adalah iuran kepada negara (yvang dapat dipaksakan)
vang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan—-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali,
vang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membeayai pengeluaran—-pengeluaran umum berhubung dengan
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

% Toid, Hel. 40, ‘
1% 7R Sahetepy, Sustu Studi Khusus Mengena ancaman Pidana Mak terhadap Pernbunuhan Berencana,

Rajawali, Takarta, 1982, Hal, 70.
1T n gantosa Brotodiardjo, Pengantar T Hukun Pajak Op. Cit, Hal. 2.
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Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi kembali dari
negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan
pembayaran iuran itu. Prestasi dari negara seperti hak untuk
mempergunakan Jjalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan
dari polisi dan tentara, hak untuk mempercleh kesehatan dan
pendidikan vang layak sudah barang tentu diperoleh dari
pembayar pajak itu seﬁdiri, tetapi diperclehnya itu tidak
secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan
pembayaran itu. Buktinya orang tidak membayar pajak pun
dapat mengenyam kenikmatannya.

Ada beberapa sarjana vang banyak mengulas tentang

definisi paijak, sekedar sebagai perbandingan , antara lain

. 102

1. Definisi Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu
yang berjudul Traite de la Science des Finances, 1906,
menyatakan:

“pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak
yvang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau
dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.”

2. Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RA0O-1919),
menyatakan :

“pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara
periodik {dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut
oleh badan vang bersifat umum (=negara) untuk memperoleh
pendapatan, dimana terjadi suatu Tatbestand (=sasaran
pemajakan) vyang karena undang-undang telah menimbulkan

hutang pajak.”

102 1hid Hal 3-7.
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3. Definisi Prof. Edwin R.A.Seligman dalam Essays in
Taxation, { New York, 1925), menyatakan

“Pax is a compulsory contribution from the person, to the
government to defray the expenses incurred in the common
interest of all, without reference to special benefit
conferred.”

4, Definisi Mr. Dr. N.J. Feldmann, dalam bukunya De
overheidsmiddelen van Indonesia,Leiden, 1549, adalah :

“pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan
terhutang kepada penguasa {menurut norma-norma  yang

_ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan

semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran—pengeluaran
umum.

5. Definisi Prof.Dr.M.J.H.Smeets dalam bukunya De
Economische Betekenis der Belastingen, 1951, adalah

“pajak adalah prestasi kepada pemerintah vyang terhutang
melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa
ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal
yang individual; maksudnya adalah untuk membeayai
pengeluaran pemerintah.”

6. Definisi Dr. Soeparman Scemahamidijaja dalam
disertasinyva vang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas
Gotong Royong”, Universitas Padijadjaran, Bandung, 1964,
adalah =

“pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hokum, guna
menutup beaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif,

dalam mencapal kesejahteraan umum . ”

7. Definisi Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam bukunya
Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, adalah
sebagail berikut :

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas. negara berdasarkan
undang-undang ( yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat
jasa timbal {kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dengan
penjelasan sebagai berikut “dapat dipaksakan” artinya bila
hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan
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menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan
juga penyanderaan terhadap pembayvaran pajak, tidak dapat
ditunjukka jasa timbal bkalik tertentu, seperti halnya dengan
restribusi.”

Definisi tersebut dipertahankan dalam bukunya sendiri
dengan judul Pajak dan Pembangunan, Eresco, 1974, Halaman 8,
kurang lebih definisinya sebagai berikut
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada
kas negara untuk membeayai pengeluaran rutin dan surplusnya
digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama
untuk membeayai public invesment.”

Pelbagai definisi tentang pajak dari bebkerapa sarjana
banyak Kesamaan-kesamaan, baik yng diuraikan secara Jelas
dalam definisi tersebut maupun vyang ditafsirkan secara
eksplisit dalam pendefinisian pajak. Seperti yang terlihat
kesamaannya antara lain

1. Bahwa pajak dalam pemungutannya harus berdasarkan
undang-undang atau dengan pengaturan kekuatan undang-
undang bheserta aturan-aturan pelaksanaannya;

2. Dalam pembayaran pajak kontraprestasi tidak - dapat
secara individual langsung diberikan oleh pemerintah;

3. Pajak dipungut oleh negara, namun caranya bisa secara
self assessment atau petugas pajak vang melakukan
sendiri;

4. Pajak diperuntukkan untuk beaya-beaya pengeluaran-—

pengeluaran pemerintah baik vang rutin atau berkala

atau bisa untuk membeayai public investment;
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5. Untuk menstabilkan perekconomian pajak tidak hanya
berfungsi sebagai Budgeter namun juga pengaturan.

Ada hal-hal vyang perlu dipertanyaan Jjuga dalam definisi-
definisi tentang pajak, ada yang menyvatakan bahwa paijak itu
dalam pemungutannva dapat dipaksakan, seperti definisi
Prof.Dr.Adriani, Definisi Prancis, Definisi
Prof.Dr.M.J.H.Smeets, dan Prof.Dr.Rochmat Scemitro, SH. Hal
vang menarik dari definisi Dr.Soeparman Soemahamidjadja
adalah bahwa pajak adalah “iuran wajib” yang mengharapkan
bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama
dengan wajib pajak, sehingga perlu dihindari paksaan dalam
pembayarannya. Karena apabila suatu kewajiban itu sudah
diuraikan dalam peraturan perundang-undangan maka sudah
sewajarnya apabila wajib pajak untuk memenuhinya dan hal ini
sangat bertalian dengan kesadaran masyarakat untuk memenuhi
kewajibannya. Unsur paksaan dalam pembayaran pajak bukan
merupakan jalan alternatif bagi pemenuhan kewajiban
perpajakan.

Perlu kiranya dicatat-bahwa seperti telah dijelaskan
diatas bahwa definisi-definisi pajak dari berbagail sarjana-
sarjana diatas bukan untuk mencari definisi-definisi yang
paling sempurna dan memungkinkan untuk diterapkan dinegara
Indonesia, namun setidak-tidaknya secara umum  dapat

memberikan gambaran untuk permbaharuan dan perkembangan
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perpajakan dinegara Indonesia. Menurut penulis untuk mencari
jalan tengah apakah dalam pajak unsur pemaksa menjadi
alternatif mutlak untuk diterapkan atau pajak sebagai iuran
wajilb vang menitikberatkan pada kesadaran masyarakat. Harus
dilihat mengenai unsur kontraprestasi yang secara langsung
tidak diberikan oleh  negara secara individu. Pada
perkembangannya negara harus memberikan pelayanan vyang
optimal, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, keamanan,
kehakiman, dan sebagainyva, dan pertanggungjawaban publik
negara untuk masyarakat harus lebih tranparan. Seperti di
Singapura setiap orang akan tahu penggunaan pajak yang
selama ini dibayarkan oleh masing-masing orang Singapura
tersebut.

Jadi perlu ditambahkan batasan-batasan pendefinisian
pajak dengan perluasan kontraprestasi yang diberikan negara
secara individual dengan pertanggungjawaban publik secara
lebih transparan. Dengan perluasan ini apakah pendefinisian
pajak menjadi sempurna ? jawabannya tidak sebab “Communis
opinio doctorum” menyatakan bahwa sebaik-baiknya suatu
definisi adalah apabila ia memuat semua ciri yang melekat

pada pengertian yang akan dibuatkan pembatasannya, setidak-
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tidaknya definisi tersebut, karenanva sudah mendekati

kxesempurnaan. 1%

b. Azas—Azag Perpajakan.

Mengenai tujuan hukum pada umumnya, kita pernah
mendengar ajaran berbagai sarjana, Aristoteles vyang telah
terkenal dalam bukunya Rhetorica, menganggap bahwa hukum
bertugas membuat adanya keadilan. Sesuai dengan tujuan hukum
itu, kebanyakan sarjana menganggap pula bahwa tujuan hukum
pajak pun adalah membuat adanya keadilan dalam soal
pemungutan pajak. Azas keadilan ini harus senantiasa
dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenail perundang-
undangannya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah
‘sendi' pokok vyang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh
setiap negara untuk melancarkan usahaﬁya mengenai pemungutan
pajak. Maka dari itu syarat mﬁtlak bagi ﬁembuat undang-
undang (pajak), Jjuga syarat mutlak bagi aparatur setiap
pemerintah yvang berkewajiban melaksanakannva, adalah

pertimbangan-pertimbangan dan perbuatan-perbuatan yang adil

pula. Tetapi kita harus mengingat pula bahwa dalam mencari -

makna apa yang dinamakan orang adil itu terbentur dalam

kenyataan bahwa keadilan itu relatif, vyang dulu dianggap

103 1pid, hal 6.
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adil, sekarang tidak dmikian pula halnya ataupun sebaliknva.
Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh

ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak

diselenggarakan secara umum dan merata.

Suara-suara tentang syarat, bahwa pemungutan pajak

_harus dilakukan secara umum dan nerata sesungguhnya telah

terdengar sebelum masa Reveolusi Prancis. Dari kenyataan
bahwa pada masa itu rakyat jembel hidup dengan hina-dina,
sedangkan kaum bangsawan dan kaum gerejanya hidup dalam
serba kemewahannya, rakyat setelah itu terbuka matanya bahwa
keadaan semacam itu adalah antara lain terjadi karena kaum
bangsawan dan kaum gereja pada waktu itu dibebaskan dari
segala macam pajak. Oleh karenanya pada waktu itu diciptakan
dalil bahwa pemungutan pajak harus bersifat umum dan mérata.
Hanya sifat adil macam itulah dapat dirasakan sesuai dengan
rasa keadilan mereka, dan semenjak zaman itulah semboyan itu
diteruskan hingga pada waktu ini, suatu syarat yang balk dan
luhur, tetapi vang lebih mudah dicantumkan sebagal semboyan
darupada dipraktekkannya. Sebab bermacam-macam kesulitan
yang harus dihadapi dalam penyelenggaraannya.

Abad ke 18 Adam Smith (1723-1790) dalam bukﬁnya “An
Ingquiry dinto the Nature and Causes of the Wealth of
Nations” (terkenal dengan . nama Wealth of Nations)

melancarkan ajarannya sebagal azas pemungutan pajak vyang
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dinamainya “The Four Maxims” dengan uraian sebagai berikut
, 104 -

a) Egquality and equity;

b) Certainty;

c) Convenience of payment;

d) Economics of collection.

Ad. a) Equality and egquity
Equality atau kesamaan mengandung arti, abhwa keadaan

vang sama atau orang yang berada dalam keadaan vyang sama
harus dikenakan pajak yang sama. Pembagian tekanan pajak
pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya
dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang
dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, dibawah
perlindungan pemerintah {azas pembagian/azas
kepentingan) .Azas ini bisa dikatakan sebagal usaha
merealisasikan pemungutan pajak dengan keseimbangan
penghasilan yang diterimanya.'®Dalam azas “equality” ini
tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi
diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para
wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Untuk itu
perlu diberikan tolak ukurnya, sebagai contoh dapat penulis

kemukakan bahwa dalam pajak penghasilan, bukan orang yang

104 g Santosa Brotodihardjo, Op.Cit, Hal. 27.
105 selanjutnya Baca Rochmat Soemitro, Azas-Azas Hukum Perpajakan, Bina Cipta , Bandung, 1987, Hal.
7.
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mempunyai penghasilan yang sama dikenakan pajak vang sana,
melainkan orang mempunyai pengahasilan. kena pajak yang sama
akan dikenakan pajak vyang sama. Disini penghasilan yang
diperoleh wajib pa‘jak dikurangi dengan PTEP{Penghasilan
Tidak Kena Pajak) vang Jjumlahnya bagi setiap orang tidak
sama, melainkan bergantung kepada susunan keluarga. Pada
hakekatnva, bukan gsusunan keluarga vang menentukan,
melainkan pengeluaran-pengeluaran yang | mutlak untuk
kebutuhan hidup primer .bagi keluarga wajib pajak. Kalau
jumlah keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak.banyak,
maka jumlah pengeluaran untuk kebutuhan primer akan banyak
juga dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak mempunyai
tanggungan keluarga atau jumlah keluarganya kecil. Di negara
lain disamping Jjumlah keluarga, Jjuga keadaan kéluarga ikut
mempengaruhi daya pikul seseorang. Jika diantara keluarga
wajib pajak ada anak yang menyandang kecacatan atau penyakit
berat vang kronis}.atau umur wajib pajak sudah melebihi 65
tahun, maka keadaan itu akan juga memperbesar pengeluaran
untuk kesehatan sehingga mempengaruhi dava pikul

§ Fguality atau kesamaan dalam pajak-pajak

seseorang.®
lazimnya Jjuga disebut non-discrimination, sehingga orang

asing dan warga negara Indonesia yang bherada dalam keadaan

106 2 o chmat Soemilro, Azas dan Dasar Perpajakan, Op. Cit, Hal 16.
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yvang sama akan. diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang
sama besar.
Ad. b) Certainty

Certainty atau kepastian hukum adalah tujuan setiap
undang-undang. Dalam membuat undang-undandg dén peraturan-
peraturan vandg mengikat umum, harus diusahakan supavya
ketentuan—ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah
jelas, tegas, dan tidék mengandung arti ganda‘ atau
memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum
banyak bergantung kepada susunan xalimat, susunan kata, dan
penggunaan istilah Yyang sudah dibakukan. Untuk mencapai

tujuan tersebut penggunaan bahasa hokum secara tepat sangat

diperlukan, karena bahasa hukum adalah juga bahasa

Indonesia,iw? maka kepastian hukum juga banyak bergantung
kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Panggunaan bahasa Indonesia tunduk kepada norma-norma bahasa
yang sudah baku. Dalam penyusunan undang-undang yand baik
perlu terlebih dahulu dikuasail azas-azas hukum yang sudah
diterima secara umum oleh kalangan orang yang berprofesi
hukum, Jjuga walib memahami cara-cara dan tehnik penyusunan
peraturan perundang-undangan, untuk itu perlu dikuasai legal
drafting dan legalistic drafting. Dalam pemberian definisi

harus dijaga supaya tidak terdapat kekosongan atao loopholes
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vang masih  dapat diselun?upi. Harus diperhatikan pula,
jangén memberi definisi vyang terlalu 1luas, melainkan
seberapa boleh diberikan difinisi yang sempit yang tepat.
Sistem memperluas dan mempersempit definisi harus diberikan
dalam undang-undang vang mudah dimengerti.
~Ad. c. Convenience of Payment

Pajak harus dipungut pada saat vang tepat, vaitu pada
saat walib pajak mempunyal uvang, ini akan mengenakkan wajib
pajak (convenient), vaitu pada saat uvang vang akan dibavar
itu terkumpul pada diri wajib pajak atau pada saat sedekat
mungkin dengan detik diterimanva penghasilan wajib pajak:LOE
Karyawan, pegawai, buruh akan lebih mudah membayar palak
pada saat mereka menerima gaji, upah atau henorarium, apakah
setiap bulan ataukah setiap_minggu atau setiap hari. Bila
seorang petani akan lebih mudah diminta untuk membayvar pajak
setelah panen, dan setelah hasil panen dijual, daripada pada
waktu ia mulai menanam. Bagi pedagang lebih mudah membavar
pajak pada Awaktu ia telah menerima pembayaran dari
debiturnya. Seorang yang menerima dividen atau bunga lebih
mudah membavar pajak pada saat ia menerima dividen atau pada
saat la menerima bunga. Sistem ini disamping memudahkan para
wajib pajak dalm pembayaran pajak, ada manfaat lain yaitu

bahwa pemerintah selama tahun berjalan sudah mendapatkan

107 gelanjuinya Baca Rochmat Soemitro, Azas-Azas Hukun Perpajakan, Op. Cit, Hal 51.
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pemasukan uang pajak dari tahun vyang bersangkutan tanpa
menunggu sampai tahun pajak lampau.
Ad. d. Economics of Collection

Syarat ini bisa dikatakan syarat dengan ekonomis
tinggi, yaitu bertalian dengan biaya pemungutan. Dalam
membuat undang-undang pajak yang barﬁ, para konseptor wajib
mempertimbangkan, bahwa beaya pemungutan harus relatif lebih
kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk. Tentunya
tidak ada artinya memungut pajak baru yang hasilnya sebagian
besar akan habis untuk beaya pemungutan, sehingga hanya
sebagian kecil saja yang masuk ke dalam kas negara.Ada 2
(dua) kriteria vyang dapat dijadikan sebagai batu penguiji
dalam menentukan efisien tidaknya suatu tekhnik pemunmgutan
pajak, vaitu ; 109

1. Efisiensi intern vyaitu vang berkaitan dengan ongkos
pemungutan dan penagihan palak;

2. efisiensi ekstern vaitu pendawasan aparat administrasi
serta pengawasan atas kemungkinan timbulnya
penghindaran/penyelundupan pajak.

Beberapa syarat diatas menunjukkan bahwa dalam
pemungutan pajak dengan mendasarkan pada hukum pajak harus
dapat memberikan Jjaminan hokum yang perlu untuk menyatakan

keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warganya.

108 Thig, Hal, 26.
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¢. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perpajakan.

Patut dikemukakan bahwa istilah tindak pidana
Perpajakan tidak dapat diketemukan secara terdefinisi dalam
literatur manapun, namun dalam Undang-undang No. 6 tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
xetentuan Pasal 13 avat (7).istilah tindak pidana dibidang
perpajakan secara impliit terurai, yaitu:

“aApabila jangka waktu 5(1imé) tahun sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 telah lewatb, gsurat Ketetapan Pajak tetap dapat
diterbitkan dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 3
(kima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tihdak
pidana dibidang perpajakan yangd dilakukan mengenai pajak
yang penagihannya telah lewat waktu,' berdasarkan putusan
pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Undang-undang No.6 fahun 1983 diperbaharui dengan berbagai
macam perubahan dan pembaharuan dengan ditetapkannya Undang-
undang No. 9 tahun 1994 vaitu Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara
perpajakan. Pada pasal 13 ayat (5) distilah tindak pidana
dibidang perpajakan secara implisit Jjuga tercantum, yaitu :

“apabila jangka waktu i0 (sepuluh} tahun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak

109 1144 Hal. 31
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Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan
persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar,
dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun tersebut dipidana, karena meiakukan tindak pidana
dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan vang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sebelum melangkah ke penjelasan tindak pidana dibidaﬁg
perpajakan, alangkah baik kita menengok ke suasana hukum
ekonomi secara luas, karena pajak merupakan salah satu
bentuk kegiatan perekonomian vang menyangkut kas
negara.Menurut Sunaryati Hartono bahwa dengan menggunakan
pandangan vyang sistemik, dapat dikatakan Hukum Ekonomi
mencakup pengaturan mengenai :''°
1. Pelaku ekonomi, khususnya bentuk-bentuk perusahaan

(hukum Perusahaan) :

2. Hukum EKontrak sebagai dasar hukum bagi beraneka ragam
kegiatan ekonomi, yaitu bermacam-macam bentuk, seperti
jual beli, sewa menyewa, leasing, dan sebagainya:

3. Pemberian kuasa (lastgeving) dan Pengusaha Perantara;

4, Perbuatan melawan hukum dibidang usaha ({(bisnis) dan
persaingan curang (Restrictive Business Practics):

5. Penyelesaian sengketa;
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pari berbagail daftar diatas,

berlaku dan ada undang—undangnya,

6. Hukum Agraria;
7. Hukum Pajak;

8. Hukum Perdagangan;

9. Hukum Perburuhan sebagai hukum yang mengatur hubungan

kerja;
10. Hukum Perkreditan;
11. Hukum Perbankan, Hukum Penanaman Modal;
12. Hukum Perindustrian;
13. Hukum Perlindungan Konsumen;
i4. Berbagai Peraturan Hukum Administrasi  Negara

(Hukum Birokratik) dibhidang ekonomi, seperti peraturan
tentang penetapan harga tertinggi (price fixingj:
15. Peraturaﬁ—peraturan Hukum Perdata Internasional

vang harus dipegand teguh dalam bisnis dan penanaman

modal oleh orang asing;

16. pPelestarian lingkungan?
17. Pengangkutan (darat, laut, udara);
18. Pembangunan sektor-sektor ekonomi seperti

pariwisata, energi kperlistrikan' dan sebagainya)

telekomunikasi, pertanian, perindustrian, dan

" gsebagalnva .

sejumlah ~peraturan. sudah

termasuk undang-undang

110 ) gejalah Flkumn Nasiopal Badan Perbinaan Hukum Nasonal Departemen Kehekiman, }o. 1/1990
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perpajakan, undang-undang Lingkungan Hidup, dan sebagainya.
Berbagai peraturan Hukum Ekonomi vyang diundangkan diatas
hingga sekarang semata-mata hanya berdasarkan keperluan
sesaat. Dengan semakin cepatnya perubahan lingkungan dunia
usaha dan ekonomi internasional yang mengakibatkan munculnya
kebutuhan baru didunia usaha, amak kehidupan perekonomian di
Indonesia pun terus menerus berubah dan meningkat. Hal ini
menyebabkan para peﬁyusun berbagai peraturan hukum ekonomi
itu tidak sempat memikirkan apakah berbagai peraturan hukum
Ekonomi yang dinyatakan berlaku itu (1) sudah benar-benar
serasi sesuai dengan apa yang oleh UUD 1945 digarigkan
sebagai azas—azas Sistem Ekonomi {yvang berdasarkan)
Pancasila, dan (2) merupakan bagian dari bidang hukum
ekonomi secara sistematik.!l

Keberadaan Hukum Ekonomi itu harus dipertahankan dan
dipatuhi untuk lancarnya roda kehidupan perekonomian suatu
bangsa. Untuk mempertahankan berlakunya hukum ekonomi dari
gangguan berupa tindak pidana dari para pelanggar, maka
disémping hukum ekonomi dikenal pula peraturan tentang
tindak pidana ekonomi. Sangatlah sulit untuk membicarakan
suatu konsep tindak pidana (kejahatan) dibidang perekonomian
dengan hanya didasarkan atas kehidupan suatu negara. Hal ini

disebabkan karena perscalan-perscalan ekonomi merupakan

Hal 13
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bagian dari kehidupan antar bangsa dalam rangka globalisasi
ekonomi. - Dalam hukum pidana, kehidupan antar bangsa akan
selalu diingat adanya “Guilding Principles for Crime
Prevention and Criminal Justice in the Context of
pevelopment and a New Economic order”, vyang diadopsi oleh
“the Seventh Crime Conggres”, Milan, pada September 1985 dan
disahkan oleh Majelis Umum PBB dalam resolusinya No. 40/32%2
Dengan demikian mau tidak mau bangsa Indonesia juga harﬁs
mengakuil bahwa beberapa ketentuan tentang tindak pidana
ekonomi juga harus disusun perdasarkan inspirasi dari manca
negara. Sebagal contoh dapat dikemukakan disini tentang
Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (U No. 7 Drt. Tahun
1955), Undang-undang yangd mangatur tentang Hak Atas Kekayaan
Intelektual (Hak Cipta, Patent dan Merk} dan lain
sephagainya.

Demikian pula Hukum pajak vyand merupakan bagian dari
hukum ekonomi untuk mempe rtahaankan berlakunya dan
kelancaran pelaksanaannya dari berbagai.macam gangguan yang
berupa tindak pidana dari para pelanggar, maka ada ketentuan
peraturan pidana yang nmengaturnya. Melihat karateristik dari
hukum pajak, tindak pidana dibidang perpajakan merupakan
bagian dari tindak pidana ekonomi, walaupun tidak secara

tegas dinyatakan pahwa hukum pajak adalah hukum ekonomi vang

1 yid, Hal, 15.
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tindak pidana secara sempit diatur dalam UU No.7 Drt tahun

1955 tentang Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (TPE) .

Secara yuridis kejahatan ekonomi dapat dilihat secara sempit’

sebagai tindak pidana ekonomi (TPE) yvang diatur dalam UU-TPE
(UU No.7 Drt Th. 1955). Disamping itu kejahatan ekonomi
dapat Jjuga dilihat secara luas, vyaitu semua tiﬁdak pidana
diluar UU-TPE vang bercorak atau bermotif ekonomi atau vang
dapat mempunvyai pengaruh  negatif terﬁadap kegiatan
perekonomian dan keuangan negara vang sehat . 113 Pengertian
kejahatan ekonomi dalam arti luas itulah didalam istilah
asing biasa disebut” economic crimes, c¢rime as business
business crimes, abuses of economic power atau econqmic
abuses”.?* gelanjutnya mengenai pengertian Business Crimes,
Conclin merumuskan dan mengidentifikasikan unsur-unsurcnya
sebagai berikut :i15
I1) Suatu perbuatan melawan hukum vang diancam dengan
sanksi pidana (an illegal act, punishable by a criminal
sanction};
2) Yang dilakukan oleh seseorang afau korporasi didalam
pekerjaannva vang sah atau didalam pencarian/usahanya
dibidang industri atau perdagangan;{which is committed

by an individual or corporation in the course of a

112 3 fiiadi den Barda Nawawi Arief, Bunga Rempai....... Op.cit. Hal 12
131514, Hal 152,
U4 hid, Hal. 153,
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legitimate occupation or pursuit in the industrial or
commercial sector);
3} Untuk tujuan {(for the purpose of)}:

a. Memperoleh uang atau kekayaan {obtaining money or
property);

b. Menghindari pembayaran uang atau menghindari
kehilangan/kerugian kekayaan (avoiding the payment
of money or the loss of property) atau;

c. Mempercleh keuntungan bisnis atau keuntungan
pribadi (obtaining business or personal

advantage) .

Berdasarkan penjelasan tersebut tindak pidana dibidang

perpajakan secara Juas merupakan kejahatan dibidang -

perekonomian.

Seperti telah diuraikan didepan bahwa memberikan
istilah tindak pidana dibidang perpajakan tidak dapat
diketemukan dalam literatur apa pun, namun penulis mencoba
memberikan gambaran tentang tindak pidana dibidang
perpajakan berangkat dari unsur-unsur tindak pidana‘tersbut.
Dalam hubungan ini dapat digambarkan unsur-unsur yang ada:

1. perbuatan yang dilakukan oleh orang atau oleh
badan melalui orang;

2. yang memenuhi perumusan undang-undang;

U5 id, Hal, 153
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3. yang oleh undang-undang diancam dengan hukum
pidana:;

4. yang melawan atau bertentangan dengan hukum;

5. yang merugikan masyarakat atau orang;

6. yang dilakukan dibidang perpajakan.

d. Bentuk-bentuk Tindak Pidana dibidang Perpajakan;

Didalam literatur perpajakan yaitu Undang-undang No., &
tahun 1983 vyang diperbaharui dengan undang-undang No. 9
tahun 1994 terakhir dengan Undang-undang Nomer 16 tahun 2000
tentang Ketentuan Umum dan Tata-Cara Perpaijakan , disebutkan
macam—macam tindak pidana dibidang perpajakan, yaitu:

1. Tindak Pidana SPT {(Surat Pemberitahuan):;

2. Tindak Pidana NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak):

3. Tindak Pidana Pembukuan:

4, Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak yang telah
dipotong atau dipungut;

5. Tindak Pidana Pembocoran rahasia;

Ad.1. Tindak Pidana SPT (Surat Pemberitahuan) ;
Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 16 tahun
2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata—-Cara Perpajakan,

yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat
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yvang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau
bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban , menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT
sendiri adalah puncak pertanggungjawaban wajib Pajak dalam
bidang perpajakan dengan dipergunakan suatu system
pemungutan pajak yang dikenal dengan sebutan “Self
Assesment” yang menggantikan system “official Assesment”.
Mulai tahun 1984 sistem Self Assesment ini diterapkan pada
undang-undang perpajakan nasional khususnya paijak
penghasilan. Sebenarnya dalam undang-undangnya sendiri tidak

digunakan kata Self Assesment, tetapi berdasarkan pasal 4 UU

.No. 6 Th. 1983 tentang FKetentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan diletakkan kewajiban kepada wajib pajak untuk
mengambil sendiri SPT{Surat Pemberitahuan), mengisi §PT
dengan benar, menghitung pajak sendiri vang terhutang, serta
membayar jumlah pajak penghasilan yang terhutang dalam kas
negara sebelum diserahkan ke kantor inspeksi pajak. Dari
pasal 4 inilah dapat dikatakan bahwa undang-undang pajak
Penghasilan menganut system self Assesment.ll6

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai

sarana untuk melaporkan dan mempertanggunygjawabkan

116 Lihat Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 2, Op. Cit, Hal 12,

90

S pme e e e e




perhitungan jumlah pajak vang sebenarnya terutang dan untuk
melaporkan tentang :1%7

o Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan
pihak lain dalam 1 (satu) tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak;

o Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan
objek pajak;

o Harta dan kewajiban :

o Pembayaran dari ﬁemotong atau pemungut tentang
pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau
badan lain dalam 1 (satu}) Masa Pajak, wvang ditentukan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas barang Mewah yang sebenarnya terutang dan
untuk meiaporkan tentang :

© Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluarani

¢ Pembayran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui

pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh

117 penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang K etentian Unum den Teta-
Cara Perpajakan dalam Undang-undang Perpajaken tehun 2000, Citra Umbara, Bandung, 2000, Hal.45.
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ketentuan peraturan perundang-undngan perpajakan vyang
berlaku;
© Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat
Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melapoprkan
dan mempertanggungjawabkan pajak vang dipotong atau
dipungut dan disetorkannvya.
Mengingat betapa pentingnya S8PT dalam sistem pemungutan
pajak bagi Wajib Pajak, maka tidak menyampaikan SPT atau
menyampaikan SPT tetapi isinva tidak benar atau tidak

lengkap atau melampiran keterangan dalam SPT namun isinya

tidak benar merupakan suatu delik perpajakan, karena akibat

dari perbuatan ini negara dirugikan dengan berkurangnya

pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak.?1'®

Ad.b. Tindak Pidana HPWP (Nomox Pokok Wajib Pajak) ;

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun
2000, vang dimaksud dengan HNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
adalah nomor vyang diberikan kepada Wajik pajak sebagail
sarana dalam administrasi perpajakan vang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajibannya. Orang vang menijadi Wajib

Pajak mendaftarakan diri pada Direktorat Jendral Pajak untuk

1% 1hid, Pagal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, Hal. 33.
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memperoleh Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)™® Yang menijadi
walib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan
untuk “melakukan kewajiban perpajakan,” termasuk pemungutan

120 Ternyata vyang

pajak atau pemotongan pajak tertentu
dimaksud dengan melakukan kewajiban perpajakan adalah mereka
yang harus membayar pajak karena benar-benar ﬁemperoleh
penghasilan. Dalam Undang~Uhdang Nomor 17 tahun 2000 tentang
perubahan ketiga atas undang-undang Nomo 7 +tahun 1983
tantang Pajak Penghasilan, penghasilan merupakan ocbyek
pajak. Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan vyaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang' diterima atau
diperoleh Wajib Pajak baik vyang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, vyang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak vyang
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun??! Untuk
Wajib Pajak Perorangan penghasilan yang dikeﬁakan pajak
adalah penghasilan brute dikurangi Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) artinva yang dikenakan pajak adalah penghasilan

dikurangi dengan PTKP tersebut???

11 Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Perubshan kedna atas undnag-undang Nomor 6 tahun 1983
tentang Ketenfuen Umum den tate Cara Perpajaken, Penjelasan Pasal demi pasal 2 ayat (1),

120 pasal 1 ke —1 Undang-Undang WNo. 16 tahun 2000,

21 pagal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2000 Pasal 1 ke ~1 Undang-Undang No. 16 tahua 2000,
122 pagal 7 Undang-Undang Mo, 17 Tahun 2000,
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NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam
pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi
perpajakan. Setiap wajib pajak yang telah mendaftarkan diri
ke Direktorat Jendral pajak akan mendapatkan Nomor Pokok
Wajib Pajak, dengan begitu memang secara cepat petugas pajak
dapat mencari dan mengambil file Waijib Pajak.Yang akan
dilindungi dalam NPWP adalah Wajib Pajak vyang sudah
mendaftarkaﬁ diri pada Direktorat Jenderal Pajak, karena
Wajlib Pajak yang sudah mendaftarkan diri ke Direktorat
Jenderal Pajak, akan mempunyai NPWP.Dengan NPWP Waijib Pajak
tersebut telah mempunyai hak dan kewajiban dalam perpajakan.
Kekhawatiran dalam NPWP ini adalah kemungkinan lolosnya
subjek pajak yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak
sangat besar, karena tidak mendaftarkan diri menjadi wajib
pajak dan secara administratif akan sulit mengetahui jumlah
wajibk pajak vyang sebenarnya.Kemungkinan penyalahgunaan NPWP
yang bukan hak dari wajib Pajak vang bersangkutan bisa
terjadi, karena sistem self assesment. NPWP milik wajib
pajak lain dapat dipergunakan untuk menuntut hak perpajakan
dengan mengatasnamakan wajib Pajak vang tertera dalam NEWP
tersebut, Misalnya menuntut pengembalian pajak terutang

(restitusi).
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Ad.3. Tindak Pidana Pembukuan;

Menurut Pasal 1 butir 26 Undang-Undan Nomeor 16 tahun
2000, vang dimaksud denganh pembukuan adalah suatﬁ proses
pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan
data dan informasi keuangan vang meliputi harta, Kkewajiban,
modal, penghasilan, dan beaya serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jJasa yvang ditutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan Ilapcran laba rugi pada
setiap Tahun Pajak berakhir.

Seperti telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1}
Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, Pirektur Jenderal Pajak
dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan
untuk:

o Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;

o Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelaksanaan penmeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan
kewaijiban perpajakan.dilakukan dengan menelusuri Kebenaran
SPT, pembukuan atau pencatatan. Ketidak benaran pembukuan
akan mengurangi 7jumlah pajak terutang dari wajib pajak yand
bersangkutan, dan dengan pemeriksaan ini akan terlihat

kebenaran pembukuan vang dibuat oleh setiap wajib pajak.

95




Ad.4.Tindak Pidana Tidak manyetorkan Pajak yang telah
dipotong atau dipungut;

Untuk melunasi Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan,
ada 3 {tiga) cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor
7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

1. pemotongan oleh pihak lain;
2. pemumngutan oleh pihak lains;
3. pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

para pemotoing pajak yang dimaksud ialah ;123

a) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah dan honorarium
dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan vang
dilakuakan di Indonesia;

b} Bendaharawan Pemerintah vyang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan tetap dan pembayaran lain, dengan
nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau Jjabatan
yvang dibebankan kepada Keuangan Negarar

¢} Badan Dana Pensiun yang merbayar dana pensiunj

d) Perusahaan dan badan-badan yang membayar honorarium
_atau pembayaran lain sebagal imbalan atas jasa yang
dilakukan di Indonesia oleh tebnaga ahli dan atau
persekutuan tenaga ahli sebagai wajib pajak dalam

negeri vang melakukan pekerijaan bebas;

123 gyparman, Op.Cit, Hal. 103-104.
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e) Mereka yang membayar Deviden, bunga, sewa, royalti,
imbalan atau Jasa tehnik dan jasa manajemen. Yang
dimaksud dengan mereka adalah baik badan swésta,
pemerintah maupun perorangan;

f) Orang pribadi yang memotong PPh dari Wajib Pajak Luar
Negeri vyang menerima pembayaran bunga, dividen dan
sebagainya.

Pemungut pajakladalah:

a) Bendaharawan pemerintah .untuk pembayaran barang dan
jasa dan Anggaran Belanja Negara dan Anggaran Belanja
Daerah;

b) Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk kegiatan import,
Direktorat Jenderal Anggaran dan badan-badan lain untuk
pembayaran barang dan atau jasa yang mempercleh
pembayaran dari Belanja Negara dan Belanja Daerah.

Orang atau badan-badan vyang disebutkan itulah Yang dapat
tidak menyetorkan atau kurang menyetorkan pailak vang

dipotong atau dipungut.

Ad.5. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia;
Dalam bidang pajak kewajiban merahasiakan memang perlu
diberikan. Menurut Santosa Brotedihardije, kewajiban itu

bukan hanya untuk kepentingan Wajib Pajak, melainkan Juga




untuk kepentingan petugas pajak sendiril?¥3?

wWajib pajak
harus dilindungi, artinya kepercayaan yang telah diberikan
oleh Wajib Pajak kepada petugas pajak, dengan memberikan
keterangan, memperlihatkah buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lainnya tidak boleh disalahgunakan oleh
petugas pajak. Petugas itu tidak boleh
meneruskan/memberitahukan kepada pihak lain, hal-hal vang
diketahuinya sebab dapat menimbulkan kerugian bagi walib
pajak {rahasia perusahaan). Untuk kepentingan petugas pajak,
artinya ia dapa£ menolak sekeras-kerasnya setiap permintaan
mengenai rahasia Wajib pajak, dari pihak manapun baik swasta
maupun pemerintah, dengan demikian tidak menghambat
pelaksanaan tugasnya. Dalam hal kerahasiaan ini Santosa
Brotodihardje Jjuga mengatakan bahwa kewajiban itu akan
membuat rakyat tidk akan segan-segan memberikan informasi
tentang segala data yang memang sangat diperlukan untuk
kepentingan penetapan pajaknya.Kewajiban merahasiakan tidak
hanya ditetapkan pada petugas pajak, tetapi Jjuga setiap
orang atau pegawal wvang pekerjaannya berhubungan dengan

pembukuan perusahaan (akuntan).

1 sartosa Brotodihardjo, Op.Ct, Hal 34,
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BAB IIT
HASTI, PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. KEBIJAKAN PENERAPAN HUKUM PIDANA SELAMA INI DALAM UPAYA
MENANGGULANGI BERBAGAI BENTUK KEJAHATAN DIBIDANG
PERPAJAKAN.
A.l1.Urgensi Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara;
Hampir semua.negara di dunia ini mengandalkan pajak

sebagal penyumbang utama pendapatan dalam negeri, bahkan ada

o0

negara yang penerimaan pajaknya hampir mencapai 100
Begitu Jjuga halnya dengan pemerintah Indonesia, pajak
merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar bagi
penerimaan negara utamanya sejak harga minyak bumi semakin
tidak menentu dan cenderung semakin menurun pada dekade
1980~an. Kondisi ini memaksa pemerintah mengambil kebijakan
untuk menyelamatkan penerimaan negara, yvakni dengan menggali
penerimaaan diluar sektor migas. Kebijakan yang ditempuh
adalah menjadikan penerimaan pajak sebagai andalan
penerimaan negara.Pemerintah memerlukan uang banyak untuk
menutup pengeluaran rutin dan pembangunan, sedangkan untuk
sementara waktu hasil migas belum dapat diandalkan.'?®

Kebijaksanaan negara pada dasarnya mencerminkan suatu

hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.
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Kebijaksanaan negara merupakan apa yang dipilih pemerintah
untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Secara filosofis
dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan negara merupakan jawaban

terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga

-diharapkan kebijaksanaan negara selalu sesual dengan

kepentingan masyarakat'?® Pilihan yang diambil pemerintah
dengan menjadikan sektor perpajakan sebagai sumber andalan
penerimaan negara merupakan pilihan untuk mengurangi
ketergantungan finansial eksternal. Pemerintah Indonesia
secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembeayaan
pembangunan internal. Sumber pembeayaan pembangunan internal
terutama berasal dari penerimaan migas dan non migas.
Penerimaan non migas meliputi penerimaan perpajakan.

Dalam masa krisis ekonomi yang dipicu antara lain oleh
instabilitas {(terdepresiasinya) nilai tukar rupiah sejak
pertengahan tahun 1997, upaya meraih kemandirian pembeayaan
pembangunan mendépat banyak kesulitan. Gejolak nilai tukar
rupiah dan harga minyak menyebabkan fluktuasi penerimaan dan
peran migas dalam pembeayaan pembangunan. Dalam APBN
1997/1998 peranan migas (Rp.14.871,1 M) adaiah 16,9 % dari
total penerimaan dalam negeri (Rp.88.060,7 M) . Jatuhnya
nilai tukar zrupiah dalam tahun 1998 terhadap US S

(Rp.10.600,00 per US s 1) mendongkrak peranan migas

12 James Anderson, 1998, Prospek Pendapatan Pemerintah dari Sektor Perpajakan, Jurnal Kipas, Vol.1




(Rp.49.711,4 M) menjadi 33,3 % dari penerimaan dalam negeri
(Rp.149.362,5 M). Namun dalam APBN 1999/2000 membaiknya
nilai tukar rupiah (Rp.7.500,00 dan menurunnya harga jual
minyak (US S 10,5) menekan peranan migas (Rp.20.965,00)
menjadi 14,99 % (lebih rendah dari tahun 1997/1998) .

Sebaliknya peranan perpajakan dari 73,5 % (1997/1998), vyang

. sempat menurun menjadi 48,8 % (1998/1999}), naik menjadi 66,8

% (1999/2000), Mungkin dalam keadaan seperti saat ini, dalam
batas-batas tertentu berusaha untuk meningkatkan peranan
perpajakan. Peningkatan peranan perpajakan tersebut,
merupakan kepedulian bersama mengingat berbagai pihak
berpendapat bahwa Tax Ratio (angka banding antara penerimaan
pajak dengan Produk Nasional Bruto (PDB)) masih berada di
bawah ratio beberapa negara ASEAN {dengan menvyadari bahwa
inkam perkapita kita merupakan yang terendah). Diharapkan
bahwa potensi perpajakan dari migas dapat digali lebih
optimal untuk dapat meningkatkan tax ratio dimaksud.:?’
Penerimaan pajak mempunyai peranan yang strategis dalam
menunjang operasi fiskal pemerintah. Pajak disamping
sebagai sumber penerimaan utama negara (budgetary) juga
mempunyai fﬁngsi sebagali alat untuk mengatur (regulatory)

dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian.

dari Sektor Perpajakan, Jurnal Kipas, Vol.1 Nomor 13 Oktober 1999,
""" Gunadi, Sistem dan Visi Perpajakan Indonesia, Berita Pajak No. 1390/Tahun XXXI/ 1 Maret 1999.
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Sebagai alat anggaran, pajak digunakan untuk mengumpulkan
dana guna membeayail kegiatan-kegiatan pemerintah. Sebagai
alat pengatur, pajak berfungsi untuk mengatur perekonomian
guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan
redistribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi. Bila kita
pelajari lebih mendalam maka penerimaan daiam negeri
sebagian besar disebabkan oleh pemasukan pajak-pajak dan
hasil dari minyak alam dan gas bumi.?® Selama berjalannya
pemerintahan ORDE BARU sampai dengan pemerintahan GOTONG
ROYONG pajak yang dipungut pemerintah dari tahun ke tahun
menunjukkan perkembangan yang cukup sifnifikan. Dari masing-—
masing Jjenis penerimaan pajak selama kurun waktu 1969/1970
sampai dengan 1899/2000 kontribusi rata-rata Pajak
Penghasilan (PPh) terhadap penerimaan pemerintah menempati
urutan pertama dengan rata-rata per-tahun sebesar
Rp.7.614,97 miliar, disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dengan rata-rata per-tahun sebesar Rp.6.775,05 miliar,
sedangkan pajak lainnya menempati urutan paling akhir dengan
rata-rata Rp.187,64 miliar per-tahun.'?® Reformasi perpajakan
vang dimulai pada tahun 1983 dengan menggantikan Undang-
Undang Warisan kolonial, disusul reformasi kedua pada tahun

1994 reformasi ketiga pada tahun 1997 dan terakhir reformasi.

'*® Rochmat Soemitro, Arti, Peran, dan Fungsi Pajak dan dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi
(Mikro & Makro), “s.a™ Hal. 4.
% Ibid, Hal. 36-37.
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pada tabun 2000, Kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan
yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut erat kaitannya
dengan perekonomian bangsa yang dapat tercermin dari
Pendapatan Domestik Bruto {PDB) .

Reformasi perpajakan hampir kesemuanya dilandasi oleh
tanggung Jjawab negara dalam pembangunan nasional tanpa
mengandalkan bantuan dari luar atau sektor migas. Seperti
reformasi perpajakan pertama dilandasi dengan turunnya harga
minyak bumi secara terus menerus sejak pertengahan 1980 ,
yang berakibat menimbulkan kesulitan yang sangat besar bagi
perekonomian , karena sejak tahun 1974 sumber utama dari
penerimaaan negara adalaﬁ dari sektor minyak dan gas
pbumil®.Yang sebenarnya gejala-gejala turunnya harga minyak
dan gas bumi mulai nampak didalam komposisi penerimaaan
dalam negeri. Penerimaan dari minyak dan gas bumi dalam
REPELITA III merupakan kurang lebih 70 % dari penerimaan
dalam negeri dan dalam REPELITA IV penerimaan tersebut akan
menurun menjadi kurang lebih 60 % saja,
dengan perencanaan pertumbuhan Produk Bruto Domestik rata-
rata 5 % selama REPELITA IV, maka sudah jelas bahwa untuk

kelanjutan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan pada

penerimaan minyak dan gas bumi, mau tidak mau penerimaan

130 Miyasto, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Pemda Tingkat I Jawa Tengah, 1991, Hal.10.
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dalam negeri dari sektor pajak harus ditingkatkan apabila
diinginkan agar pertumbuhan rata-rata 5 % itu bisa

1
L

tercapai13 menyebabkan pemerintah mulal melihat pada sumber-
sumber penerimaan diluar minyak dan gas bumi, salah satunya
diantaranya adalah Pajak yang pada saat itu belum dikelcla
secara optimal.

Balada goncangan ekonomi telah membuat krisis ekonomi
di kawasan ASEAN, yang menyebabkan beban keuangan negara dan
menurunnya cadangan devisa yang dimiliki pemerintah,
sehingga dapat menyebabkan berkurangnya investor yang masuk
ke Indonesia., Dalam perkembangan politik dan keamanan
dinegara kita sejak 1997 dengan perubahan Kkekuasaan atau
pemerintahan, semakin menambah beban perekonomian karena
selain dapat menahan atau mengurangi minat investor masuk
dalam kegiatan perekonomian. Mengantisipasi perkembangan
ini, baik pemerintah maupun lembaga legislatif mencoba
memberikan solusi dengan menempatkan pajak sebagai sandaran
utama, baik sebagai sumber penerimaan negara, maupun sebagai
pengatur masalah perekonomian secara makro, maka tidak ada

jalan lain kecuali melakukan reformasi terhadap berbagai

macam peraturan perpajakan pada tahun 2000, antara lain

131 ¢ Sutanto, Latar Belakang dan Prospek Undang-undang Pajak 1983, Kertas Ketja Seminar,
diselenggarakan oleh Tim Pengkaji Hukum Ekonomi Pembangunan BPHN Dep.Keh, Hotet Borobudur
Intercontinental, Hal.8.
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Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata-cara Perpajakan;

Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan;

Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua .Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1883 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah;

Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan
atas undang-undang Nomor 19 tahun 1897 tentang
Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa;
Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Banyak pertimbangan yang menjadi dasar dari proses

penyusunan undang-undang pajak yang «baru. Pertimbangan ini
nampak pada pendapat akhir dari berbagai - fraksi mengenai
Rancangan Undang-undang {(RUU) tentang Perubahan Xedua atas
undang-undang nomor 6 tahun 1983, RUU tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, RUU tentang
Perubahan Ketiga atas undang—undang nomor 8 tahun 1983, RUU

tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 19 tahun 1997,
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dan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun
1997.***Dengan Undang-undang Pajak yang baru ini warga
masyarakat tidak lagi dianggap sebagail objek pajak akan
tetapi sudah menjadi subjek pajak dan diharapkan penyebaran
dan pemerataan bgban pajak lebih tersebar secara luas dan
pembangunan dapat dibeayai secara mandiri, mengingat sudah
menjadi ketetapan kebijaksanaan pemerintah semenjak Repelita
I bahwa unsur bantuan luar negeri dalam pembeayaan
pembangunan merupakan suplemen.'®’

Pada proses penyusunan UU Pepajakan tahun 2000 banyak

'segi-segi pertimbangan dari berbagai fraksi, yang pada

umumnya Tmenekankan pajak sebagail salah satu sumber
pendapatan negara yang besar.
Pendapat akhir dari Fraksi FPartai Démokrasi Kasih
Bangsa, dalam pertimbangannya antara lain
o Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dibidang
perpajakan merupakan salah satu keharusan dalam menata
o kembali perekonomian bangsa dan melepaskan dirl dari
situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan, mendukung
proses pemulihan ekonomi nasional, untuk mewujudkan
sistem dan tata cara perpajakan yang lebih adil setara

dan mendukung peningkatan penerimaan negaraj

1% Pendapat akhir dari berbagai fraksi disampaikan pada pembicaraan Tingkat [V anggota Pansus pada
tanggal 24 Juli 2000 di Gedung DPR/MPR.
13 {JU Perpajakan 1983 dan Pandangan Pengusaha Indonesia, “s.a” oleh DR Arifin P.Soria Atmadja.
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0 Roda perekonomian nasional sebagal sarana utama dalam
upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat sangat bergantung
pada penerimaan negara dari sektor perpajakan. Karena
itu sikap mental, ketaatan, dan disiplin dari segenap
pejabat dan petugas pajak serta seluruh rakvat
Indonesia sangat perlu untuk terus menerus
ditingkatkan;

© Sehubungan dengan itu administrasi perpajakan harus
secara aktif mendukung pelaksanaan tugas-tugas
pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi,
bhaik baQi wajib pajak maupun juga bagi pejabat petugas
pajak;

© Secara khusus perlu terus menerus ditekankan bahwa
sektor perpajakan adalah sangat rawan terhadap praktek
KKN,‘ karena itu segenap pihak harus terus menerus
mengawasinya.

Pendapat akhir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (F-PDIP), dalam pertimbangannya antara lain

© Untuk upaya lebih memberikan keadilan dan meningkatkan
pelayanan kepada wajib pajak serta lebih dapat
diciptakan kepastian hukum; |

© Ada catatan-catatan khusus menegenai RUU yang diajukan,
yaitu secara keseluruvhan ketentuan perpajakan lebih

banyak memuat kewajiban kepada wajib pajak, secara
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eksplisit sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan
oleh fiscus belum nampak sama sekali dalam peraturan
perpajakan. Tidak adanya Check and balance antara wajib
pajak dengan fiscus bila terjadi kelalaian baik yang
sengaja maupun yang tidak disengaja yang dilakukan oleh
petugas pajak dalam menghitung kewajiban pajak dari
wajib pajak, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan
negara ditekankan untuk membeayai peningkatan
pengeluaran akibat dari program rekapitalisasi
perbankan nasional;

o Dalam pelaksanaan perpajakan benar-benar penerapah azas
keadilan perpajakan dapat ditegakkan baik formil maupun

materiil.

Pendapat akhir dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), dalam

pertimbangannya antara lain
o Seperangkat undang-undang perpajakan yang baru
dimaksudkan- sebagai usaha untuk memperbaiki
administrasi perpajakan yang mencakup kaedah dan
tindakan~tindakannya;
o Berdasarkan ketentuan baru dalam peraturan perpajakan
akan meningkatkan pendapatan negara secara lebih baik,

disamping membuat transparansi atau keterbukaan juga

memberikan rasa keadilan yang lebih baik terhadap wajib
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| pajak masyarakat, -juga menjamin tegaknya supremasi

hukum dalam bidang perpajakan;

} o Berdasarkan peraturan perﬁajakan vang baru diatur lebih
jelas porsi yang dimiliki antara pusat dan daerah dan
akan berpengaruh terhadap penbagiannya, sehingga akan
terhindar dari upaya daerah untuk memisahkan diri dari
negara kesatuan Indoensia;

o Perubahan peraturan perpajakan mempunyai latar belakang

dan motivasi mendasar dalam rangka mewujudkan upaya

E peningkatan pendapatan negara, menciptakan pemerataan
| pembangunan serta menciptakan iklim yang lebih segar
bagi invgstor, disamping - memberikan kepastian hukumn
bagi para wajib pajak dan masyarakat.
| Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan {(F-PPP),
dalam pertimbangannya sebagal berikut
o Perubahan peraturan perpajakan harus sejalan dengan

peningkatan pajak yang menganut prinsip keadilan dan

kejujuran dan harus sesuai dengan kerangka besar
kebijakan fiscal yang menganut prinsip transparansi,
disiplin, keadilan, efisiensi, dan eféktifitas;
o Bahwa memacu penerimaan negara melalui pemungutan
pajak dalam berbagai bentuknya apakah itu Pajak
| Penghasilan (PPh), Pajak Pertanbahan Nilai (PEN), dan

lain-lain harus dibaca sebagai MEMBERATKAN MASYARAKAT,
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untuk itu dalam memacu penerimaan negara iini harus
dibarengi dengan dilakukannya upaya-upaya maksimal
untuk  membangun kesadaran masyarakat agar taat
membayar pajak, selain itu pertanggungjawaban publik
aparat Direktoraﬁ Pajak dan akuntabilitas publik
penggunaan uang yang berasal dari pajak ini harus
betul-betul digunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, sehingga adagium orang bijak taat
pajak diperlebar menjadi aparat pajak adalah orang
bijak.

Pendapat akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), dalam

pertimbangannya antara lain :
o Persoalan RUU Pajak bukanlah sekedar memenuhi komitmen

reformasi pajak yang digariskan dalam Letter of Intent

(LOI) dengan dana moneter Tnternasicnal (IMF), namun

yang lebih penting lagi adalah upaya mempercepat

pemulihan ekonomi yang lambat;

o Mengingat beban Yyang ditanggung rakyat dalam masa

sekarang ini sangatlah berat, . terlebih kondisi dunla

usaha yang belum pulih benar, berbagal permasalahan

yang muncul, bencana alam, dan gejolak pasar yang

negatif seluruhnya memberikan pengaruh terhadap kondisi

perekonomian Indonesia, vang akan mengakibatkan

pendapatan perkapita Indonesia sangatl sulit untuk
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didongkrak naik, maka tindakan perlu dilakukan terhadap
pejabat atau  pengusaha yang telah memanfaatkan

fasilitas pemerintah bila dengan berbagai cara berupaya

untuk menghindari pajak.

Pendapat akhir Fraksi Reformasi, dalam pertimbangannya

sebagai berikut

© Realitas membuktikan bahwa negara-negara yang dibantu

IMEF ternyata justru mendapat tambahan masalah baru,
vakni ketergantungan vang berkepanjangan, tentu sebagai
bangsa yang besar kita ingin mengalami hal vang serupa,
oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi kita kecuali
harus mgnjadi bangsa yang mandiri, bebas dari tekanan
politik, ekonomi pihak asing. Maka pajak lah harapan
menjadi bangsa yang mandiri tersebut bgrgantung;

Tujuan dari penyempurnaan undang-undang Perpajakan
adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukumn,
mewujudkan efisiensi dan kesederhanaan pemungutan
rajak, meningkatkan pelayanan dan penyederhanaan
administrasi perpajakan agar masyarakat dapat memenuhi
kewajiban perpajakannya dengan mudah sesuai dengan

peraturan perundangan yang ada.

Pendapat akhir Fraksi TNI/POLRI, dalam pertimbangannya

sebagai berikut
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0 Perkembangan sosial ekonomi dimasyarakat berkembang
pula aspirasi dan tuntutan masyarakat demikian pula
dalam perpajakan agar dapat meberikan rasa keadilan dan
kepastian hukum, peningkatan pelayanan, efisiensi,
penyederhanaan administrasi pemungutan pajak, dan
dicegah adanya praktek KKN;

o Salah satu tolak ukur keberhasilan kebijakan fiscal
terletak pada kemampuan peningkatan penerimaan dalam
negeri dan mengurangi ketergantungan pinjaman luar
negeri, disamping melakukan efisiensi dan menekan
pengeluaran negara.

Pendapat akhir Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB), dalam
pertimbangannya sebagai berikut

0 Untuk masa mendatang pajak harus dapat dijadikan
sebagal sumber utama pendapatan negara. Dengan besarnya
penerimaan pajak, pembangunan dapat dilaksanakan dengan
kekuatan sendiri dan lepas dari ketergantungan negara
asing, yang selalu memasukkan kepentingannya melalui
bantuan-bantuan luar negeri;

O Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan vang
berlaku, tampaknya akan mengalami kendala apabila tidak
diikuti oleh upaya-upaya vang lebih intensif baik

melalui program-program yang bersifat mendorong dan
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memberi motivasi, seperti antara lain pemberian
insentif dan hadiah, maupun sanksi yang akan diterima
apabila tidak membayar pajak;

o Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, harus memperhatikan
asas-azas keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan
kesederhanaan sistem administrasi yang memudahkan wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Jika hal ini
dapat dipenuhi, maka bersamaan dengan 1tu sistem
pengawasan terhadap pelaksana/petugas pajak harus dapat
menjamin menghilangkan terjadinya KKN. Selama ini kedua
hal tersebut memiliki korelasi positif terhadap
semangat masyarakat membayar pajak dan berkurangnya
realisasi dibanding potensi pajak yang ada.

Pandangan akhir Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-
KKI), dalam pertimbangannya sebagai berikut

o Untuk meningkatkan peran dan kedudukan sektor pajak
dalam pembeayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan nasional serta memberikan iandasan hukum
vang lebih kokoh, adil, tegas, Jjelas dalam pemungutan
pajak dengan cara mengadakan perluanya perubahan
peraturan perpajakan;

o 'Untﬁk mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan
kesederhanaan  pemungutan pajak, memberikan rasa

keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak,
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.nemberikan rambu-rambu yang jelas dan tegas agar tidak
terjadi penyimpangan, meningkatkan disiplin serta
profesionalisme aparatur pajak.

Pandangan akhir Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah {(F-PDU) ,
dalam pertimbangannya sebagai berikut

0 Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan
negara utama, maka mempunyai peranan dan kedudukan yang
penting dalam upaya meningkatkan pelaksanaan
pembangunan nasional disegala bidang serta mendukung
kinerja penyelenggaraan pemerintahan;

o Dalam konteks mempercepat pemulihan ekonomi (Economic
recovery) . faktor stabilitas ekonomi sangat penting,
stabilitas ekonomi dapat dicapai dengan melakukan
berbagai revitalisasi atau reformulasi kebijakan
fiskal, untuk itu kebijakan fiskal dimasa datang
haruslah kebijakan fiskal yang sehat, kredibel,
sustainable, transparan, dan fleksibel, artinya
kebijakan fiscal hendaknya berorientasi kepada
kepentingan perekonomian secara luas.

Dari beberapa pertimbangan yéng dikemukakan oleh tiap-tiap
fraksi yang dilakukan pada waktu penyusunan undang-undang
perpajakan, baik perundang-undangan tahun 1983, tahun 1994,
maupun tahun 2000 jelés terlihat dasar kebijakan dalam

perpajakan lebih menitik beratkan kepada 2 (dua) fungsi
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pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulasi. Fungsi
budgeter berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat untuk
mengumpulkan dana dari masyarakat vyang kemudian digunakan
untuk membeayal administrasi pemerintahan dan kegiatan-
kegiatan pembangunan. Fungsi regulasi terutama berkaitan
dengan peranan pajak dalam mengatur irama kegiatan e%onomi,
alokasi sumber, redistribusi pendapatan, dan konsumsi. Pajak
adalah - salah satu alat kebijaksanaan fiskal vyang dapat
digunakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi melalui
pasar barang (commodity market). Pada saat kondisi ekonomi
cenderung ke arah inflasi ({overheating economy), maka salah
satu kebljaksanaan yang dapat dilakukan pemerintah adalah
kebijaksanaan fiskal vang bersifat konstraksi, vang
instrumennya adalah menurunkan pengeluaran pemerintah
dan/atau meningkatkan pajak. Sebaliknya apabila ekonomni
sedang mengalami kelesuan, meka salah satu kebijaksanaan
yang dapat diambil adalah kebijaksanaan fiskal yang bersifat
ekspansif, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah
dan/atau menurunkan pajak.

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan
diatas, maka tampaknya kebijakan kriminalisasi dalam praktek
selama ini ({(dapat dilihat dari kebijakan legislatif undang-
undang perpajakan) ditempuh dengan pendekatan yang

berorientasi pada kebijakan, balk itu pendekatan ekonomi
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maupun pendekatan fiskal. Terlihat ada beberapa perbuatan
yang telah dikriminalisasikan dalam peraturan perundangan
perpajakan, namun ada upaya lain (administrasi), sehingga
perbuatan itu tidak dipidana. Misalnya :Dalam Undang-undang
No.16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua. atas Undang-undang
Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata-Cara
Perpajakan. Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya:

a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi
isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
melampirkan keterangan yang isinya tidak
benar;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada

pendapatan negara, dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (sétu) tahun dan atau

denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Perbuatan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan karena alpa
dimungkinkan ada 2 (dua) kesalahan yang dilakukan wajib
pajak, vaitu terlambat menyampaikan surat pemberitahuan atau
Waijib Pajak tidak = menyampaikan sama sekali Surat
Pémberitahuan. Akan tetapi kapan Wajib Pajak disebut sebagai

terlambat menyampaikan SPT atau tidak menyampaikan SPT. Hal
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tersebut dapat ditemui dalam penjelasan Pasal 7 dan
penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No.16 tahun 2000.
Disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 bahwa Wajib Pajak yang
tidak mematuhi kewajiban formal menyvampaikan SPT sesuai
dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi berupa
denda administrasi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah)untuk SPT masa dan sebesar Rp.100.000,00 (seratus
ribu rupiah) untuk SPT tahunan.Seperti telah dijelaskan
dalam bab sebelumnya, batas waktu penyerahan SPT adalah 3
(tiga) bulan setelah Dberakhirnya Tahun Pajak (untuk SPT
Tahunan) dan dua puluh hari setelah berakhirnya masa Pajak
{(untuk SPT Masa). Jika SPT yang disampaikan melampaui batas
waktu, masih dianggap sebagai kelambatan. Jika batas waktu
sudah dilampaui, Wajib Pajak belum menyampaikan SPT nya,
kemudian ditegur secara tertulis tetap tidak menyampaikan
SPT dalam waktu yang ditetapkan, maka Wajib Pajak dianggap
tidak menyampaikan SPT. Bila ini terjadi, diterbitkanlah
Surat Ketetapan ©Pajak vang didalamnya berisl sanksi
administrasi. Penanganan selanjutnya terhadap Wajib Pajak
yang telah diterbitkan SKP adalah dikeluarkan Surat Tagihan
Pajak dan Surat Paksa, berturut-turut sampai pada penyitaan,
pelelangan, dan penyanderaan.

Dalam hal SPT yang telah diserahkan kepada Kantor

pelayanan Pajak apabila menurut Wajib Pajak tidak benar
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karena kealpaannya, dan dengan kesadarannya sendiri ia
membetulkan SPT-nya sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan}
wajib Pajak dijatuhi hukuman administrasi berupa bunga
sebesar 2 %. Apabila telah dilakukan tindakan pemeriksaan,
Wajib Pajak memperbaiki SPT-nvya termasuk lampiran-
lampirannya atas kemauan sendiri, Wajib Pajak harus melunasi
pajak yang sebenarnya terhutang beserta denda
administrasinya sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang
kurang dibavar. Ketentuan ini berlaér‘apabila terhadap wajib
pajak itu belum dilakukan tindakan penyidikan.

Kebijakan legislatif di atas merupakan salah satu
contoh bahwa dalam perpajakan,:kebijakan kriminalisasi dalam
praktek selama ini banyak ditempuh dengan pendekatan yang
berorientasi pada perekonomian sesuai dengan tujuan pajak
itu sendiri sebagai salah satu sumber penerimaan
negara.Disamping adanya sanksi-sanksi administrasi vyang
berupa bunga, denda, dan kenaikan dalam undang-undang
perpajakan, Kebijakan kriminalisasi perpajakan selama ini
lebih banyak menitik beratkan adaﬁya sanksi pidana vyang
berupa denda, seperti terlihat dalam:

a. Pasal 39 ayat (1) adanya sanksi pidana denda
paling tinggi 4 (empat) kali Jjumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar.
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Perpajakan;

bahwa ada

. Pasal 39 ayat (2) sanksi pidana denda
dilipatkan 2 (dua) kali;

. Pasal 39 ayat (3) sanksi pidana denda paling
tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang
dimohon dan atau kompensasi vyang dilakukan
oleh wajib pajak:

. Pasal 41 ayat (1) adanya sanksi pidana berupa
denda paling banyak Rp.4.000,000,00 (empat
juta rupiah):;

. Pasal 41 ayat (2) adanya sanksi pidana berupa
denda paling banyak Rp.10,000,000,00 (sepuluh
juta rupiah);

. Pasal 41A adanya sanksi pidana berupa denda
paling banyvak Rp.10.000.000,00 (sepﬁluh juta):;
. Pasal 41B adanya sanksi pidana berupa denda

paling banyvak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah) ;

Kebijakan Legislatif Tentang Ketentuan Pidana Dibidang

Seperti telah dijelaskan atau diuraikan dalam Bab I,

2 {dua) masalah sentral dalam Kebijakan Hukum

vaitu masalah
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1. Perbuatan apa yang seharusﬁya dijadikan tindak
pldana;
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan
kepada si pelanggar.
Demikian juga dalam hukum pajak, ada beberapa perbuatan yang
dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau tindak pidana di
bidang perpajakan dan bagi yang melakukan perbuatan tersebut
dikenail sanksi pidana. Dalam  hubungan ini penulis
nengartikan tindak pidana dibidang perpajakan ada beberapa
unsur yang harus terpenuhi, yaitu
a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang atau oleh
badan melalul orang;
b. Yang memenuhi perumusan undang-undang;
¢. Yang oleh undang-undang diancam  dengan
pidana;
d. Yang melawan / bertentangan dengan hukum;
e, Yang merugikan masyarakat atau orang;
f. Yang dilakukan dibidang perpajakan.

Kebijakan legislatif yang menguraikan tindak pidana
perpajakan selama ini dapat ditemukan dalam Undang-undang
Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata-
Cara Perpajakan maupuﬁ dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), maupun perundang-undangan lainnya.
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Diuraikan secara rinci berbagai macam tindak pidana,
baik yang ada dalam Undang-undang No. 16 tahun 2000, KUHP,
maupun perundangan lainnya.

Tindak Pidana yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 16
tahun 2000, yaitu

1. Tindak Pidana SPT (Surat Pemberitahuan):
— Tindak pidana SPT terlihat dalam Pasal 38

o Setiap orahg karena kealpannva tidak menyampaikan
Surat Pemberitahuan;

O Setiap orang karena kealpaannya menyampalkan Surat
Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar:

O Setiap orang karena kealpaannya menyampaikan surat
pemberitahuan tetapi tidak lengkap:

0 Setiap orang karena kealpaannya menyampaikan Surat
Pemberitahuan tetapi melampirkan keterangan yang
isinya tidak benar.

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- Uraian Tindak Pidana Surat Pemberitahuan (SPT) dalam Pasal
39 ayvat (1) sub.b dan c
g Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan
Surat Pemberitahuan (SPT);
a Setiap orang yang dengan sengaja menyampalan surat
pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak

lengkap;
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g Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Surat Pemberitahuan (SPT) vang diartikan sebagai surat
yvang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan atau pembayvaran pajak yang terhutang dalam
suatu masa pajak atau pada suatu saat atau dalam suatu tahun
pajak. Dengan demikian secara periodik Wajib Pajak akan atau
harus melaporkan semua kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam
suatu jangka waktu tertentu, secara rinci dalam suatu bentuk
formulir tertentu (termasuk SPT) dan atau menghitung semua
aspek perpajakannya meliputi semua Jjenis pajak tertentu
seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Jenis pajak lainnva
termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah (PPnPBm) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . 1**
Bahwa sejak adanya Reformasi perpajakan yang pertama
yaitu tahun 1983 secara mendasar system perpajakan telah
berubah dari system Official assessment ke system Self
assessment. Dalam Sistem ini Wajib Pajak mengambil sendiri

SPT {(Surat Pemberitahuan) bulanan maupun tahunan, mengisi

12¢ Undang-undang No. 16 tahun 2000 Pasal | butir 10 menguraikan Surat Pemberitahuan adalah Surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran Pajak, obyek
pajak, dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Butir 11 diuraikan Surat Pemberitahuan Masa adalah Sorat Pemberitahuan Untuk
Suatu Masa Pajak, butir 12 diuraikan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untak

suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
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SPT tersebut, SPT Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-
kurangnya memuat jumlah peredaran,jumlah ﬁenghasilan, jumlah
penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang térhutang,jumlah
kredit pajak, jumlah pajak yang telah diluﬁasi pada tahun
pajak berjalan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
serta harta dan kewajiban diluar kegiatén usaha atau
pekerﬁaan bebas bagi wajib pajak orang pribadi. Untuk Wajib
Pajak yvang wajib melakukan pembukuan harus diiengkapi dengan
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta
keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung
besarnya penghasilan kena pajak. SPT Masa Péjak Pertambahan
Nilali sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan
Pajak, Jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang

dapat dikreditkan, dan Jjumlah kekﬁrangan atau kelebihan
pajak. SPT .harus dilampiri dengan keterangan dan dokumen
yang dapat berupa antara lain Surat Kuasa, Surat Keterangan
dengan perkawinan dengan pisah harta dan penghasilan,
dokumen yang berkenaan dengan import atau eksport dan Surat
Setoran Pajak'®® dan setelah ditandatangani menyerahkannya
kepada instansi pajak {(Kantor Pelayanan 'Pajak) dengan
melampirkan surat-surat yang diperlukan, sehingga dapat

ditarik kesimpulan bahwa fungsi SPT bagi Wajib Pajak

15 Penjelasan Pasal 3 ayat (6) Undang-undang No.16 Tahun 2000.

123




Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungijawabkan perhitungan jumlah pajak yvang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:136

O Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
seﬁdiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan
pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun

‘Pajak;

0o Penghasilan vang meruﬁakan objek pajak dan atau bukan
objek pajak:

‘o0 Harta dan kewajiban:

Bagli Pengusaha Kena Pajak fungsi SPT adalah sebagai sarana
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan
jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan
tentang

0 Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran:

0 Pembayaran atau pelunasaﬁ pajak yvang telah diaksanakan
sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui
pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

bexlaku;

13 penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-andang No. 16 tahun 2000.
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Bagi pemotong atau pemungut pajak fungsi SPT adalah sebagai
sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak
vang dipctong atau dipungﬁt dan disetorkannya.

Bila dilihat penjelasan diatas, maka dalam SPT ada 2
(dua} perbuatan vyang tidak bisa dipisah~pisahkan, vyaitu
ketidak benarah atau ketidak Ilengkapan SPT dan keterangan
SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Keterangan-
keterangan nmrupakan data yang diisikan dalam SPT. Dengan
demikian SPT yang tidak benar pasti berasal dari keterangan
vang tidak benar, sedang keterangan vang tidak benar pasti
menghasilkan SPT yang tidak benar. Yang dimaksud dengan
keterangan tentunya keterangan tertulis yang dilampirkan
dalam SPT. Pembuat kebijakan dalam hal ini melihat bahwa
memberikan ancaman pidana terhadap keterangan yang tidak
benar atau tidak lengkap, pada hakekatnya semacam tindakan
preventif agar SPT Wajib. Pajak benar dan lengkap. SPT yang
disampaikan oleh wajib Pajak memang harus benar, lengkap,
dan Jelas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1)
Undang-undang No.l6 tahun 2000. Lampirannya ditetapkan dalam
Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 yaitu SPT
Pajak Penghasilan harus dilengkapli dengan laporan keuangan
berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan-
keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya

penghasilan penghasilan kena pajak. SPT untuk PPN dan PPnBM

e T

- [OPT-RUSTAK- DD
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harus dilengkapi dengan daftar ringkasan Faktur Pajak
Masukan dan daftar ringkasan Faktur Pajak Keluaran (Daftar
Ringkasan Pembelian dan Daftar Ringkasan Penjualan)®?’
Kebenaran SPT dan lampiran-lampirannya memang untuk
memperoleh perhitungan pajak vyang benar. Jika tidak benar
dan perhitungan pajak menjadi lebih kecil dari yang
seharusnya, maka negara dirugikaﬁ. Inilah yang hendak
dihindari oleh undang-undang pajak.
2. Tindak Pidana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Tindak Pidana ini tercantum dalam Pasal 39 ayat (1} sub.é
yang dirumuskan sebagai berikut:

» tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau

............

menggunakan tanpa Hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau

- Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal Z.... “
Tindak pidana Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari:

.0 Setiap orang yang dengan disengaja tidak mendaftarkan
diri pada Direktorat Jendral Pajak sehingga tidak
mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak:

O Setiap orang dengan disengaja menyalahgunakan atau

menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak:

137 Penjelasan Umum Undang-undang No. 16 tahun 2000.

126




o Setiap orang dengan disengaja tidak melaporkan usahanya
pada Direktorat Jendral Pajak sehingga pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak tidak dapat ditetapkan:

Pendaftaran diri kepada Direktorat Jeﬁdral Pajak untuk
mendapat NPWP ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor
16 tahun 2000. Dalam penjelasannya pendaftaran ini merupakan
aplikasi dari system Self Assesment, yaitu semua wajib pajak
wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak
untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sebagai Wajib Pajak
dan sekaligus unfuk mendapatkan Nomor Pokok Waijib Pajak
(NPWP) . Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) tersebut adalah suatu
garana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, oleh
kérena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu
Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain dari pada itu, Nomor Pokok
Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam
pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi
perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan,
Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak
yang dimilikinya.Setiap Wajib pajak sebagail Pengusaha vang
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena

Pajak. Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan
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usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat
kegiatan usaha dilakukan. Sedangkan bagi pengusaha badan,
kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha
dilakukan. Dengan demikian Pengusaha orang pribadi atau
badan vyang mempunyali tempat kegiatan usaha diwilayah
beberapa kantor Direktorat Jenderél Pajak wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak baik
dikantor Direktorat Jenderal Pajak vyang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha
maupun dikantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.Fungsi
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk
mengetahul identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya,
juga berguna untuk‘melaksanakan hak dan kewajiban dibidang
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah serta untuk Pengawasan administrasi perpajakan.’®®
Dengan begitu memang secara cepat petugas pajak dapat
mencari dan mengambil file Wajib Pajak. Yang harus
mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak secara tersirat dalam

Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 adalah subjek pajak yang

138 penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2000.
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memiliki objek pajak, ini bagi badan hukum. Bagi perorangan
adalah vyang dari objek pajaknya diperoleh penghasilan
melebihi Pendapafan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perlu diingat
bahwa NPWP yang tercantum dalam SPT, membuktikan bahwa SPT
tersebut adalah milik Wajib pajak, dengan demikian
pencantuman NPWP milik orang lain dalam suatu SPT atau
dokumen pajak lainnya bahkan akan merugikan diri sendiri.
Memang dalam pelaksanaannya perlu ada kekhawatiran terhadap
penyalahgunaan NPWP, dari segi pembayaran pajak, NPWP yang
tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SS5P) membuktikan bahwa
pemilik NPWP itulah pembayar atau penyetor pajak. Jika
menggunakan NPWP orang lain, pembayaran pajaknya akan
menjédi bukti pembayaran pajak orang lain. Dengan begitu
apakah perlu ada kekhawatiran fentang kemungkinan terjadinya
tindak pidana penyalahgunaan NPWP atau pemakaian NPWP orang
lain. Kekhawatliran memang perlu dan beralasan seandainya
penyvalahgunaan dan penggunaan NPWP mnilik orang lain tidak
berakibat pembayaran pajaknya menjadi pembayaran pajak si
pemilik NPWP, tetapi kekhawatiran itu dapat timbul apabila
lolosnya Wajib Pajak dengan cara tidak mendaftarkan diri
sebagai wajib Pajak dan memiliki NPWP, seperti telah
dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1967

tentang Perubahan dan penghapusan Tata Cara Pemungutan Pajak
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Pendapatan Tahun 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak
Perseroan Tahun 1925, antara lain sebagai berikut :'%°

™ reenens Para Wajib pajak, bkaru diwajibkan membayar pajak bkila
kepada mereka telah dikenakan/diberikan Surat Ketetapan
Pajak. Surat ‘Ketetapan Pajak itu Dbaru dapat digunakan
bilamana Wajib Pajak telah terdaftar pada Tata Usaha
Inspeksi Pajak. Akibatnya vyang tidak terdaftar dengan
sendirinya “lolos” dari pembayaran pajak....

3. Tindak Pidana Pembukuan:

Secara lengkap tindak pidana pembukuan terurai dalam Pasal
39 ayat (1) sub.e dan £, yaitu

o Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan
pembukuan yang palsu atau dipalsukan seolah-olah
benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara;

R Setiap orang vang dengan sengaja memperlihatkan
pencatatan yang palsu atau dipalsukan seolah-olah
benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara:;

g Setiap orang vyang dengan sengaja memperlihatkan
dokumen lain yang palsﬁ atau dipalsukan seolah-olah

banar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada

pendapatan negara;

¥ Soeparman, Op. Cit. Hal. 93.
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o Setiap orahg vang dengan sengaja tidak
menyelenggarakan pembukuan sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara;

Q Setiap orang dengan sengaja tidak menyelenggarakan
pencatatan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara; |

Q@ Setliap orang dengan sengaja tidak memperlihatkan
buku, catatan atau dokumen lainnyva sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

0 Setiap orang dengan sengaja tidak meminjamkan buku,
catatan,' atau  dokumen lainnya sehingga  dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Yang dimaksud dengan pembukuan édalah suatu proses
pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan
data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal,penghasilan’ dan beaya, serta Jjumlah harga perclehan
dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada
setiap Tahun Pajak berakhir.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, menetapkan
bahwa orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas di Indonesia diharuskan mengadakan
pembukuan yang cukup, untuk menghitung semua penghasilan

kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau
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jasa guna memperhitungkan jumlah pajak terhutang, jelasnya
Wajib Pajak PPh baik perorangan maupun badan hukum dan
Pengusaha Kena Pajak diwajibkan membuat pembukuan.Selain
Wajib Pajak yang diharuskan membuat pembukuan ada Wajib
Pajak yang diperkenankan hanya membuat catatan-catatan
Perhitungan, yvaitu Wajib Pajak yang peredaran usahanya dalam
satu tahun tidak melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan. Pencatatan yang dilakukan oleh Wajib
Pajak yang peredaran usahannya kecil diharuskan berisi
catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana, memuat
data pokok vyang dapat dipakai untuk memperhitungkan pajak-
pajak vang hafus dibayar cleh Wajib Pajak.

Pembukuan dan c¢atatan-catatan serta dokumen lainnya
memang berguna untuk mengetahui hasil yang diperoleh dan
beaya vang dikeluarkan oleh Wajib pajak dalam kegiatan
usahanya atau pekerjaan bebasnya. Dengan begitu perlunya
Wajib Pajak memperiihatkan atau meminjamkan pembukuan yang
dibuatnya tidak hanya berguna untuk keperluan perhitungan
hasil usaha yang pada g¢gilirannya untuk mengetahui besarnya
pajak, pembukuan juga berguna untuk menguji apakah Wajib
Pajak jujur atau tidak dalam melaporkan kegiatan usahanya.

Pembukuan dan catatan-catatan lainnya dapat dikatakan
sebagai bahan yang perlu dilampirkan dalam penyampaian SPT.

Bisa saja terjadi pembukuan yang dilampirkan dalam SPT tidak
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benar, Wajib pajak selain telah memenuhi kewajiban, dapat
mempunyal hak untuk mendapatkan pengembalian pembayaran
Pajak (restitusi), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17 UU
No.9 tahun 1994, tentunya setelah Direktorat Jenderal Pajak
melakukan penelitian dan pemeriksaan, menemukan jumlah pajak
yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau jumlah pajak
penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga
ternyata lebih besar dari jumlah pajak yang harus dibayar
oleh Wajib Pajak. Jika ini terjadi negara menderita kerugian
bila pembukuan yang dilampirkan dalam SPT adalah palsu,
tidak menutup kemungkinan kesalahan ini tidak hanya
ditimpakan secara keseluruhan terhadap Wajib Pajak, namin
petugas Pajak juga dapat dibebani kesalahan ini karena

kukuranghati-hatian atau kekurang telitian dalam pemeriksaan

‘pembukuan atau catatab-catatan lain.

4. Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah
dipotong atau Dipungut;
Tindak Pidana ini terurai dalam Pasal 39 ayat (1} sub.q,
yaitu
o Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan
pajak yang telah dipungut sehingga dapat menimbulkan

kerugian pada pendapatan negara;
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O Setiap orang vyang dengan sengaja tidak menyetorkan
pajak vyang telah dipotong sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara;

Untuk melunasi pembayaran Pajak dalam tahun berjalan, ada
3({tiga) cara yang ditetapkan dalam Undang~updang Nomor 17
tahun 2000 tentang pajak Penghasilan, yaitu:

1) Pemotongan oleh pihak lain;

2} Pemungutan oleh Pihak Lain;

3) Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.
Pihak vang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan
pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan
penyelenggara kegiatan.

O Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan pajak adalah orang pribadi
ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan
atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji,
upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan
nama apapun kepada pengurus, pegawal atau Dbukan
pegawai, sebagal imbalan sehubungan dengan pekerijaan,
jasa atu kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian
pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional
yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak.

Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran
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dengan nama apapun selain gaji, upah, tunjangan, dan
honorarium, dan pembayaran lin | seperti | bonﬁs,
gratifikasi, tantiem. Yang dimaksud dengan bukan
pegawai adalah orang pribadi vyang menerima atau
mempercleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan
dengan ikatan kerja fidak tetap, misalnya artis vyang
menerim,a atau memperoleh honorarium dari pemberi
kerja,.

Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau
lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan
Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri vyang
membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan
pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, Jjasa, atau
kegiatan.

Dana pensiun atau badan lain seperti badan
penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yvang
membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabungan
hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama
apapun. Dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran
lain termasuk tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan
secara berkala maupun tidak, yang dibavarkan kepada
penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, penerima

tabungan hari tua.
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a Dalam pengertian badan termasuk organisasi
internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat
(2)., Termasuk tenaga ahli orang pribadi misalnya
dokter, pengacafa, akuntan, vyang melakukan pekerjaan
bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri,
bukan untuk dan atas nama persekutuannya. Penyelenggara
kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah
atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau
diperoleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri
berkenaan dengan suatu kegiatan
0 Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara

lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk
organisasi internasiocanl, perkumpulan, orang pribadi
serta lembaga lainnva yang menyelenggarakan kegiatan.

Kegiatan vyang diselenggarakan misalnya kegiatan olah raga,

keagamaan, kesenian dan kegiatan lain,°

Orang atau badan-badan yang disebutkan atulah yang dapat

tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut. Tidak

menyetorkan artinya seluruh pajak yang dipotong °~ atau

dipungut tidak disetorkan kepada Kas Negara. Untuk sampai

kepada keadaan kapan pajak yang telah dipotong atau dipungut

tidak disetorkan perlu diketahui batas waktu penyetoran

1% penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-nadang Nomor 17 Tahun 2000,
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pajak-pajak itu. Pemotong PPh sehubungan dengan pekerjaan
(Pasal 21 TUndang-Undang Nomor 17 tahun 2000) harus
menyetorkan hasil pemotongannya selambat-lambatnya tanggal
10 bulan takwim berikutnya. Petugas Bea dan Cukal vyang
memungut PPh dan PPN/PPnBM (Pasal 22 Undang-undang Nomor 17
tahun 2000 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)
harus menyetorkan pajak yang dipungutnya satu hari setelah
pemungutan., Bendaharawan pemerintah yang memoteong pajak dari
pembayaran yang mempercleh pembayaran untuk barang dan jasa
darli Belanja Negara (Pasal 22 Undang-undang Nomcr 17 tahun
2000) harus menyetorkan pajak yang dipotongnya dalam waktu
7{tujuh) hari bulan takwim berikutnya. Wajib Pajak dalam
negeri yang memotong pajak atas penghasilan yang diberikan
kepada Wajib Pajak luar negeri harus menyetorkan pajak itu
dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah saat terutangnya pajak
(Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000). Badan
pemerintah yang memotong pajak dari Wajib pajak dalam negeril
lainnya selain bank dan lembaga keuangan lainnya dalam
pembayaran deviden dari perseroan dalam negeri, bunga,sewa,
royalty dan imbalan atas Jjasa tekhnik ({(Pasal 23 Undang-
undang nomor 17 tahun 2000). Pengusaha Kena pajak
(PPN/PPnBM) vyang dipungutnya dalam satu Masa Pajak, pada
tanggal 15 bulan Takwim berikutnya. Jadi apabila orang-orang

atau badan vang diserahi memungut pajak-pajak atau memotony
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pajak-pajak itu tidak menyetorkan'dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan, berarti ia telah melakukan tindak pidana
tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong,
seperti telah disebutkan diatas. Dan hal ini akan merugikan
pendapatan negara, karena seharusnya pajak yang telah
dipotong atau dipotong masuk ke kas negara namun tidak
disetorkan, entah itu untuk kepentingan sendiri atau
persekutuannnya.

5. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia:

Tindak pidana ini diuraikan dalam Pasal 41 Undang-undang
Nomor 16 tahﬁn 2000 ayat (1) dan ayat (2), vaitu

o Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi
kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000);

o Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya
atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
(Undang-undang Nomor 16 tahun 2000);

Maksud delik ini diancam dengan suatu pidana adalah untuk
mencegah disalahgunakannya bahan keterangan Wajilb pajak,
dalam persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal-usul
kekayaan atau penghasilan yang diperoleh, yang pada
hakekatnya merupakan rahasia pribadi, sesual dengan azas

hukum pajak. Pejabat pajak dan ahli yang diperbantukan
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memang memiliki data keterangan, dan catatan—-catatan

mengenal Wajib Pajak, terutama mengenail kegiatan-kegiatan

usaha dan keuntungan yang diperoleh, bahkan hutang dan

kewajiban—kewajiban penbayaran lainnya Jjuga bisa diketahui

oleh petugas pajak, Jika hal tersebut dirahasikan tentunya

merupakan hal yang wajar. " Kerahasiaan ini sangat

diperlukan supaya wajib pajak dalam memberikan data dan

keterangan tidak ragu-ragu.

Dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 tahun

2000, mengenal hal-hal vyang perlu dirahasiakan dan ini

diketahui oleh Pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang

ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu

pelaksanaan undang-undang perpajakan, dalam hal ini Dbisa

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan

sebagainya. Perihal tersebut adalah:

a) Surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain

yvang dilaporkan oleh Wajib Pajaks

b) Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan

penmeriksaan;

c) Dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga

yang bersifat rahasla;
dengan

d) Dokumen dan atau rahasia Wajilb pajak sesuvail

Xetentuan peratufan perundang-undangan yang berkenan.

14 goeparman, Op Cit. Hal. 118.
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kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan,
Dalam surat 1zin vang diterbitkan oleh Menteri Keuangan
harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk
dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan
untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin
tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang
dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.

Untuk melaksanakan pemeriksaan disidang pengadilan
dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan
masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan Menteri
Keuangan memberikan izin pembebasan atas Kewajiban
kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli yang ditunjuk
oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan
Peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan atas
permintaan tertulis dari Hakim ketua sidang.Dengan adanya
pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakn yang
diminta tersebut adalah hanya mengenal perkara pidana atau
perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut
bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang

bersangkutan.
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6. Tindak Pidana Menghalangi Pemeriksaan;

Tindak pidana ini terurai dalam 2 (dua) Pasal Undang-undang
Nomor 16 tahun 2000, yaitu Pasal 39 ayat (1)sub.d dan Pasal
41A. Uraian ke dua pasal tersebut adalah sebagai berikut :

o Setiap orang dengan sengaja menolak untuk dilakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara. (Vide Pasal 39 ayat (1) sgb. D Undang-undang
Nomor 16 tahun 2000 }:

o Setiap orang yang menurut Pasal 35 Undang-undang ini
wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi
dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti,
atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar.
(Vide Pasal 41A.Undang—undang Nomor 16 tahun 2000).

Dalam peraturan perundang-undangan pajak ditegaskan bahwa
Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang
melakukan pemeriksaan untuk:

@ Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakn;

o Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor (Pemeriksaan Kantor)
atau ditempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang
lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu

maupun tahun berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap
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wajib pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan
lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. Pelaksanaan
pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban
perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT,
pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban
perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau
kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.
Selain itu Pemeriksaan sederhana dapat juga dilakukan
untuk tujuan lain, diantaranya
O Menetapkan satu atau lebih .tempat teruvtang Pajak
Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21;
o Mengukuhkan atau mencabut Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak:
o Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
Dalam melakukan pemeriksaan unsure/pendekatan pembinaan
lebih diutamakan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
perpajakan. Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, wajib
memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan,
dokumen—-dokumen dan keterangan—-keterangan lain vang
diperlukan yang berkaitan dengan perolehan penghasilan atau
kegiatan usaha. Bilamana buku-buku, catatan-catatan, dan

dokumen—-dokumen yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh
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Wajib pajak dengan dalih untuk menghindarkan diri, petugas
pemeriksa diperbolehkan untuk mnemasuki tempat atau ruangan
yang menurut dugaan petugas digunakan sebagal tempat
penyimpanan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
tersebut. Untuk mencegah adanya dalih terikat pada
kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta
keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat
diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka
ditegaskan bahwa kewajiban merahasiakan ditiadakan.

Sudah menjadi kebiasaan dalam praktek pelaksanaan
pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak selalu
berhubungan dengan pihak ke tiga, antara léin dengan Bank,
akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor
administrasi, dan pihak ketiga lainnya baik dalam membuat
pembukuan atau catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang
diperlukan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Apabila
terjadi pemeriksaan yang dilakukan petugas pajak terhadap
wajib pajak yang Dbersangkutan, pihak ketiga ini wajib
memberikan keterangan atau bukti yang diminta oleh Pemeriksa
Pajak dengan terlebih dahulu Direktorat Jenderal Pajak
mengajukan permintaan secara - tertulis kepada pihak ketiga
dengan mendasari kepentingan pemeriksaan. Terhadap kewajiban
dari pihak ketiga untuk merahasiakan tentang keadaan wajib

pajak untuk keperluan pemeriksaan dan penyidikan pajak
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ditiadakan, kecuali untuk Bank, kewajiban merahasiakan
ditladakan atas perintah tertulis dari menteri Keuangan.

7. Tindak Pidana Mempersulit Penyidikan;
Tindak Pidana ini pengaturannya terurai dalam Pasal 41B,
yaltu
“Setiap orang vang dengan sengaja menghalangi atau
mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.”
Dalam penjelasan Pasal ini perbuatan mempersulit atau
menghalangi penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan
dicontohkan dalam. hal menghalangi penyidik melakukan
penggeledahan, menyembunyikan bahan bukti dan sebagainya.”
Dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan yang diancam

dengan sanksi pidana (delik perpajakan) adalah tindak pidana

a) Yang dilakukan oleh wajib pajak;
b) Yang dilakukan oleh pejabat:
c) Yang dilakukan oleh pihak ke tiga, yang bukan wajib
pajak dan bukan pejabat.
Apabila ditinjau dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana) ada beberapa pasal yang dapat dikualifikasikan
maupun diterapkan dalam pelanggaran dibidang perpajakan,

antara lain :

145




1. Pasal 209 KUHP (penyuapan);

Perbuatan pényuapan yang dilakukan oleh wajib pajak
atau orang lain, diancam dengan hukuman pidana dalam pasal
209 KUHP paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,. yaitu
barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang
pejabat dengan maksud menngerakkannya‘ untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam Jjabatannya yang bertentangan
dengan kewajibannya.

Mengacu pada rumusan unsur-unsur pasal tersebut diatas
berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20601
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan:
(L) Dipidané dengan pidana penjara paling singkat 1 ({satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda
paling sedikit sebagai delik korupsi dengan diancam pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
{(lima) tahun dan atau denda paling sedikit
Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)setiap
orang yang
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai

negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau
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tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannva; atau
memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau
penvelenggara negara karena atau berhubungan sesuatu
yvang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau
tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. Pasal 242 KUHP (memberikan keterangan palsu

diatas sumpah):

Perbuatan ini adalah memberikan keterangan palsu diatas

sumpah baik dengan lesan atau tulisan baik dirinya sendiri

maupun kuasanya yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan

pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat

3, Pasal 263 KUHP (memalsukan surat):;

(1) : Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan
surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan
atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan
sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakail
surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak
palsu, diancam Jjika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan

pidana penjara paling lama enam tahun;
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Ayat (2)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (1)

Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa
dengan sengaja memakal surat palsu atau yang
dipalsukan, seolah-olah sejati, Jjika pemakailan
surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 322 KUHP (membuka rahasia):

Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang
wajib disimpannya karena jabatan atau
pencariannya, balk vyang sekarang maupun Yyang
dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak
sembilan ribu rupiah;

Jika kejahatan dilakukan terhadap  orang
tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut
atas pengaduan orang itu.

Pemerasan dan pengancaman, Pasal 368 KUHP;

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yangd
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
itu atau orang lain atau supaya membuat hutang
maupun menghapuskan piutang, diancam  karena
pemerasan dengan pidana penjara paling lama

sembilan bulan.
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6. Pasal 372 KUHP (penggelapan);
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan

plidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak sembilan ratus rupiah.

7. Pasal 415 KUHP:
Seoranyg pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan
suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu

yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga

yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau

surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain
atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan
tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun.

Mengacu pada rumusan unsur—unsur pasal tersebut diatas
berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19599
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan:
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus
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lima puluh djuta rupish),pegawal negeri atau orang selain
pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan
umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan
sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan
karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga
tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau
membantu dalam ﬁelakukan perbuatan tersebut.
8. Pasal 416 KUHP;

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi
menjalankan suatu Jabatan umum terus menerué atau untuk
sementara waktu yang sengaja membuat secara palsu. atau
memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk
pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara
paling lama empat tahun.

Mengacu pada rumusan unsur-unsur pasal tersebut diatas
berdasarkan Pasal 9 Undang~Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan:
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 {satu) tahun
dan paling lama 5 (lima ) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
pegawal negeri atau orang selain pegawai negeri yang

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus




menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu
buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan
administrasi.

9. Kejahatan jabatan ,Pasal 417 KUHF;

Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas
menjalankan suatu Jjabatan umum terus menerus atau untﬁk
sementara waktu vang sengaja menggelapkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai barang-barang
vang dipergunakan guna menyakinkan atau membuktikan dimuka
penguasa yang berwenang,akta-akta, surat-surat atau daftar-
daftar vyang dikuasainya karena jabatannya atau membiarkan
corang lain nmnghilangkan , menghancurkan, merusakkan atau
membikin tak dapat dipakai barang-barang itu atau menolong
sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
Mengacu pada rumusan unsur-unsur pasal tersebut diatas
berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang—Undang' Nomor 31 Tahun 19899
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp.350,000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta

rupiah), pegawal negeri atau orang selain pegawai negeri
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yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus
menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja
a, Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau mebuat

tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar
yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka
pejabat vang berwenang, vang dikuasai karené
jabatannya:; atau

b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau mnembuat tidak dapat dipakai barang,
akta, surat, atau daftar tersebut; atau

C. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang,
akta, surat, atau daftar tersebut.

10, Pasal 418 KUHP;

Seorang pejabat vang menerima hadiah atau janji,
padahal diketahui atau éepatutnya harus diduganya bahwa
hadiah atau Jjanii itu diberikan karena kekuasaan atau
kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang
menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada
hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara
paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah.

Mengacu pada rumusan unsur-unsur pasal tersebut diatas

berdasarkan- Pasal 11 \Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan-Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan:
Dipidana dengan pldana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang _menerima
hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa
hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau
kewenangan yang berhubungan dengan Jjabatannya, atau yang
menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau Jjanji
tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

11, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425,

Pasal 435 KUHP;

Mengacu pada rumusan unsur-unsur pasal tersebut diatas
berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1993
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan:
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp.l.OO0.000.000,00 (satu milyar rupiah):
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pegawal negeri atau penyelenggara negara yang menerima
hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga
bahwa hadiah atau Jjanji tersebut diberikan untuk
menggerakkan agar melakukan tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya, vang bértentangan dengan
kewajibannya;

pegawal negeri atau penyelenggara negara yang menerima
hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa
hadiah tersebut diberikan sebagai akibat . atau
disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam Jjabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya;

hakim yang mnenrima hadiah atau janji, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji
tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara
vang diserahkan kepadanya untuk diadili;

seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri
sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadlah atau janji
tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat vang
akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang

diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

154




pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memamaksa seseorang memberikan sesuatu,
membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,
atau untuk mengerjakan sesuatu bagl dirinya sendiri:;
pegawal negeri atau penyelenggara negara yang pada
waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau
memotong  pembayaran kepada  pegawal negeri atau
penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum,
seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain
atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya,
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan
hutang;

pegawal negeri atau penyelenggara mnegara yang pada
waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima
pekerjaan, atau penyerahan barang, seoclah-clah
merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa
hal tersebut bukan merupakan utang:

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada
waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara
yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-clah
merupakan sesual dengan peraturan perundang~undangan,

telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya
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bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peratufan

perundang—undangan; atau
i. Pegawal negeri atau pényelenggara negara baik langsung

maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam
peﬁborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat
dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian
ditugaskan untuk mengurus atau mengéwasinya.

12. Pasal 421 KUHP;

Secrang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa
seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan
sesuatu diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan:;

Tindak pidana 1ini apabila ada Kketerkaitan dengan
perkara korupsi berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda
paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

13. Pasal 422 KUHP;

Pegawai Negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan
paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku, maupun
untuk memancing orang supaya memberi keterangan dihukum

penjara paling lama empat tahun;
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Tindak pidana ini apabila ada keterkaitan dengan
perkara korupsi berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 diancam dengan pidana penjara paling singkat
1(satu) tahun dan paling lama 6(enam) tahun dan atau denda
paling sedikit Rp.50,000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp.300.000.000,00 (tige ratus juta rupiah).

A.3. Penerapan Delik Korupsi Terhadap Pelanggaran Dibidang
Perpajakan;

Seperti telah diuraikan oleh penulis dalam bpab
terdahulu, sebagai tujuan penelitian ini adalah supaya tidak
terjadi kelampauan beban tugas atau kemampuan daya kerja
dari badan-badan penegak  hukum, maka dalam  proses
kriminalisasi evaluasi terhadap keseluruhan sistem harus
dilakukan secara terus menerus. Dengan penelitian inilah
salah satu cara untuk mengevaluasi sistem perpajakan,
terutama dari segi kebijakan hukum pidana.

Membicarakan penerapan delik korupsi ‘terhadap
pelanggaran dibidang perpajakan tidak terlepas dari adanya
keuangan negara yang dirugikan, baik dari sektor perpajakan
maupun korupsl ,unsur kerugian negara mutlak harus_ ada.
Kalau kita perhatikan secara sungguh-sungguh sumber
perumusan delik (sumber perumusan tindak pidana) maka

perumusan yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak
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Pidana Korupsi (UU No. 31 tahun 1999) Jo Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999, maka perumusan yang ada dapat digolongkan ke
dalam 2({dua) golongan ;142
a) Perumusan yvang dibuat sendiri oleh pembuat UUPTPK:;
b) Perumusan vyang langsung menyebutkan unsur-unsur yang
terdapat dalam masing-masing Pasal KUHP yang diacu;
Ke dua golongan ini tercantum didalam Bab II:
Pasal 2, Pasal 3 merupakan perumusan yang dibuat sendiri
oleh pembuat UUPTPK, sedang perumusan yang langsung
menyebutkan unsur-unsur yang ‘terdapat dalam masing-masing
pasal KUHP yang diacu ,ditarik dan disebut sebagal delik
korupsi adalah dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001 (seperti diuraikan dalam Bab terdahulu).
Perumusan vang dibuat sendiri oleh pembuat UUPTPK,
yaitu Pasal 2
(1} Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara, dipidana penjara seumur hidup atau

142 A Hamzah, Korupsi Dalam Pengelofaan Proyek Pembangunan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985,
Hal. 19
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pidana penjara paling singkat 4{empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp.200.000.000,00(dua ratus juta
rupiah) dan paling banvak
Rp.1.000,.000.000,00(satu milyar rupiah);

(2) Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1} dilakukan’dalam keadaan
tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 |

Setiap orang yvang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempataﬁ atau sarana yang ada padanya, karena
jabatan atau kedudukan yahg dapat merugikan keuangan negara
atau perekconomian negara, dibidana penjara seunur hidup atau
pidana penjara paling sidikit 1({satu) tahun dan paling lama
20{dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit
Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) .

Melihat perumusan ke dua pasal diatas, Pasal 3 sangat
jelas nampak ada unsur Jjabatan atau kedudukan pada setiap
orang, sehingga penafsiran setiap orang ini yang mempunyai
kedudukan dalam birockrasi pemerintahan. Sedang perumusan
Pasal 2 dapat disebut perumusan yang luwes atau karet.

Karena dalam perumusan pasal ini unsur setiap orang bisa
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melekat pada siapa saja tidak terbatas pada seseorang yang
mempunyai jabatan atau kedudukan, dapat juga pihak swasta,
asalkan ada keuangan negara atau perekonomian negara yang
dirugikan. Dalam undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang lama, yaitu UU No.3 tahun 1871 perumusan pasal
ini terurai dalam Pasal 1 ayat (l)a:

“Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan
vang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan
negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau
patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara”.

Disebut perumusan karet, gebab delik ini dapat
diterapkan terhadap semua perbuatan melanggar hukum yang
berakibat merugikan keuangan maupul perekonomian negara.
Seperti halnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 8 Maret 1995 No.107/PID/B/1994/PN.JKT.PST. Diperkuat
dengan putusan Pengadilan tinggi Jakarta pada Hari Kamis

tanggal 8 Juni 1995 No.41/Pen/1995/37/PID/95/PT.DKI, vyang

menyatakan
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1. Bahwa terdakwa Said Salmin Bin Salmin Al-%Zaidi selaku
Direktur Utama PT.Eden Mutiara Pasific berdasarkan akta
Notaris Pendirian Perusahaan No.19 tanggal 18 Mei 1991 dan
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Lima
dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu: 1.541.991.4-022
tanggal 21 Mei 1991, serta dikukuhkan sebagal Pengusaha Kena
Pajak {(PKP) Nomor: 022.,02551.05-91 tanggal 20 Mei 1991 atas
perbeyaan atau dana dari Abdullah Bin Salim Azubaidi
melakukan perbuatan secara berturut-turut sebanyak 14 (empat
belas) kali yaitu membuat, menandatangani dan menyampaikan
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai - (SPT Masa)
untuk masa bulan :

©m Juli 1991;

0 September 1991;

a Oktober 1891;

0O Nopember 1991:;

0 Desember 1991;

o Januari 1992;

o Pebruari 1992;

0 Maret 1992;

Q April 1992;

O Mei 1992;

g Juni 1992;

o Juli 1992;
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a Oktober 1992;

O Nopember 1992.
Sebanyak 14 (empat belas) kali kepada Kantor Pelayanan Pajak
Jakarta Pusat-Lima, serta memohon Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak (Restitusi), yang isinya/data-datanya tidak
benar berikut lampiran-lampirannya berupa:

- Faktur-faktur pajak sebanyak 1043 lembar yang
isinya tidak benar/fiktif atau palsu, seolah-olah
PT.Eden Mutiara Pasific telah membell Dbarang
tekstil dari pabrikan/supplier dan membayar Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), sebagai lampiran Pajak
Masukan.

- Bahwa pengumpulan faktur-faktur pajak fiktif atau
isinaya tidak benar itu diperoleh dari perantara-
perantara yang telah dihubungi oleh terdakwa atau
bawahan/staf terdakwa untuk mencari dan
mengumpulkan faktur-faktur pajak dari pedagang
eceran yang tidak membutuhkan faktur pajak dari
pabrikan,

- Bahwa perantara-perantara pengumpul faktur pajak
fiktif/isinya tidak benar itu adalah :AYONG,
JOSEPH JONATAN, TARWIN MARJAYA, H.RUHIMAT, IBNU
SANTOSA, SUNARTO vang khusus  menghubungi

pedagang-pedagang eceran yang membeli barang
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tekstil kepada pabrikan atau supplier, dimana
pedagang-pedagang eceran tersebut tidak
membutuhkan faktur pajak atas pembelian barang,
dan atas permintaan para @ perantara kepada
pedagang-pedagang eceran, agar pedagang eceran
meminta faktur pajak kepada pabrikan/supllier
atas pembelian barangnya dengan mengatasnamakan
atau mencantumkan nama PT Eden Mutiara Pasific
seolah-olah sebagai pembeli tekstil. Dan atas
pencantuman nama PT Eden Mutiara Pasific pada
faktur pajak, para pedagang mendapat imbalan 1 %
sampai dengan 2 % dari nilai Pajak Pertambahan
Nilai (PPN). Sedangkan para Supplier/Pabrikan
dengan menerbitkan faktur pajak kepada pembeli,
merupakan kewajiban dan Dbukti sebagai pajak
keluaran.

Bahwa hasil pengumpulan faktur-faktur pajak
fiktif/ vyang isinya tidak benar tersebut oleh
para perantara diserahkan kepada terdakwa atau
staf terdakwa bernama FUAZI ABDURAB untuk
mengajukan permchonan Restitusi PPN, sedangkan
para perantara jugda memperoleh imbalan 1% sampail

dengan 2% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) vang tercantum dalam Faktur Pajak.
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Disamping itu terdapat pula faktur-faktur
pajak/isinya tidak benar vyang diterbitkan oleh
beberapa perusahaan fiktif yang tidak diketemukan
dialamatnya, sesual dengan surat  keterangan
kelurahan setempat. Bahwa perusahaan-perusahaan
fiktif vyang menerbitkan faktur pajak .fiktif
isinya tidak benar untuk PT Eden Mutiara Pasific
adalah :CV. Aggraeni Kasih Pertiwi, Jalan Asem
Baris No.23 Jakarta Selatan; PT.Multi Kafya
Abadi,Jalan Rambutan No.27 Manggarai Selatan,
Jakarta Selatan; PT Sunrise Bumi Pertiwi, Jalan
Asem Baris IV No.33 Jakarta Selatan; PT Lautan
Mas, Jalan Asem Baris No,110A Jakarta Selatan:
PT.Mayertex Indonesia, Jalan Raya Bekasi KM.Z8
Bekasi.

Dokumen Eksport berupa pemberitahuan Eksport
Barang (PEB) yang telah difiat Muat oleh Pejabat
Bea dan Cukai, dokumen Pelayaran berupa Bill of
Lading (B/L) masing-masing sebanyak 141 _lembar
yang isinya tidak benar/fiktif atau palsu,
seolah-olah PT.Eden Mutiara Pasific ada
mengeksport barang tekstil vyang tertera dalam
Pemberitahuan Ekspert Barang (PEB) dan Bill of

Lading (B/L) dari Pelabuhan Tanjung Priok ke luar
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negari vyaitu negara-negara Timur Tengah yaitu
Jeddah, Dubai, Mesir sebagai lampiran pajak
keluaran, vang nilai harga barang/komoditinya
sama dengan nilai barang/komoditi yang tercantum
dalam faktur-faktur pajak pada lampiran pajak
masukan. Padahal faktur-faktur pajak tersebut
adalah fiktif atau palsu yang sudah tidak ada
barang yang dieksport.

Bahwa faktur-faktur pajak fiktif/isinya tidak
benar tersebut oleh terdakwa memerintahkan
stafnya agar data—-datanya dituangkan dalam
Pernyataan FEksport Barang (PEB} yang diajukan
pada Bank Devisa yaitu BCA Cabang Wahid Hasyim
Jakarta Barat.

Selanjutnya dengan data-data pernyataan eksport
barang {(PEB), Invoice dan Packing List yang
isinya tidak benar oleh terdakwa memerintahkan
stafnya bernama FAUZI ABDURAB untuk mengurus
dokumen pelayaran melalui Embarkasi Muatan kapal
Laut (EMKL) yaitu CV.TOYOJENE/saksi H.RIJANIC
WIRIOWIJOTO, guna memperoleh dokumen pelayaramn
berupa Bill of Lading (B/L), container, Fiat Muat
pada PEB oleh Pejabat Bea dab Cukai Tanjung

Priok.
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Setelah dokumen pelayaran dan container diperoleh
terdakwa mempergunakan cara eksport kbarang dengan
system CY/CY atau FCL artinya tidak dilakukan
pemeriksaan barang oleh Sucofindo sehingga tidak
ada dokumen LKP (Laporan Kebenaran Pemeriksaan).
Bahwa system CY/CY atau FCL adalah pengeksporan
barang tanpa membuka L/C sedangkan pengisian
barang/Stuffing ke dalam container dilakukan
sendiri oleh eksportir vyaitu PT Eden Mutiara
Pasific di Kantor Perusahaan Jalan Masjid I No. 9
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dengan demikian
Container Pelayaran dating ke kantor Perusahaan
atau qudang:

Selanjutnya container tersebut oleh Perusahaan
Pelayaran dibawa ke derméga dan dilakukan
penimbangan container sebelum dimuat dikapal;
Bahwa hasil penimbangan container oleh petugas PT
Pelabuhan Indonesia II (Persero) Unit Terminal
Peti Kemas terbukti bahwa secara actual berat
barang PT Eden Mutiara Pasific ternyata sedikit
sekali bahkan banyak yang kosong, namun setelah
penimbangan, container dimuat ke kapal untuk di

eksport sesuai dengan dokumen pelayaran;
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- Bahwa container yang kosong sebanyak 98 container
dengan perincian sebaéai‘berikut:
- Dalam PER dan B/L masing-masing sebanyak 141
dokumen eksport tercantum berat barang 765.158,4
Kg, yvang dimuat dalam 98 container-container yang
mana berat barang dalam container hanya 121.440
Kg, sehingga selisih berat barang dalam PEB dan
B/L dengan kenvataan hasil penimbangan barang
adalah 643.758,4 Kg yang fiktif atau kosong.
2, Bahwa'terdakwa membuat, manandatanganl dan  menyampaikan
Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
(Restitusi) terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Restitusi PPN)
sebanyak 14 {empatbelas) kali, yang dicairkan melalui BRI
Cabang Cut Mutiah, Jakarta dan BBD Cabang Jatinegara. atas

mata anggaran Direktorat Jenderal Pajak yaitu sebagai

berikut
-No. MASA PAJAK NO.TGL SPMKP JUMLAH

1. Juli 1991 0218884/01-10-91 662.824.412, -
2, September 1991 0218959/21-12-91 .553,840.907, -
3. Oktober 19891 0219009/29-01-92 252.219.893, -
4, Nopember 1991 0219032/22-02-92 899.832,499, -
5. Desember 1991 0219082/18-03092 1.198.095.482, -
6. Januari 1992 0219096/24-03-92 1.098.401,656,-
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7. Pebruari 1992 0215171/20-05-92 1.360.596.,926, -

8. Maret 1992 0219186/27~05-92 1.102.188.613,~
9. April 1992 0219219/01-17-92 1.005.608.832, -
10.Mei 1992 0219166/01-08-92 926.920.667, -
11.Juni 1992 0219313/10-09-92 1.031.731.853, -
12.Juli 1992 0219347/30-09-92 1.324.967.182, -
13.0ktober 1992 0219431/07-12-92 1.871.131.388, -
14.Nopember 1992 0311267/08-02-93 907.847.862, -
_________________________________________________________ +
TOTAL 12.296.209,172, -

Bahwa dari sejumlah uang Restitusi yang diterima tersebut
ternyata sejumlah Rp.8.318.181.906,- mendapatkan restitusi
yang tidak syah, karena ternyata faktur-faktur pajaknya dan
dokumen ekspornya fiktif, kemudiaan mempergunakan untuk
kepentingan pribadi atau orang lain atau Perusahaan PT Eden
Mutiara Pasific.

Bahwa faktur-faktur pajak isinya tidak benar atau
fiktif atau-palsu yang dipergunakan sebagai lampiran pajak
masukan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT.Eden

Mutiara Pasific adalah sebagai berikut

No. PEROLEHAN UANG Faktur Pajak Fiktif

Supplier Jml Faktur Nominal (Rp) PEN
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.Juli 1891
-SPMKP No.0218884
Tgl.2-10-1991
Rp.662.824.912, -
September 1991
SPMKP No.0218959
Tgl.21-12-1991
Rp.553.840.907, -
Oktober 1991
SPMKP No.0219009
Tgl.29-01-1991
Rp.252.219.893, -
Nopember 1991
SPMKP No.0219032
Tgl.22-02-1991
Rp.899.832.499, ~
Desember 1991
SPMKP No.0219082

Tgl.18-03-1992

Rp.1.298.095.482,-

.Januari 1992
SPMKP No.0219086

Tgl.24-03-1992

Rp.1.098.401.656, -

15

16

16

169

27

54

29

60

249

71

615

344

59,

802

2.806,

688.

.198,

.341.

586,

. 098,

397.

930.

115, -

991, -

404, -

565, ~

976, -

g4, -




7.

Pebruari 1992
SPMKP No.0219171
Tgl.21-05-1992

Maret 1992
SPMKP No.0219186
Tgl.27-05-19892

Rp.1.102.183.613,-

. April 1992

SPMKP No.0219219
Tgl.01-12-1992

Rp.1.005.609.832,~

10.Mei 1992

SPMKP No.0219266
Tgl.01-08-1992

Rp.926.920,667, -

11.Juni 1992

SPMKP No.0219347
Tgl.30-09-1992

Rp.324.967.182, -

12,Juli 1982

SPMKP No.0219347
Tgl.30~09-1992

Rp.324.967.182, -

13.0ktober 1992

19

19

14

17

17

11

170

141

79

677

g9

103

56

50

815

960.

666

745.

846,

314

146.

. 040

031

. 482,

444,

072.

.734.

742

213, -

.880, -

627,

099, -

8921, -

182, -

.251, -




SPMKP No.0219413
Tgl.07-12-1992
Rp.871.131.388, -
14 . Nopember 1992 17 128 324.404.773, -
SPMKP No.0219313
Tgl.10-09-1992

Rp.1.031.731.853, -

Rekapitulasi

Tahun Jumlah Nilai
Supplier Faktur Pajak {Rp)

1991 56 - 249 2.806.397.976, -

1992 138 794 5.511.783.93C,-

Jumlah 194 1.043 8.318,181.906, -

Bahwa dokumen eksport berupa Pemberitahuan Eksport Barang
dan Bill of Lading {(dokumen pelayaran) yang nmncaﬁtumkan
jumlah, Jjenis,berat barang dan nomor peti kemas/container
ternyata isinya/data-datanya tidak benar atau fiktif atau
palsu, karena setelah dilakukan penimbangan peti
kemas/container sebelum dimuat ke kapal, ternyata peti kemas

tersebut adalah kosong atau berisi barang sangat sedikit,
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hal ini sesuai dengan dokumen penimbangan barang berupa 98
kartu kuning pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yaitu
98 container dalam pemberitahuan eksport Dbarang vyang
tercantum dalam dokumen pelayaran berupa Bill of Lading
sebanyak 141 B/L, dimana berat barang dalam dokumen PEB dan
B/L adalah 765.198,4 Kg, sedang berat barang adalah 121.400
Kg, dengan demikién seliéih berat barang atau kosong atau
fiktif adalah 643,758,4 Kg.

Kejaksaan/Jaksa Penuntut Umum kejaksaan negeri Jakarta
Pusat mengajukan terdakwa Séid Salmin Bin Salmin Al-Zaidi ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan :

Primer: |

Perbuatan terdakwa Said Salmin Bin Salmin Al-Zaidi merupakan
tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam dalam Pasal 1
(1) Sub.a Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3
tahun 1971,

pasal 1 {1) Sub.a :“Barangsiapa dengan melawan hukum
melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu badan yang secara langsung maupun
tidak langsung merugikan keuangan negara atau diketahui atau
patut disangka olehnya bahwa perbuiatan tersebut merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pasal 28 :”Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsli vang

dimaksud Pasal 1 ayat (1) Sub.a,b,c,d,e dan ayat {(2) Undang-
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Undang ini dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau
penjara selama-lamanya 20 tahun dan/atau denda setinggi-
tingginya 30 ({tigapuluh) juta rupiah. Selain dari pada itu
dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dalam pasal
34 sub a,b, dan ¢ undang-undang ini.”

Pésal 34: Selain ketentuan-ketentuan pidana yang dimaksud
dalam KUHP maka sebagai hukuman tambahan adalah:

a) Perampasan barang-barang tetap maupun tidak tetap yang
berujud dan yang tidak berujud, dengan mana atau
mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang
seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak
pidana korupsi itu, 5egitu pula harga lawan barang-
barang yang wmenggantikan barang-barang itu, baik
apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si
terhukum atau bukan;

b) Perampasan barang-barang tetap maupun tidak tetap
berujud dan tidak berujud yang termasuk perusahaan si
terhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan
begitu pula harga lawan barang-barang yvang

menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-

barang atau harga lawan itu kepunyaan siterhukum

ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya
bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas

menurut ketentuan tersebut sub.a pasal ini.
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c) Pembayaran uang pengganti vang -Jumlahnya sebanyak-
banvaknya sama dengan harta benda vang diperoleh dari
korupsi.

SUBSIDAIR:
Perbuatan terdakwa Said Salmin Bin Salmin Al-Zaidi adalah
tindak pidana pemalsuan surat yang diatur daﬁ diancam dalam
Pasal 263 ayat (2) KUHP.
Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah barangsiapa dengan sengaja
menggunakan/memakai surat yang isinya tidak benar atau yang
dipalsukan, seolah-olah benar dan .tidak‘ dipalsukan, ijika
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Mengadili dan memutuskan pada tanggal O8 Maret 1995
dengan No.l107/PID/B/1994/PN.Jkt.Pst yang amarnya sebagail
berikut:

a) Menyatakan terdakwa Said Salmin Bin Salmin Al-Zaidi
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
kejahatan “TINDAK PIDANA KORUPSI”,

b) Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama :4(empat) tahun;

c) Menetapkan bahwa hukuman ini akan dikurangkan
segenapnya dengan masa penangkapan dan éénahanan
terdakwa yang telah dijalaninya;

d) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;.
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e) Menghukum terdakwa denda sebesar Rp.10.000.000, -
{sepuluh juta) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

f) Menghukum teraakwa untuk membayar uang pengganti
sebesar Rp.429.527.914,-(empat ratus duapuluh sembilan
juta lima ratus duapuluh tujuh ribu semﬁilan ratus
empat belas rupiah);

g) Merampas barang bukti berupa uang sebesar Rp.572.477,-
{lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh
puluh tujuh rupiah) dan US $ 658,00 (enam ratus lima
puluh delapan US Dollar} untuk negara;

h} Fotocopy vang dilegalisir, dokumen pajak, dokumen BCA,
dokumen BII, Dokumen PT Eden Mutiara Pasific dan kartn
kuning tetap térlampir dalam berkas perkara:

i) Membebankan terdakwa dengan beaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan
banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Berdasarkan putusan
Pengadilan tinggi Jakarta pada Hari Kamis tanggal 8 Juni
1995 No.41/Pen/1995/37/PID/95/PT.DKI menguatkan = Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Maret 1995

No.l107/PID/B/1994/PN,JKT.PST.




Penulis sengaja menyajikan putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dengan memfokuskan delik korupsi, sebagail
bahan pertimbangan

Sangat tiplisnya perbedaan antara delik pajak dengan
delikx korupsi, sehingga pelanggaran dibidang perpajakan
dalam prakteknya selama ini dapat diterapkan delik korupsi,
seperti terlihat dalam lampiran putusan PN Jakarta
Pusat.Yang dalam prakteknyva banyak diikuti oleh aparat
penegak hukum lain di Indonesia.

Kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar
dibidang perpajakan berdasarkan penelitian yang dilakukan
penulis‘ dilapangan sangat Jjarang sekali kasus perpajakan
sampai ke persidangan dengan terdakwa dijatuhi sanksi
pidana. Penulis hanya menemukan contoh kasus yang sudah
inkrah terjadi di Jakarta, dengan terdakwa pelanggar pajak
tersebut dijatuhi sanksi pidana dengan delik korupsi. Salah
satu faktor kasus pajak tidak terungkap sampai persidangan
karena banyak penyelesaian kasus pajak dengan diupayakan
secara administrasi dengan sanksi tambahan berupa denda,
bunga , maupun kenaikan dari pajak yang terutang, dan sanksi
ini diberikan oleh petugas pajak sendiri.Hal ini didukung

dengan kebijakan dalam perpajakan gsendiri, vailtu
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kebijakan dalam perpajakan sendiri, vyaitu mengupayakan
mendapatkan pemasukan pendapatan negara dari sektor pajak.'®’
Yang menjadi pertanvaan apakah dengan telah membayar
pajak yang terhutang akan hapus pertanggungjawaban pidana
dari pelanggar pajak ? Dalam hukum pidana hal tersebut bukan
sebagai alasan pembenar, pemaaf atau penghapus pidana,
sehingga pelaku pelanggarah dibidang perpajakan tetap dapat
- dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang
dilakukan.Namun dilihat dari upaya penanggulangan kejahatan
atau kebijakan pada hakekatnya merupakan bagian integrail
dari upaya perlindungan masyarakat (Social Defence) dan
upaya mencapail kesejahteraan masyarakat (Social
Welfare).Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir
atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat'®?,
demikian pula dengan penerapan hukum pidana dalam pelanggar
pajak, kebijakan yang diambil harus bersendikan kebijakan
secara keseluruhan.
Dalam hukum pajak kebijakan selama ini dapat dikatakan
telah ada kebijakan preventif.Menurut Barda Nawawl Arief

yang dimaksud dengan kebijakan preventif adalah kebijakan

yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak

13 A cumsi ini berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu staf pegawai Dircktorat
Jendral Peprajakan, JLGatot Subroto, Jakarta pada bulan September 2001.
1 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai...... Op.Cit, Hal 2.
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hukum untuk mencegah atau tidak mengajukan tersangka ke
pengadilan. Jadi untuk mencegah kemungkinan besar terdakwa
dikenakan pidana penjara sehubungan dengan adanya sistem
perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif*®
Kebijakan demikian dapat misalnya ditempuh dengan memberikan
kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan
seleksi terhadap para tersangka vyang akan diajukan ke
pengadilan, walaupun orang itu jelas-jelas telah melakukan
suatu tindak pidana. Kebijakan preventif serupa ini terlihat
misalnya didalam sistem peradilan pidana di Jepang, tidak
semua perkara di Jepang oleh polisi diserahkan atau
diteruskan ke jaksa untuk dituntut asalkan perkara itu
merupakan :!%°

a) Tindak pidana terhadap harta benda yang ringan;

b) Tersangka menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh;

c) Ganti rugi telah dilakukan oleh tersangka:; dan

d) Korban telah memaafkan si tersangka.
Adanya kebijakan preventif- yang ada dalam perundangan-
undangan pajak pada dasarnya merupakan upaya untuk
melindungi hak-hak yang melekat pada Wajib Pajak, antéra

lain 3%

15 Barda Nawawi Arief, Kebiajakn Legislatif. ..., Op.Cit, Hal. 168.
18 Tbid, Hal.168
147 Rochmat Soemitro, Asas dan dasar Perpajakan Jilid I, Op.Cit, Hal. 93-94.
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c)

)

Wajib Pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti

pemasukan Surat Pemberitahuan (Ps.6 ayat (1) KUP);

Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan dan
penundaan penyvampaian Surat Pemberitahuan {(Ps.3
avat(4)}:

Wajib pajak mempunyai hak melakukan pembetulan sendiri
Surat Pemberitahuan yané telah dimasukkan (Ps.8
ayat (1});

Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohcnan
penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai
dengan kemampuannya (Ps.9 ayat (4));

Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perhitungan
atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta
berhak memperoleh kepastian terbitnya surat keputusan
kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Ps.1l ayat (1)
Jo Ps.17 ayat (2));

Wajib Pajak berhak mendapatkan kepastian batas
ketetapan pajak yang terhutang dan penerbitan Surat
Pemberitaan (Ps.13 KUF):;

Wajiﬁ Pajak berhak mengajukan permohonan penbetulan
salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang
terdapat dalam SKP dalam penerapan peraturan perundang-

undangan perpajakan (Ps.16 KUP);
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h) Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan dan mohon
kepastian terbitnya surat keputusan atas surat
keberatannya {(Ps.25 dan 26 ayat (5)):

i) Wajib Pajak berhak mengajukan surat permchonan Banding
atas surat keputusan.keberatan {Ps.27 KUP):

j) Wajib pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan
dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta
pembetulan ketetapan pajak yang salah (Ps.24 dan Ps.3%6
ayat (1) KUP);

k) Wajib Pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang
yvang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban
perpajakannya (Ps.32 ayat (3) KUP).

Perlindungan Hak-hak tersebut bertujuaﬁ memberikan
kesempatan kepada Wajib Pajak atas kesadaran sendiri
berkesempatan membayar pajak,sebagai bentuk dari kewajiban
seorang warga negara. Hal mendasar para Wajib Pajak untuk
bisa menerima atau menolak setiap bentuk Surat Ketetapan
Pajak vyang dikeluarkan pemerintah adalah lewat Majelis
Pertimbangan Pajak (MPP).Bertalian dengan diajukannya Surat
Keberatan bahkan sampai lewat banding, maka pembayaran pajak
yang disengketakan, tidak tertunda karenanya.'®

Menyangkut penerapan delik pajak sebagai bentuk

18 1 aporan Akhir Proyek Penelitian Lanjutan Hukum Pajak tentang Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Pemungutan Pajak, Kerja sama FH Unpad dengan BPHN, Bandung 1979-1980.
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kebijakan preventif perundangan-undangan dapat dijelaskan
Pasal 8 ayat (1), (2)y,(3)y,(4),(5), dan {6) dalam
penjelasannya disebutkan terbhadap kekeliruan dalam pengisian
SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak

untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam
jangka waktu 2(dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak,
bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat
Direktorat Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan
pemeriksaan.Yang dimaksud dengan mulai melakukan tindakan
pemeriksaan adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Pajak disampaikan kepada Wajib pajak, atau wakil,atau kuasa
atau pegawai atau diterima oleh anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak.Penetapan batas waktu pembetulan
tersebut, disatu pihak dipandang cukup waktu bagi Wajib
Pajak untuk meneliti dan membetulkan Surat Pemberitahuannya
apabila terdapat kesalahan, dilain pihak masih tersedia
cukup waktu bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan
pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap pembetulan yang
dilakukan Wajib ©Pajak sebelum batas waktu daluwarsa
terlampaui.(Vide avat (1))

Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan atas
kemauan sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak

yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak
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menijadi berubah dari jumlah semula.Atas kekurangan
pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) per bulan.Bunga yang terhutang atas kekurangan
pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya
batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sampai dengan
tanggal pembayaran karena 'adanya pembetulan Surat
Pemberitahuan tersebut.(Vide ayat (2)).

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud .dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan,
sekalipun telah dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah
mengungkapkan kesalahannya dan sekaligus melunasi Jumlah
pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2(dua) kali dari Jjumlah pajak yang
kurang dibayar, maka terhadapnya tidak akan dilakukan
penyidikan. Namun Dbilamana telah dilakukan  tindakan
penyidikan dan mulainya. penyidikan tersebut diberitahukan
kepada Penuntut Umum, maka kesempatan untuk membetulkan
sendiri sudah tertutup bagi Wajib pajak yang
bersangkutan. (Vide ayat (3)).

Walaupun jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) telah berakhir dan Direktur Jenderal Pajak
pelum menerbitkan Surat Ketetapan pajak, kepada Wajib pajak

baik vyang telah maupun yang belum membetulkan Surat
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Pemberitahuan masih diEerikan kesempatan untuk mengungkapkan
ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan
atau Surat pemberitahuan masa untuk tahun-tahun atau masa-
masa sebelumnya. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan tersebut terbatas pada hal-hal sebagai
berikut:

a) Pajak-pajak yang masih harus dibayar nenjadi lebih

besar;atau
b) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih
kecilratau

c¢) Jumlah harta menjadi lebih besar; atau

d) Jumlah modal menjadi lebih besar.
Kebijakan preventif demikian sebenarnya sangat memberikan
kewenangan yvang mutlak terhadap aparat pémeriksa pajak dalam
menafsirkan suatu perbuatan pelanggaran dibidang perpajakan,
khususnya terhadap pelanggaran delik Surat Pemberitahuan,
maupun delik pembukuan ,baik yang dilakukan dengan kelalaian
maupun dengan sengaja.Walaupun seorxang pelanggar pajak
melakukan perbuatan dilakukan dengan sengaja, namun setelah
dilakukan pemeriksaan, mereka pada umumnya dengan kesadaran
gendiri dan beritikad baik merubah atau memperbaiki SPT atau
lampiran-lampiran yang rendukungnya.Perbuatan yang dilakukan

dengan kesengajaan' raupun kelalaian sangat Dberbeda,
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perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Perbuatan yang
dilakukan dengan kesengajaan adalah melakukan tindakan yang
terlarang secara dikehendaki dan diketahui'*® bertolak dari
paham dalam Memorie van Toelichting yang telah merumuskan
op2et sebagai “Willens en wetens”, Van Hattum berpendapat
bahwa yvang dapat dikehendaki itu adalah hanyalah tindakan-
tindakan, sedang yang dapat diketahui itu hanyalah keadaan-
keadaan vang menyertai tindakan-tindakan tersebut. Sedangkan
perbuatan yang dilakukan dengan kelalaian didalam Memorie
van Toelichting dijelaskan merupakan kebalikan secara murni
dari opzet disaﬁu pihak dan kebalikan dari kebetulan dilain
fihak, sedang menurut Van Bemmelen ia merupakan suatu
rumusan tentang Schuld dalam arti kekuranghati-hatian atau
tentang onbewuste schuld. Si pelaku tidak mengetahui bahwa
suatu keadaan itu ada, dan ketidaktahuannya itu disebabkan
karena ia kurang hati-hati atau karena ia acuh tak acuh.

Teori demikian terutama perbuatan kelalaian vyang

- dilakukan dibidang perpajakan {salah satu deiik dalam Pasal

38 UU Nomor 16 tahun 2000) si pelaku pelanggar pajak dapat
saja diupayakan kebijakan preventif yang tertera dalam hak-
hak Wajib pajak untuk memperbaiki maupun membetulkan SPT

maupun penghitungan pajak-pajak. Bila dibandingkan dengan

19} amintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, bandung, 1984, Hal. 268...... ... Para

penyususn MvT itu telah mengartikan kesengajaan melakukan kejahatan scbagai “het teweegbrengen van
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perbuatan yang--dilakukan dengan kesengajaan dalam bidang
perpajakan, si pelaku yang pada awalnya mengetahui dan
menghendaki adanya upaya penghindaran pajak, dengan adanya
hak-hak vyang ada pada Wajib Pajak sangat dimungkinkan
beralasan dengan kesadaran sendiri memperbaiki dan mengubah
penghitungan 'pajak—paiak yang terhutang.Dengan konsekwensi
membayar denda atau buﬁga dari pajak yang terhutang akibat
salah dalam penghitungan, daripada diselesaikan lewat sistem
peradilan pidana yang dianggap terlalu lama (tidak seimbang
antara cost and benefit) dan denda yang lebih tinggi (bisa
dua kali lipat atau lebih dari pajak yang terutang), bila
dibandingkan dengan penyelesaian Secara administratif dengan
sanksi berupa bunga maupun denda dari pajak vyang tak
terhitung akibat kesalahan dalam menghitung pajak.

Dapat ditarik kesimpulan pelanggaran-pelanggaran
dibidang perpajakan, terutama yang berkaitan  dengan
SPT (Surat Penmberitahuan | maupun pembukuan banvak
diselesaikan secara administratif.Hal ini dimungkinkan
adanya kebijakan preventif dalam perundang-undangan
perpajakan penyelesaiannya dapat ditempuh secara
administratif.Si pelaku pelanggar dibidang perpajakan tentu

berfikir, apabiia diselesaikan dalam sistem peradilan

verboden hendeling willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang sccara dikehendaki
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pidana, sanksi pidana yang diterima disamping pidana badan,
juga pidana denda yang jumlahnya melebihi dari sanksi-sanksi
administratif. Pasal 38 pildana dendanya maksimal 2 (dua)
kali jumlah pajak yang terutang atau belum terbayar, untuk
pasal 39 pidana dandanya maksimal 4 (empat) kali Jjumlah
pajak yang terutang atau belum terbayar.

Penerapan delik korupsi terhadap pelanggaran-
pelanggaran pajak yang terjadi di Jakarta, berpijak pada
pola pemikiran atau kebiasaan hakim dalam melihat suatu
delik. Selanma ini hakim dalam tugasnya adalah sekedar
subsumsi dari fakta-dibawah peraturan perundang-undangan
yang hgndak diterapkan, sekedar mengadakan suatu syllogisme
dengan mayor minor dan conclusionnya. Jadi mencocokkan
fakta-fakta dengan peraturan perundangan-undangan yang
ada.'®%Cara berfikir demikian pula yang menyebabkan sangat
luwesnya penerapan Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No.z20
Tahun 2001, mengenai delik kérupsi dalam merumusakaﬁ suatu

perbuatan pidana, khususnya dalam pelanggaran dibidang
perpajakan.Dapat diterapkannya delik korupsi pada
pelanggaran dibidang perpajakan, karena adanya persamaan

formulasi antara delik korupsi dengan delik pajak,khususnya

dan diketahui
1% Oemar Seno Adji, Hukum-Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, 1984, Hal. 4.
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akibat dari masing-masing perbuatan yang dapat menimbulkan
kerugian keuangan negara.

Menurut penulis tidak semua rumusan-rumusan pelanggaran
dibidang perpajakan dapat diterapkan dengan delik
korupsi.Seperti telah dijelaskan dalam uraian terdahulu,
didalam delik perpajakan sendiri ada berbagai macam, seperti
:Tindak Pidana dalam SPT . (Surat Pemberitahuan), Tindak
Pidana dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tindak Pidana
dalam Pembukuan, Tindak Pidana tidak menyetorkan Pajak yang
telah dipotong atau dipungut, Tindak Pidana Pembocoran
Rahasia, Tindak Pidana Menghalangi Pemeriksaan, Tindak
Pidana mempersulit penyidikan.Masing-masing rumusan delik
tersebut seyogyanya masih dapat diterapkan terhadap
pelanggaran-pelanggaran dibidang perpajakan hanya terhadap
perbuatan pidana dalam perpajakan yang benar-benar sangat
merugikan keuangan mnegara sehingga diterapkannya delik
korupsi.Namun untuk membedakan perbuatan mana yang benar-
benar sangat merugikan negara sangat sulit dalam
menerapkannya, mengingat sangat luwesnya perumusan Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

Berdasarkan contoh kasus yang . penulis  uraikan
terdahulu, séngat nampak perbuatan mana yang benar-benar
sangat merugikan negara sehingga dapat diterapkan delik

korupsi, dan perbuatan yang sebenarnyva merupakan pelanggaran
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dibidang perpajakan, sehingga dapat diterapkan delik
perpajakan.Kasus yang terjadi di Jakarta pada tahun 1994
dengan terdakwa SAID SALMIN Bin SALMIN AL-ZAIDI dilihat dari
fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, dapat diterapkan
delik-delik perpajakan, yaitu Pasal 38 maupun Pasal 39
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP, yaitu setiap
orang yang- karena kealpaannya menyampalkan Surat
Pemberitahuan (SPT), tetapi isinva tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
(Vide Pasal 38), dan setiap orang yang dengan sengaja
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan
yvang isinya tidak benar atau tidak lengkap (Vide pasal
39) .Hal ini terungkap selama 14 (empat belas) kali membuat
SPT-masa PPN data-datanya maupun lampirannya tidak Dbenar.
Perbuatan -ini dilakukan terdakwa untuk membuat pajak
masukan. Demikian pula dengan data-data yang dipalsukan
seolah-olah terdakwa melakukan eksport barang dengan tujuan
untuk mendapatkan pajak keluaran. Sebagai salah satu hak
dari Wajib Pajak, apabila ternyata dalam pembayaran pajak
terjadi kelebihan, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk
meminta kembali kelebihan pajak tersebut. Demikian pula apa
yvang dilakukan terdakwa SAID SALMIN Bin SAIMIN AL-ZALDI,
negara telah mengeluarkan sejumlah uang yvaitu

Rp.8.318.181.906,- dan uang tersebut telah diterima terdakwa
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SAID SALMIN Bin SAIMIN AL-ZAIDI sebagai kompensasi kelebihan
pajak, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
Melihat kasus ini sangat mungkin apabila perbuatan
terdakwa dapat diterapkan Undang-undang perpajakan, namun
penulis sutuju apabila delik korupsi diterapkan terhadap
perbuatan ini. Dengan alasan kerugian negara sangat nampak
nyata dengan negara telah mengeluarkan wuang sebesar
Rp.8.318.181,906, - dan nang tersebut telah diterima
terdakwa. Dan menurut penulis disinilah tempat untuk
membedakan penerapan delik dalam bidang perpajakan. Apabila
negara secara nyata telah mengeluarkan uang, maka dapat
diterapkan delik korupsi (walaupun  terjadi dibidang
perpajakan)/negara telah nyata-nyata dirugikan, dan apabila
negara belum mengeluarkan uang dapat dikenakan delik
perpajakan.
| Sebagali pembatasan seperti telah dijelaskan terdahulu
hanya merupakan penerapan delik, namun demikian delik
perpajakan sama bahayanya dengan delik korupsi yaitu
membahayakan keuangan negara, vang pada akhirnva menghambat
pembangunan dan lebih jauh lagi mempersukar Jjalan menuju
kemakmuran | r keuangan negara berkurang.Dinilai dari
perbuatannya pun antara delik pajak dengan delik korupsi
sama karena merupakan delik hukum, masyarakat memandang baik

delik pajak maupun delik korupsi itu sebagai suatu
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kejahatan.!®?

Ada orang yang berpendapat bahwa suap menolong
perusahaan dan orang seseorang menghindari ketentuan-

ketentuan pemerintah, dengan mengurangi keterlambatan dan
menghindari peraturan dan pajak. Suap tampak tidak 1lebih
dari minyak pelumas yang diperlukan untuk memperlancar tugas
dalam situasi yang sukar. Dibilarkannya suap seperti halanya
mengijinkan terjadinya pelanggaran terhadap standart

lingkungan dan keselamatan atau membiarkan pajak pendapatan

perusahaan dibayar kurang dari yang semestinyal®?

B.KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
YANG AKAN DATANG DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEJAHATAN
DIBIDANG PERPAJAKAN;

B.1l. Kualifikasi KXejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-
Undang Perpajakan (Undang—undang Nomor 16 tahun 2000
tentang Perubazhan Kedua Atas Undéng—undang' Nomor 6
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pepajakan} ;

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ada
pembagian Delik Perbuatan Pidana, yaitu kejahatan dan
Pelanggaran. Delik-delik Kejahatan diatur dalam Buku II
sedang Delik-delik Pelanggaran diatur dalam buku III. Namun

dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai kriteria perbedaan

15! Andi Hamzah, Delik Penyehmdupan, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, Hal.87.
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kedua delik tersebut. Penjelasan ini dapat dilihat didalam
Memorie van Toelicthting :'%°

Kadang-kadang suatu perbuatan diancam dengan pidana vyang
sudah bersifat melawan hukum sebeium pembuat undang-undang
mengungkapkan tentang hal itu dan yang kita anggap sebagai
tidak adil walaupun pembuat undang-undang tidak pernah
mengungkapkannya. Dalam hal ini terdapat suatu “kejahatan”.
Dalam hal lain ada perbuatan yang baru bersifat melawan
hukum karena undang-undang, yang kita anggap sebagai tidak
adil berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini terdapat
pelanggaran.

Nampaknya pembagian kejahatan dan pelanggafan menurut
sistem KUHP, didasarkan pada perbedaan kualitatif. Kejahatan
pada umumnya diancam dengan pidana penjara, sedangkan pidana
kurungan untuk pelanggaran. Meskipun ada juga kejahatan yang
diancam dengan pidana kurungan atau denda, tanpa
dialternatifkan dengan pidana penjara. Kejahatan vang hanya
diancam dengan pidana kurungan saja (perumusan tunggal)
terdapat dalam Pasal 334 ayat (2) dan ayat (3} XUHP, yang

masing-masing diancam pidana kurungan maksimal 9 (sembilan)

bulan dan 1 ({satu) tahun. Sedangkan kejahatan yang hanya

3 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, Hal116.
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diancam dengan pidana denda saja terdapat dalam pasal 403
KUHP, yang maksimumnya mencapai denda Rp.150.,000;%%*

Selain daripada sifat umum babwa ancaman pidana terhadap
kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, ada hal lain
yang membedakannya. Menurut Moeljatno dapat dikatakan
bahwa : 1°°

1. pidana penjara hanva diancamkan pada kejahatan saja;

2. jika menghadapi  kejahatan lmaka bentuk  kesalahan
(kesengajaan atau .kealpaan) yang diperlukan disitu,
harus dibuktikan oleh jaksa. Sedangkan jika menghadapi
pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu
kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yng dolus dan
culpa:

3. percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat
dipidana (Pasal 54), juga pembantuan pada pelanggaran
tidak dipidana (Pasal &0):;

4. Tenggang daluwarsa, bkaik untuk hak menentukan maupun
hak perjalanan pidana bagli pelanggaran adalah lebih
pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah
satu tahun dan dua tahun;

5. dalam hal perbarengan {concursus) pola pemidanaan

berbeda buat pelanggaran dan kejahatan.Kumulasi pidana

1% Barda Nawawi Arief, Op.Cit,
5 Moeljato, Azas-Azas Hukum Pidana, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 74.
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yang enteng lebih mudah daripada pidana berat (pasal

65, 66-70) .

Baik pendapat Moeljatno maupun penjelasan dari KUHP , bahwa
yang lebih dominan dari perbedaan delik Kejahatan dengan
delik pelanggaran adalah konsekwensi dari perbedaan
tersebut. Hal ini berdampak pula terhadap peraturan pidana
perundangan lain diluar KUHP. Apabila dalam peraturan pidana
perundangan tersebut dalam memformulasikan delik dibedakan
antﬁra kejahatan dan pelanggaran, maka konsekwensinya harus
mengikuti aturan-~aturan umum yang ada dalam KUHP, demikian
pula sebaliknya apabila dalam peraturan pidana perundangan
tersebut tidak membedakan delik dengan kejahatan dan
pelanggaran, maka  konsekwensinya membuat aturan-aturan
tersendiri dalam perundang-undangan tersebut. (Vide Pasal
103 KUHP} .

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata-Cara Perpajakan, dalam
memformulasikan delik tidak membedakan Kejahatan dan
pelanggaran. Alasan tidak membedakan delik tersebut dapat
dilihat pada proses pembahasan Perubahan Pertama Undang-
undang Nomor 6 tahun 1983 di DPR. Pada reformasi perundangan
perpajakan yang pertama telah ditetapkan Undang-undang Nomor

6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata-Cara
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Perpajakan. Formulasi undang-Undang ini membedakan delik
yaitu kejahatan dan pelanggaran, diuraikan dalam Pasal 42
ayat (1) dan ayat (2);

Ayat (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

dan Pasal 41 ayat (1} adalah pelanggaran;
Avat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
dan Pasal 41 ayat (2) adalah kejahatan:

Tahun 1994 telah terjadi perubahan Perundang-undangan
perpajakan, salah satunya memperbaharui Undang-Undang Nomor
6 tahun 1983 dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994, Salah
satu formulasi undang-undang Nomor 9 tahun 1994 adalah tidak
membedakan delik kejahatan dengan delik pelanggaran. S$Salah
satu hal vyang mendasari tidak membedakan delik-delik
tersebut terlihat pada waktu proses pembahasan undang-
undang Nomor 9 tahun 1924, Ada usulan dari Fraksi Persatuan
Pembangunan, vyaitu Drs. Jusuf Syakir yang melihat bahwa
kasus-kasus vang terjadi dalam Restitusi Pajak maupun
kompensasi pajak yang nilai kerugian negara mencapal
triliyunan dengan memanipulasi SPT maupun menyalahgunakan
tanpa hak NPWP milik orang lain. Upaya preventif vang
dilakukan dengan memberi ancaman pidana terhadap Percobaan
memanipulasi SPT maupun menyalahgunakan NPWP dengan tujuan
untuk meminta Restitusi maupun kompensasi pajak yang telah

dibayarkan oleh Wajib Pajak. Namun Undang-undang yang lama
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(UU No., 6 tahun 1983) masih membedakan delik pelanggaran dan
kejahatan, sehingga percobaan mamanipulasi SPT maupun
menyalahgunakan NPWP tidak dihukum. Maka solusi yang diambil
untuk melindungi kepentingan pemasukan negara dari Restitusi
maupun kompensasi pajak yang tidak sesuai dengan undang-
undang, ditetapkan dan disetujuinya formulasi delik tanpa
membedakan kejahatan dan pelanggaran dalam Undang-Undang
Nomor 9 tahun 1994 tentang Pefubahan Atas Undang-Undang
Nomor 6 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tat-Cara
Perpajakan.!®®

Penulis tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan
oleh Drs.Jusuf Syakir. Menurut penulis alasan vang
dikemukakan oleh. Dré.Jusuf Syakir bisa dijadikan delik
tersendiri dalam memformulasikan undang-undang dan hal ini
tidak akan menyalahi aturan umum dalam KUHP (Kitab Undang-
undang Hukum Pidana), walaupun pada akhirnya baik Undang-
Undang Nomor 9 tahun 19894 méupun. Undang-Undang Nomor 16
tahun 2000, apa yang menjadi alasan Drs.Jusuf Syakir - telah

diformulasikan dalam delik tersendiri, antara lain

156 Jusuf Syakir dari Fraksi Persatuan Pembangunan,..... Seperti kasus di Surabaya yang mengajukan
restitusi masalah terbesar PPN kalau pajak penghasilan tidak terlalu menonjol, disini saya kira titik

beratnya adalah PPN, restitusi PPN dan konon kabamya restitusi ini bukan angkanya, angkanya tidak kecil
milyaran bisa triliyunan, juga restitusi PPN Bm terhadap barang yang dicksport , mercka mengacaukan
restitusi dengan menyalahgunakan NPWP atau NPPKP yang juga memanipulasi isian~isian SPT.......
Miaka percobaan yang demikian dituntut sckian kali sepuluh milyar dipertimabngkan dendanya
dikubungkan dengan besarya restitusi yang dia minta.......... , disampaikan pada proses pembahasan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 Pada waktu mempermasalahikan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6
tahun 1983, pada bulan Oktober 1994 di gedung DPR, Jakarta.
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Memperjelas dan mempertegas delik percobaan menjadi delik
tersendiri. Pasal 39 ayat (2) diuraikan,

0 Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan
tindak pidana menyaiahgunakan atau menggunakaan tanpa
hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak dalam rangka mengajukan permohonan Restitusi
atau melgkukan kompensasi Pajak;

Q Setiap ‘orang yang melakukan percobaan untuk
menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan
yang isinya tidak ©benar dalam rangka mengajukan
permohonan restitusi pajak atau melakukan kompensasi
pajak.

Penegasan delik ini Dberdasarkan Pasal 103 KUHP sangat
dimungkinkan, daripada harus menghilangkan pembedaan delik
kejahatan dengan delik pelanggaran.Dalam KUHP sendiri ada
beberapa contoh dimungkinkannya memformulasikan delik
tersendiri terhadap percobaan kejahatan yvang tidak dihukum,
padahal percobaan terhadap delik pelanggaran tidak diancam
hukuman {vide pasal 54 KUHP}, berarti percobaan terhadap
kejahatan dihukum. Kecuali dalam pasal tersebut menyatakan
lain. Dapat dilihat Pasal 351 ayat (5i KUHP dengan jelas dan
tegas dinyatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan

{penganiayaan) ini tidak dapat dihukum, demikian juga Pasal
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184 ayat (5) KUHP di nyatakan percobaan berkelahi satu lawan

satu tidak dihukum,

Implikasi pembedakan kejahatan dan pelanggaran dalam
suatu delik Jjuga berpengaruh terhadap masa hapusnya
penuntutan pidana karena daluwarsa dalam KUHP diatur Pasal
78, uraiannya sebagail berikut
Ayat (1) Wewenang menuntut pidana hapus karena daluwarsa,
Ke-1: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan vang

dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun:;

Ke-2: mengenai kejahatan vyang diancam dengan denda,

kurungan, atau pldana penjara paling lama tiga
tahun, sesudah enam tahun;

Ke-3: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara
lebih dari tiéa tahun, sesudah dua belas tahun:

Ke-4: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan
belas tahun;

Ayat (2) Bagl orang vyang pada saat sebelum melakukan

perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing

tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi kurang dari
sepertiga.

Pembedaan delik kejahatan dan pelanggaran didalam KUHF

berpengaruh juga terhadap gugurnya hak menjalankan hukuman
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karena daluwarsa (Vide pasal 84 KUHP). Uraian Pasal 84 KUHP

adalah

Ayat (1) Wewenang menjalankan pidana hapus karena daluwarsa;

Avat {2) Tenggang-tenggang daluwarsa mengenai semua
pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai
kejahatan vang dilakukan dengan sarana
percetakan Jlamanhya lima tahun, dan mengenai
kejahatan-kejahatan lainnya yang lamanya sama
dengan tenggang daluwarsa bagi  penuntutan
pidana, ditambah sepertiga:;

Ayat (3) Bagaimanapun 3juga tenggang daluwarsa tidak boleh

kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
Avat {4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak mungkin.
Dibedakannya delik Kejahatan dan pelanggaran dalam

perundang-undangan berpengaruh juga dalam hal pembantuan,

karena pembantuan terhadap pelanggaran tidak dipidana (Vide

Pasal 60 KUHP);

Dengan demikian kualifikasi delik perpajakan yaitu kejahatan

dan pelanggaran tetap harus diformulasikan dalam perundang-

undangan perpajakan.
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B.2. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan;

Masalah pidana dan pemidanaan bukan hanyva berkaitan
erat dengan hukum pidana, tetapl bahkan menjadi masalah inti
hukum pidana. Kita tengok batasan Pompe mengenai hukum
pidana, terjemahan bebasnya sebagai berikut :**’

“Hukum pidana itu merupakan keseluruhan peraturan -peraturan
hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang
seharusnya dikenékan pidana, dan dimana pidana itu
seharusnya menjelma.”

Dari batasan tersebut Sudarto menarik kesimpulan, bahwa ada
2 {dua) hal pokok dalam hukum pidana, yaitu
pertama, perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, atau
syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga pengadilan
menjatuhkan pidana. Kedua, hukum pidana menetapkan dan

mengumumkan reaksi yang akan diterima oleh orang yang

158

melakukan perbuatan yang dilarang itu. Sebagaimana

dikatakan dimuka, reaksi atau sanksi itu bermacam-macam,
dari pidana badan dan denda sampai tindakan (tata tertib),
misalnya dalam hukum pidana ekonomi, dikenal suatu sanksi

berupa tindakan penempatan suatu perusahaan yang melakukan

157 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita,

Jakarta, 1986, Hal. 5.
158 gudarto, Hukum dan Hukam Pidana, Alumni, Bandung, 1977, Hal. 100-102
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delik ekonomi dibawah pengampuan, pencabutan keuntungan yang
tidak sah dan lain-lain. Terhadap pelanggaran délik korupsi
dikenal kewajiban membayar uang pengganti (kerugian negara
karena perbuatan korupsi).

Dalam rangka membicarakan pidana undang-undang
perpajakan di Indonesia, maka uraian harus meliputi pidana
yang tercantum dalam perundang-undangan pidana umum (KUHP)
dan Undang-Undang Tindak Pidana Ekoncmi (UUTPE). Karena
sistem pemidanaan yang melekat pada undang-undang perpajakan
ada vang bercirikan UUTPE maupun KUHP.Misal, pidana dalam
Undang-undang Perpajakan hampir semuanya kumulasi pidana
pokok dengan pidana pokok {penjara atau kurungan dan denda).
Kebijakan formulasi demikian berbeda dengan KUHF Selama ini,
terhadap satu kejahatan diancam dengan satu pildana pokok
saja'®® Menurut stelsel pidana kita pada umumnya tidak ada
kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau
kurungan secara kumulatif dengan denda. Jadi pidana penjara
atau kurungan dan denda tidaklah mungkin'®® Kalaupun kumulasi
pidana itu diterapkan maka dalam beberapa hal pidana pokok

dapat dikumulasikan dengan pidana tambahan’®® Kebijakan

159 g oesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal
Demi Pasal, Politea, Bogor, 1981, Hal 30.

169 Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan, Aksara Baru, Jakarta, 1981,
Hal 27.

16 Sosesilo, Op.Cit, Hal. 30, Baca pula Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian IT Hal. 328-329, Baca
pula Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Panerapanuya, Alumni AHAEM-PETEHAEM,
Jakarta, Cetakan ke-I1, 1985, Ial 454.
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formulasi demikian hanya dapat dijelaskan dan diketemukan
dalam UUTPE.

Demikian pula bila kita kaji ulang aturan-aturan
pemidanaan dalam undang-undang perpajakan dabat dikatakan
mengikuti aturan-aturan pemidanaan KUHP. Sebab dalam undang-
undang perpajakan tidak ada klausul pasal apapun vang
mengatur tersendiri aturan-aturan pemidanaan. Apabila dalam
suatu peraturan perundang-undangan akan mengatur aturan-
aturan (umum} tersendiri, maka dalam undang-undang tersebut
secara tegas ditentukan dalam salah satu pasal tersebut
(Vide Pasal 103 KUHP).

Melihat urutan pidana pokok vyang ada dalam KUHP,
menurut stelsel hukum pidana kita pada umumnya tidak ada
kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau
kurungan secara kumulatif dengan denda. Jadi pidana penjara
atau kurungan dan denda tidaklah mungkin.Sekarang dalam
perkara-perkara delik ekonomi (misal pajak}) dimungkinkan
penjatuhan pidana pokok secara kumulatif. Terhadap tindak
pidana dibidang perpajakan menggunakan 3 (tiga) bentuk
rumusan ancaman pidana, yaitu

1, Diancam dengan pidana kurungan dan denda;
2. Diancam dengan pidana kurungan atau denda;

3. Diancam dengan pidana penjara dan denda.
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Dari ketiga rumusan ancaman pidana tersebut, dapat dikatakan
menempuh 2 (dua) sistem perumusan, yaitu :

1. Sistem perumusan alternatif;

2. Sistem perumusan kumulatif.
Dengan sistem perumusan alternatif hakim dalam menjatuhkan
plidana terhadap pelaku kejahatan dibidang perpajakan akan
memilih salah satu jenis pidana, kurungan atau denda
berdasarkan urut-urutan jenis sanksi pidana yang terberat
sampai yang texringan. Dengan sistem perumusan kumulatif
hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran
dibidang perpajakan dengan ke 2 {dua) Jjenis sanksi pidana
yang dikumulatifkan tersebut yaitu penjara dan denda.

Khusus mengenai pemidanaan, dalam Konsep KUHP Tahun
1999/2000 diatur dalam bab III, Pemidanaan, Pidana, dan
Tindakan. Bagian kesatu mengenai pemidanaan.Tujuan
Pemidanaan dirumuskan dalam Xonsep (Pasal 50 ayat (1)),
adalah sebagal berikut

(1) Pemidanaan bertujuan untuk
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan
menegakkan norma hukum demi pengayoman
masyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan
pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik

dan berguna;
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3. menyvelesaikan konflik vyang ditimbulkan oleh
tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan
mendatangkan rasa damai dalam masyarakat:

4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana{

{2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan

dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dirumuskannya secara jelas dalam konsep KUHP mengenai tujuan
pemidanaan menunjukkan tujuan pemidanaan merupakan induk
dari 3 (tiga) tahap pemidanaan dalam tarap pemberian pidana.
Oleh karena itu karena tujuan pemidanaan berlatar belakang
filsafat pemidanaan, maka setiap langkah untuk pemberian
pidana akan merujuk atas suatu tujuan pemidanaan.'**Juga
mengingat fungsi primer hukum pidana itu untuk menanggulangi
kejahatan dan mengingat pula sifat negatif dari sanksi
pidana agar baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak
memadai lagi.!®®Merupakan hal yang mendasar bahwa secara
sosiologis pengenaan sanksi pidana bukan satu-satunya jalan
keluar terbaik mengatasi tindak pidana perpajakan, masih
perlu dipertimbangkan faktor sobural dalam  konteks
efektifitas hukum perpajakan. Sebagai bahan pembanding dapat
dikemukakan suatu hasil penelitian terhadap efektifitas dari

hukum pajak, dapat diterima sebagai suatu contoh Xkonkrit

162 Nanda Agung Dewantoro, Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kaejahatan-Kejahatan
baru yang Berkembang dalam Masyarakat, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal 154
1% Bambang Purnomo, Kapita Selekta Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal.52.
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tentang kegunaan sanksi hukum. Penelitian tersebut dilakukan
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi motiwvasi kepatuhan
pada undang-undang pajak pendapatan federasi di Amerika
Serikat ( Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah) hasil
penelitian menunjukkan bahwa
a) Ada korelasi antara faktor-faktor sosial budayva dengan
sikap-sikap hukum vang berbeda;
b) Masalah kesadaran mempunyai effek yang lebih besar
terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai orientasi
normatif yang rendah:
c) Ancaman-ancaman yang berwujud sanksi, mempunyai effek
yang berbeda terhadap orientasi-orientasi normative;
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menanamkan
kesadaran adalah usaha yang Jjauh lebih efektif dari pada
pemberian sanksi semata-mata.'®

Melihat sistem perumusan ancaman pidana yang ada dalam
perundané—undangan perpajakan kebanyakan adalah sistem
kumulatif penjara dan denda. Hanya ada 1 (satu) pasal yang
perumusannya dengan sistem alternatif, yaitu pasal 38
alternatif pidana kurungan atau denda.Sedang pasal 39, 40,
41, ,41A, dan Pasal 41B Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000

tentang KUP sistem perumusannya adalah kumulatif.

164 pjeter Talaway, Sekelumit Uraian tentang Tindak Pidana Perpajakan dan Permasalahannya, Tanpa
Penerbit, 1986, Hal. 91-92.
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Pada hakekatnya sistem perumusan kumulatif itu sama
dengan sistem perumusan tunggal, adalah sifatnya yang sangat
kaku, absolut, dan bersifat imperatif, Sistem ini tidak
memberikan kesempatan pada hakim atau meberikan kelonggaran
untuk menentukan Jjenis pidana apa yang sesuai dengan
terdakwa.Hakim dalam menentukan pidana diharuskan
menjatuhkan kedua 3jenis pidana yang dikumulatifkan itu.
Padahal belum tentu pidana vang dijatuhkan pada terdakwa
tersebut sesuali dengan tujuan pemidanaan (seperti yang
dijelaskan dalam konsep KUHP tahun 1999/2000}.

Maka bertolak dari wuraian diatas, terutama untuk
mengimbangi dan menghindari sifat kaku dan absolut dari
sistem perumusan kumulatif, alangkah baiknya dalam pedoman
pemidanaan dirumuskan suatu pedoman yang dapat dilihat
sebagai klep/katup pengaman. Yang dirumuskan dalam pedoman
itu adalah

a) Kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana secara
kumulatif;
b) Keadaan-keadaan atau syarat-syarat unfuk dapat tidak
menjatuhkan pidana secara kumulatif;
Apabila syarat-syarat diatas terpenuhi, maka pengadilan
dapat menjatuhkan pidana secara alternatif, walaupun tindak
pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana secara

kumulatif. Dengan demikian sifat kekakuan sistem kumulatif
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akan terhindar dengan adanya/diberlakukannya sistem
alternatif.Dan adalah wajar apabila undang-undang
mengingatkan hakim (dalam bentuk pedoman) agar dalam
melakukan pilihan itu

a) Selalu berorientasi pada tujuan pemidanaan, dan

b) Lebih mengutamakan/mendahulukan Jenis pidana vang

lebih ringan sekiranya pidana yang lebih ringan itu
telah didukung atau telah memenuﬁi tujuan pemidanaan.

Bertolak dari hal diatas, maka dalam Pasal 56 (1) KONSEP
KUHP tahun 1299/2000, dinyatakan
“Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara
alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan
harus lebih diutamakan apabila hal 4itu dipandang telah
sesual dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.”
Dalam perumusan ayat (1) di atas, yang mengandung unsur
imperatif, hendak dituangkan suatu prinsip bahwa penggunaan
sanksi pidana hendaknya tetap memperhatikan prinsip
subsidiaritas. Dalam arti, Jjenis pidana yang 1ebih berat
baru digunakan apabila Jjenis sanksi pidana lainnya yang
lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat
menunjang tercapainya tujuan pemidanaan, Jadi pada
prinsipnya lebih mendahulukan pidana pokok yang lebih ringan

daripada yang lebih berat,
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Dapat diambil contoh. undang-undang perpajakan (UU No. 16
tahun 2000 ) tentang KUP, Pasal 39 ayat (1) b: Setiap orang
yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6{enam) tahun dan
denda paling tinggi 4{empat) kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar. Dengan perumusan ini hakim tidak
mutlak harus menerapkan pidana secara maksimal.Apabila hakim
berkeinginan menjatuhkan pidana penjara 3(tiga) tahun, maka
dapat diekuivalenkan dengan denda adalah 2{(dua) kali pajak
terutanyg vyang tidak atau kurang dibayar.Namun demikian
pemidanaan dengan perampasan kemerdekaan dapat diperlukan
dengan diupayakan adanya pidana bersyarat, hal ini tidak
berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk
semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang
lebih baik daripada sanksi pidana lainnya. Yang harus
ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah bahwa
sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga
hukum vyvang lebih baik daripada sekedar merupakan suatu
kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati sebagaimana
dihayati oleh sebagian besar masyarakat dewasa ini, dan

menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi

165

terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.’“Secara

165 puladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alomni, Bandung, 1992, Hal.176.
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individualistis memberikan kesempatan

&

menginsafi.*®® Demikian pula penerapan

perumusan pasal lain dalam perundang-un

B.3. Pemidanaan terhadap KORPORASI;

untuk Dbertaubat dan
terhadap perumusan-

dangan perpajakan,

Korporasi sebagai subjek hukum (pidana} merupakan hal

yvang baru bagi perkembangan hukum pidana. Karena selama ini

didalam hukum

dipertanggungjawabkan hanya manusia.D

pidana rada umumnya yang dapat

idalam hukum pidana

pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah si

pembuat, walaupun tidak selalu demikian. Oleh karena itu,

ada 2({dva) hal yang perlu dibedakan,

melakukan tindak pidana dan pertanggung

vakni mengenai hal

jawaban pidana'®’Dalam

lingkup pembicaraan mengenai perkembangan konsep korporasi

sebagai subjek tindak pidana, Rudi Pras
tiﬁbulnya konsep badan hukum bermula
hukum perdata sebagai kebutuhan untuk

usaha vyang diharapkan lebih berhasi

Hukum) merupakan suatu ciptaan hukum, y

sebagai subjek hukum kepada suatu

hukum yang berwujud manusia alamiah®®®

etya mengatakan bahwa
sekedar konsep dalam
menjalankan kegiatan

L. ZXorporasi (badan

akni pemberian status

|
badan, disamping subjek

16 Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksa:ra, Jakarta, 1985, Hal.68.
17 gudarto, Suatu dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Dalam Beberapa Gurobesar Berbicara
tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan, Bandung, Alumnni, 1981

168 g hesanto ]S, Tinjanan Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan P

erbankan, Makalah Seminar

Nasional Kejahatan dibidang Perbankan, Semarang, FH UNDIP,11-12 Juni 1990

208




Pemikiran pemberian status subjek hukum khusus vang berupa
badan tersebut, dalam perkembangannya dapat terjadi karena
berbagai macam alasan dan atau motivasi.salah satu alasan,
misalnya wuntuk memudahkan menentukan siapa vyang harus
bertanggungjawab diantara mereka yang terhimpun dalam badan
tersebut, vakni secara yuridis dikonstrukéikan dengan
menunjuk badan hukum sebagai subjek yang harus
bertanggungjawab.®®
Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana di
Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak
hanya manusia, tetapli juga korporasi. EKhusus mengenai
pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata
terdapat bermacam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat
undang-undang, vakni sebagai berikut:!’°
1. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat
dipertanggungjawabkan adalah orang.Rumusan ini dianut
dalam KUHP (WvS}):;
2. Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan
atau korporasi, tetapli vyang dipertanggungjawabkan

hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak

pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus

1% Soesanto,].$, Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang dalam Kegiatan Ekonomi
Masyarakat dan Penanggulangannya, makalah Seminar nasional Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang

Kebijakan Ekonomi, Semarang, FH Undip, 7 Desember 1990.
™ Hamzah Hatrik, SH,MH, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukvm Pidana Indonesta (Strict
dan Vicarious Liability), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal.6.
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koperasi.Rumusan seperti ini terlihat dalam ordonansi
Devisa, Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan, Undang-
Undang Pengawasan Perburuhan dan Peraturan Kecelakaan;
3. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat
dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau
korporasi.Rumusan ini terdapat dalam undang-undang
Tindak pildana Ekonomi, Subversi {sudah dicabutj,
narkotika dan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Mencermati perkembangan cara-cara perumusan
pertanggungjawaban dalam hukum pidana tersebut diatas, ada
3(tiga) sistem kedudukan korporasi sebagai pembuat dan
pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, . yakni
sebagal berikut
1} Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus vyang
bertanggungjawab;
2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang
bertanggungjawab:
3) Korporasi sebagal pembuat dan yang bertangungjawab.
Dalam hukum pajak sendiri pengakuan terhadap korporasi
tercantum dalam Undang undang tentang Keteﬁtuan Umum dan

tata Cara Perpajakan (UU No.l16 tahun 2000).Pada Pasal 1

sub.,l dan sub.2. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau badan

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
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perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,
termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu
{(Vide sub.l).Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal
yvang merupakan kesatuan baik vang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perserocan lainnya,
badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkunmpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 yaitu undang-
undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7
tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (1) sub.b
menyebutkan Yang menjadli Subjek Pajak adalah termasuk
Badan.Pengertian badan disini artinya sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).Sebagail

penjelasan pengertian badan dalam undang-undang tersebut

termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Daerah yang merupakan
subjék Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya,
sehingga setiap wunit tertentu dari badan pemerintah,
Misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan

merupakan subjek Pajak.Sebagai subjek pajak perusahaan
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reksadana baik vyang berbentuk persercan terbatas maupun
bentuk lainnya termasuk dalam pengertian badan,

Mengingat pembangunan di Indonesia saat ini diarahkan
untuk meningkatkan proses industrialisasi, maka' mudah
dipahami bahwa Indonesia pada saat ini berada dalam tarikan
kemajuan dunia usaha yang diikuti oleh peranan korporasi
yang sangat besar. Yang dimaksud peranén korporasi adalah
kegunaan korporasi, baik dalam arti kegunaan untuk korporasi
itu sendiri maupun untuk masyarakat. Artinya, korporasi
sebagail subjek hukum dan pembangunan tidak hanya berhak
dalam pencapaian tujuan korporasi, tetapi Jjuga .mempunyai
kewajiban mematuhi peraturan tertentu dibidang ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan keadilan sosial.

Besarnya kiprah peranan Korporasi dalam pembangunan
dibidang ekonomi Xhususnya terhadap pemasukan pajak-pajak
dari korporasi-korporasi yang ada, maka wajar apabila
perhatian khusus diarahkan untuk meningkatkan tanggungjawab
sosial korporasi dalam menjaga kedisiplinan pembayaran
pajak.Yang menjadi pertanyaan apabila korporasi harus
dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana yang
dilakukan sehingga = harus dipertanggungjawabkan atas
perbuatan tersebut, maka pidana apa vyang tepat untuk

dikenakan terhadap korporasi 7 Hal ini disebabkan bahwa

212




tidak semua sanksi pidana dapat dikenakan terhadap korporsi.
Jika sanksi tindakan berupa penutupan atau penghentian
kegiatan korporasi (badan Hukum), maka vang akan lebih
terkena adalah buruh atau karyawan dibanding pengusaha.

Dalam konteks dan lingkup persoélan pertanggungijawaban
pidana korporasi selama ini, baik yang ada dalam KUHPidana
maupun berbagal peraturan perundang-undangan diluar KUHP
tidak ada satupun yang menyentuh terhadap permésalahan
tersebut.Seperti halnya dalam perundang-undangan perpajakan,
walaupun korporasi dapat bertindak sebagai wajib pajak,
namun tidak dijelaskan siapa yang bertangguﬁgjawab terhadap
pelanggaran (pidana) dibidang pajak dan bentuk pidana apa
vang tepat untuk pelanggar tersebut (korporasi).

Sekedar sebagai perbandingan sebenarnya konsep mengenai
korporasi dan pertanggungjawaban korporasl sebagai subjek
tindak pidana telah dirumuskan dalam naskah Rancangan KUHP
Baru (1999/2000) yang tercantum dalam Pasal 44, 46, 47, 48,
dan 49.1'11 Bunyi rumusan pasal-pasal tersebut adalah sebagai
berikut

Pasal 44

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak

pidana

" Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor..... Tahun... .. tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Direktorat Perundanga-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan
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Pasal 45
Jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi,
penjatuhan pidananya dapat dJdilakukan terhadap korporasi dan
atau pengurusnya.

Pasal 46
Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas
nama korporasi, apabila perbuatan tersebut tidak termasuk
dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran
dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang
bersangkutan. |

Pasal 47
Pertanggungjawaban pidana pengurus - koperasi dibatasi
sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam

struktur organisasi korporasi;

Pasal 48

(1) Dalam mempertimbangkan suvatu tuntutan pidana, harus

dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan

perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhan pidana

terhadap suatu korporasi.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

dinyatakan dalam putusan hakim.
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Pasal 49
Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh
pembuat yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, dapat
diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung
berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi
dan karena itu tidak dapat dicelakan pada korporasi.

Rumusan-rumusan diatas menunujukkan adanya ketegasan
dan pembatasan terhadap pertanggngjawaban korporasi. Seperti
halnya dalam undang-undang perpajakan yang sampai saat ini
baru merumuskan badan (korpeorasi) dapat bertindak sebagai
Wajib pajak dan korporasi (badan} dapat berperan sebagail
subjek hukum tanpa menjelaskan bentuk pertanggungjawabannya
apabila wajib pajak ({badan}) termasuk melakukan pelanggaran
hukum (pidana).Maka sevogyanya untuk masa yang akan datang
rumusan-rumusan yang terurali dalam EKonsep KUHP tersebut
dapat digunakan untuk menemukan siapa—siapa {(badan) vang
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannyé, khususnya
korporasi yang melakukan pelanggaran (pidana) dibidang
perpajakan.

Disamping masalah pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku korporasi, maéalah sanksi hukum pidana merupakan
salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah
pelanggaran dibidang perpajakan.Dalam konteks dan lingkup

persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi, yang menjadi
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permasalahan bukan pada keterbatasan sanksi pidana.Sebab
pada hakekatnya ketérbatasan—keterbatasan selalu ada.
Demikian pula halnya dengan penggunaan khukum) pidana dalam
kebijakan kriminal. Oleh karena itu yang' menjadi masalah
adalah memilih dan menetapkan pidana apa vyang tepat vyang
akan digunakan dalam wupaya pengendalian kejahatan atau
tindak pidana korporasi. Sebab kita harus mengakui tidak
semua Jenis atau bentuk pidana dapat dikenakan terhadap
korporasi. Contoh: pidana penjara, pidana kurungan, dan
pidana mati merupakan jenis-jenis pidana yang tidak mungkin
diterapkan terhadap korporasi, karena jenis-jenis pidana itu
hanya dapat dikenakan dan dijalani oleh manusia.

Pendekatan yaﬁg diungkapkan diatas, sengaja diajukan
karena ingin dikemukakan suatu pemahaman bahwa pemidanaan
terhadap korporasi addlah masalah kebijakan, yakni apakah
sanksi pidana atau sanksi pidana apakah yang telah
diperhitungkan untuk mencegah korporasi yang memungkinkan
melakukan tindakan-tindakan melanggar undang-undang.Dalam
lingkup masalah pemidanaan korporasi dan mengingat tindak
pidana korporasi termasuk dalam bidang hukum perekonomian,
maka perlu pula dikemukakan Laporan Konggres PBB Ke enam
yvang menyarankan bahwa untuk mengefektifkan penganggulangan
kejahatan ekonomni, perlu digunakan pidana penjara

{imprisonment), denda yang tinggi (increased fine) serta
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tindakan-tindakan yang bersifat keperdataan dan
administrative (civil and administrative measures). Dalam
hubungan ini Sudarto menyatakan bahwa sanksi yang berupa
tindakan sesuail dengan sifat hukum perekonomian sebagai
hukum yang mengatur ketertiban masyarakat!’?

Sanksi atau tindakan vyang Dbersifat ekonomis dan
administratif, tampaknya lebih cocok diterapkan dalam
pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak‘pidana.
Sanksi~sanksi vang demikian tercantum dalam pasal 7 ayat (1)
mengenal hukuman tambahan dan Pasal 8 mengenai tindakan tata
tertib yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
{(Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955} .Dengan demikian disamping
pidana denda, terhadap korporasi dapat pula dikenakan

{1) Hukuman tambahan seperti penutupan seluruh atau
sebagian perusahaan, pengumuman putusan hakim,
perampasan barang-barang tidak tetap, abik vyang
berwujud dan tidak berwujud; atau

{2} Tindakan tata tertib seperti penempatan perusahaan
dibawah pengampuan atau pengawasan, kewajilban membayar
uang Jjaminan, dan kewajiban membayar sejumlah uang
sebagail pencabutan keuntungan.

Khusus mengenai sanksi penutupan atau penghentian kegiatan

perusahaan perlu dipertimbangkan akibat-akibat yang dapat

2 Gudarto, Op.Cit, 1986, Hal.85
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timbul dalam hubungannya dengan peranan-peranan perusahaan
atau korporasi sebagai pemberi kerja. Sebab jika sanksi ini
dikenakan terhadap korporasi, maké vang lebih terkena adalah
para karyawan atau buruh pada perusahaan itu sendiri
disbanding penguasah atau pemilik perusahaan. Disamping itu
pula tidak ada pemasukan negara lewat pajak apabila
perusahaan yang bersangkutan ditutup. 0Oleh karena itu
menurut Muladi dalam meningkatkan fungsionalisasi hukum
pidana terhadap tindak pidana korporasi, perlu diperhatikan
agar pemidanaan. terhadap korporasi dilakukan secara hati-
hati, karena dampak putusan yang dirasakan sangat luas. Yang
akan menderita, tidak hanya yang berbuat salah, tetapi
buruh, pemegang saham, para konsumen, maupun negara karena
hilang pemasukan pajaknya akibat perusahaan ditutup (tidak
operasional) .

Selain perlu dipertimbangkan pula untuk menerapkan
pengumuman keputusan hakim ({(adverse publicity) sebagai
sanksi terhadap korporasi. Sebab dampak yang ingin dicapai
tidak hanya financial impacts, tetapi Jjuga yang mempunyail
non-financial impacts. Biaya pengumuman putusan hakim
dibebankan pada Xkorporasli atas perintah hakim., Pengumuman
putusn hakim ini yang merupakan salah satu bentuk pidana

tambahan, dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan
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apa dan pidana bagaimana yang dijatuhkan terhadap korporasi
vang melakukan tindak pidana.

Perlunya pidana tambahan diterapkan terhadap pelaku
korporasi, mengingat dalam system pelaksanaan pidana denda
selama ini dirasakan kurang efektif. Karena masih tetap
dipertahankannya sistem pelaksanaan pidana denda menurut
Pasal 30 dan 31 KUHP. Beberapa kelemahan dari sistem
Pelaksaﬁaan pidana denda menurut KUHP antara lain

1. tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti dalam KUHP
mengenai kapan denda itu harus dibayar.namun dalam
pasal 273 KUHP batas waktbu pembayaran denda 1 (satu)
bulan yang dapat diperpanjang menjadi 2{dua) bulan.

2. tidak ada ketentuan mengenai tindakan -tindakan lain
untuk menjamin pelaksanaan pidana denda, misalnya
dengan merampas atau menyita harta benda atau
kekayaannya, kecuali dengan kurungan pengganti denda:

3. maksimum kurungan pengganti hanya 6(enam) bulan yang
dapat menjadi 8{(delapan) bulan apabila ada pemberatan
denda; walaupun pidana denda vyang diancamkan atau
dijatuhkan oleh hakim cukup tinggi sampai puluhan juta,
mungkin dalam pajak bisa milyard sebab ada denda yang
beberapa kali 1lipat pajak yang terhutang. Sehingga
dilihat dari beéar kerugian yang dialami dengan pidana

kurungan pengganti sangat tidak seimbang;
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Dengan adanya pidana tambahan, pelaku pelanggaran dibidang
perpajakan tetap dapat diupayakan untuk melaksanakan pidana
tambahan tersebut, misal suatu korporasi dijatuhi pidana
tambahan Dberupa pengembalian seluruh pajak-pajak yang
terhutang, maka sampai kapanpun korporasi tersebut dianggap
mempunyai hutang. pada negara dan suatu saat  harus
mengembalikan hutang-hutang tersebut,Namun penamizahan
hukuman dengan tindakan—tindakan tata-tertib, yang dengan
demikian merupakan suatu perluasan dengan kewenangan diluar
hukuman mengakibatkan Dbatas-batas kewenangan dari Hakim

Pidana menghadapi suatu vervaging®’®

% Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Erlangga, Jakarta, 1984, Hal. 162.
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BABR IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan tentang
masalah bagaimana kebijakan penerapan hukum pidana selama
ini dalam upaya menanggulangi berbagai bentuk kejahatan
dibidang perpajakan dan bagaimana kebijakan formulatif hukum
pidana dalam perundang—undangan yvang akan daténg dalam upava
menanggulaﬁgi kejahatan dibidang perpajakan, maka dapat
disampaikan hal-hal sebagai berikut

A. Kesimpulan

1. Kebijakan penerapan delik korupsi terhadép pelanggaran-—

pelanggaran dibidang perpajakan selama ini yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum sangat beralasan. Hal tersebut
berpijak pada pola pemikiran atau kebiasaan dari aparat
penegak hukum sendiri dalam melihat suatu delik. Selama
ini aparat penegak hukum dalam tugasnya adalah sekedar
subsumsi dari fakta-dibawah peraturan perundang-undangan
yvang hendak diterapkan. Jadi mencocokkan fakta-fakta
dengan peraturan perundangan-undangan yang ada. Cara
berfikir demikian pula yang menyebabkan sangat luwesnya
penerapan Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun
2001, mengenai delik korupsi dalam merumuskan suatu

perbuatan pidana, khususnya dalam pelanggaran dibidang
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perpajakan.Dapat diterapkannya ‘delik korupsi pada
pelanggaran dibidang perpajakan, karena adanya persamaan
formulasi antara delik korupsi dengan delik
pajak, khususnya akibat dari masing-masing perbuatan yang
dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.Delik
perpajakan sendiri ada berbagal macam, seperti :Tindak
Pidana dalam S8PT (Surat Pemberitahuan), -Tindak Pidana
dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP}, Tindak Pidana dalam
Pembukuan, Tindak Pidana tidak menyetorkan Pajak yang
telah dipotong atau dipungut, Tindak Pildana Pembocoran
Rahasia, Tindak Pidana Menghalangi Pemeriksaan, Tindak
Pidana mempersulit penvidikan.Terhadap pelanggaran~
pelanggaran dibidang perpajékan,masih dapat diterapkannya
delik perpajakan tersebut, hanya terhadap perbuatan pidana
dalam perpajakan yang Dbenar-benar sangat merugikan
keuangan negara sehingga diterapkannya delik korupsi.Namun
untuk membedakan perbuatan mana yang benar-benar sangat
merugikan negara sangat sulit dalam menerapkanﬁya,
mengingat sangat luwesnya perumusan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Pada AKhirnya kebijakan
aparat pelaksana hukum dalam menerapkan.idelik korupsi
mendasarkan pada setiap kasus , yang negara benar-benar

telah mengeluarkan keuangan nya/kompensasi pajak.
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Z2.Untuk menciptakan keterpaduan dalam kebijakan hukum pidana

yang diterapkan yang dampaknya tidak akan mempersulit
aparat penegak hukum dalam mengaplikasikannya, dalam
perundang-undangan perpajakan hendaknya secara tegas
dibedakan kualifikasi delik, yaitu kejahatan dan
pelanggaran.Karena pembedaan kualifikasi delik ini -akan
berpengaruh, antara lain terhadap pemidanaan perccbhaan dan
pembantuan, daluwarsa hapusnya penuntutan, daluwarsa
gugurnya hak menjalankan hukuman.
Perundang-undangan dibidang perpajakan menggunakan 3
(tiga) bentuk rumusan ancaman pidana, yaitu

1. Diancam dengan pidana kurungan dan denda;

2, Diancam dengan pidana kurungan atau denda;

3. Diancam dengan pidana penjara dan denda.

Unsur imperatif yang terdapat dalam perundangan

perpajakan, hendak dituangkan suatu prinsip bahwa

penggunaan sanksi pidana hendaknya tetap memperhatikan
prinsip subsidiaritas. Dalam arti, jenis pidana yang lébih
berat baru digunakan apabila jenis sanksi pidana lainnya
yang lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat
menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Jadi pada
prinsipnya 1lebih mendahulukan pidana pokok yang 1lebih

ringan daripada yang lebih berat.
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Korporasi sebagai subjek hukum (pidana) merupakan hal
yang baru bagi perkembangan hukum pidana. Pada umumnya
vang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia ,dalam
konteks dan lingkup persoalan pertanggungjawaban pidana
korporasi selama 1ini, Seperti halnya dalam perundang-
undangan perpajakan, walaupun korporaéi dapat bertindak
sebagai wajib pajak, namun tidak dijelaskan siapa yang
bertanggungjawab terhadap pelanggaran (pidana) dibidang
pajak dan bentuk pidana apa yang tepat untuk pelanggar
tersebut {korporasi) .Hendaknya pertanggung’jawaban
korporasi sebagal subjek tindak pidana mengacu dalam
naskah Rancangan KUHP Baru (1999/2000) yang tercantum
dalam Pasal 44, 46, 47, 48, dan 49. Masalah sanksi hukum
pidana dibidang perpajakan, sanksi atau tindakan yang
bersifat ekonomis dan administratif, tampaknya lebih cccok
diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai
pelaku tindak pidana dibidang perpajakan,

B. Saran-saran

Agar upaya penanggulangan tindak pidana dibidang perpajakan

melalui kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-

undangan selama ini tepat dan optimal, maka dapat dilakukan

hal-hal sebagail berikut

a) Perlunya mengoptimalkan peran masyarakat sebagal subyek

pajak, bahwa masalah pajak adalah masalah bersama,
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b}

sehingga upaya pemenuhan pajak menjadi tanggung jawab
bersama.Tercapai tidaknyva sistem Self Assesment dalam
pembayaran pajak sangat tergantung dari bentuk
kesadaran diri masyarakat, juga didukung oleh
pemerintah sebagai fiskus yang diwujudkan dalam bentuk
pelayanan publik;

Kebijakan untuk meﬁerapkan sanksi vyang berat dalam
undang-undang perpajakan perlu ditinjau, terutama yang
berbentuk pidana perampasan kemerdekaan. Mengingat
kebijakan rajak lebih mengarah  pada kebijakan
perekoncomian baik yang bersifat makro maupun mikro,
namun demikian dalam hal-hal tertentu penerapan sanksi
vang tegas tetap diberi peluang untuk diterapkan
terhadap pelaku - tindak pidana dibidang
perpajakan.Misélnya diterapkannya delik korupsi
terhadap pelaku pelanggaran dibidang perpajakan, dengan
catatan negara telah secara nyata dirugikan secara
ekonomi ;

Kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan yang formulasinya menyimpang dari
KUHPidana agar dirumuskan pecla tentang pedoman atau
sistem pengaturannya, sehingga dalam mengoperasionalkan

peraturan itu tidak menemui kendala yuridis;
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d)

Agar pemerintah dan pembuat undang-undang memiliki
kerangka pemikiran dalam kebijakan hukum pidana untuk
menanggulangi tindak pidana dibidang perpajakan.
Kerangka pemikiran dini nantinya akan dipergunakan
sebagai dasar atau pedcoman dalam pembuatan setiap
peraturan perundang-undangan vang berkaitan dengan
perpajakan.Dengan adanya kerangka pemikiran tersebut,
maka kebijakan “hukum pidana vyang akan diterapkan
apabila ada penyimpangan dari ketentuan KUHPidana
harus selalu diikuti dengan rumusan sistem
pengaturannya;

Agar segera dibenahi kendala-kendala yang ada dalam
penegakan hukum pidana dibidang perpajakan, terutama
yang berkaitan dengan tugas-tugas aparat penegak hukum,
baik yang ada dalam bidang -pemeriksaan, penyidikan,
penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan,

Pemberdayaan pengawasan terhadap mnasing-masing aparat

diatas sangat perlu dioptimalkan, mengingat pihak

fiskus yang banyvak berperan dalam pembayaran pajak.
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